
BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2025

TBNTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN

BEA PEROLEIIAN IIAK ATAS TANAII DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA
BUPATI KUTAI BARAT,

Menimbang    :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5), Pasal
54,  Pasal  68  ayat  (2),    Pasal  69  ayat  (5),  Pasal  73  ayat  (5),

Pasal 84,  Pasal 87  ayat (7),  Pasal 90 ayat (6),  Pasal  100 ayat

(3), Pasal  102  ayat (4),  Pasal  104 ayat (7)  dan Pasal  105 ayat

(8)   Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2023   tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  Pasal
110  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  207  Tahun  2018

Pasal 6 ayat (7),  Pasal 7 ayat (3),  Pasal  10,  Pasal  16 ayat (5),

Pasal 59 ayat (5), Pasal 94 ayat (3), Pasal 96 ayat (3) dan Pasal

98  (4),  dan  Pasal  99  ayat  (11)  Peraturan  Daerah  Nomor   1

Tahun  2024  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah

perlu    menetapkan    Peraturan    Bupati    tentang    Petunjuk
Pelaksanaan    Pemungutan    Pajak    Bumi    dan    Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan;

Mengingat      :   1.   Pasal  18 ayat (6)  Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
2.   Undang-Undang     Nomor     47     Tahun     1999     tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan,  Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutal Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang,    sebagaimana    telah    beberapa    kali    diubah
terakhir dengan  Undang-Undang Nomor 21  Tahun 2023
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2022    tentang    lbu    Kota    Negara    (Lembaran    Negara
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Republik  Indonesia Tahun  2023  Nomor  142,  Tambahan
I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

3.   Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang

Pemerintahan    Daerah     (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor   5587)   sebagaimana

telah   beberapa  kali   diubah   terakhir  dengan   Undang-
Undang   Nomor    6    Tahun    2023    tentang    Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor
2   Tahun   2022   tentang  Cipta   Kelja   Menjadi   Undang-
Undang   (Lembaran   Negara  Republik   Indonesia  Tahun
2023  Nomor  41,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Nomor  6856);

4.   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan
Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun

2022  Nomor  4,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6757);

5.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2023  tentang
Ketentuan  Umum  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 6881);

6.   Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun
2024    tentang   Pajak   Daerah   dan   Retribusi    Daerah

(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Kutal  Barat Tahun  2024,
Nomor  1  Tambahan  Lembaran  Daerah  Kabupaten  Kutai
Barat Nomor 225);

MEMUTUSEN:

Menetapkan     :   PERATURAN  BUPATI  TENTANG  PETUNJUK  PELAKSANAAN

PEMUNGUTAN  PAJAK  BUMI  DAN  BANGUNAN  PERDESAAN

DAN  PERKOTAAN  DAN  BEA PEROLEIIAN  HAK ATAS TAI\IAII

DAN BANGUNAN.
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BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1.    Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2.    Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3.    Pemerintah   Daerah   adalah   Bupati   sebagai   unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan   urusan   pemerintahan   yang   menjadi
kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.

4.    Dewan  Perwckilan  Rakyat  Daerah  yang  selanjutnya
disingkat  DPRD  adalah  lembaga  perwakilan  rakyat
daerah  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan
Da.erah.

5.    Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut
Bapenda     adalah     Badan     Pendapatan     Daerah
Kabupaten Kutai Barat.

6.    Kepala  Bapenda  adalah  Kepala  Badan  Pendapatan
Daerah Kabupaten Kutai Barat.

7.    Perangkat  Daerah  adalah  unsur  pembantu  Bupati
dan      DPRD      dalam      penyelenggaraan      urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.    Penanggung Pajak  adalah  orang pribadi  atau  badan

yang  bertanggung  jawab   atas   pembayaran   pajak,
termasuk    waldl    yang    menjalankan    hak    den
memenuhi   kewajiban   wajib   pajak   sesuai   dengan
ketentuan          peraturan          perundang-undangan

perpajakan.
9.    Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah

kontribusi  wajib  kepada  Daerah  yang  terutang  oleh
orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa
berdasarkan       Undang-Undang,       dengan       tidak
mendapathan     imbalan     secara     langsung     dari
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digunakan  untuk  keperluan  Daerah  bagi  sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

10.  Badan  adalah  sekumpulan  orang  dan/atau  modal

yang  merupakan  kesatuan,  baik  yang  melakukan
usaha  maupun  yang  tidak  melakukan  usaha  yang
meliputi  perseroan  terbatas,  perseroan  komanditer,

perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD,
atau  badan  usaha  milik  desa,  dengan  nana  dan
dalam bentuk apa pun, fima, kongsi, koperasi, dana

pensiun,     persekutuan,     perkumpulan,     yayasan,
organisasi   massa,   organisasi   sosial   politik,   atau
organisasi   lainnya,   lembaga   dan   bentuk   badan
lainnya,   termasuk   kontrak   investasi   kolektif  dan
bentuk usaha tetap.

11.  Bank  atau  Tempat  Pembayaran  Lain Yang Ditunjuk
adalah   pihak   ketiga  yang   menerima   pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
dan  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan
terutang dari Wajib Pajak.

12.  Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang
dapat dikenai Pajak.

13. Wajib   Pajak   adalah   orang   pribadi   atau   badan,
meliputi   pembayar   pajak,   pemotong   pajak,    dan

pemungut    pajak,     yang    mempunyai    hak    dan
kewajiban    perpajakan    sesual   dengan    ketentuan

peraturan perundang-undangan perpaj akan daerah.
14.  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

yang selanjutnya disingkat P813-P2 adalah Pajak atas
bumi  dan/atau  bangunan  yang  dimiliki,  dikuasai,
dan/atau   dimanfaatkan   oleh   orang   pribadi   atau
Badan.

15.  Bumi  adalah  pemukaan  bumi yang  meliputi  tanah
dan perairan pedalaman.

16.  Bangunan  adalah  konstruksi  telmik  yang  ditanam
atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi
dan di bawah pemiukaan Bumi.
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17.  Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya
disingkat     DBKB     adalah     tabel     untuk     menilal
bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri
dari    biaya    komponen    utama,    biaya    komponen
material, dan biaya komponen fasilitas, untuk setiap

perlggunaan bangunan.
18. Jenis    Penggunaan    Bangunan    yang    selanjutnya

disingkat   JPB   adalah   pengelompokan   Bangunan
berdasarkan             tipe             konstmksi             dan

peruntukan/penggunaannya.
19.  Nilai  Jual  Objek  Pajalc  yang  selanjutnya  disingkat

NJOP  adalah  harga  rata-rata  yang  diperoleh  dari
transaksi  jual  beli  yang  teljadi  secara  wajar,  dan
bilamana  tidak  terdapat  transaksi  jual  beli,   NJOP
ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek
lain  yang  sejenis,  atau  nilai  perolehan  ban,  atau
NJOP pen8ganti.

20,  Pemutakhiran   Basis   Data   adalah   pekeljaan   yang
dilakukan untuk menyesuaikan data yang disimpan
di dalam basis data dengan data yang sebenarnya di
lapangan.

21.  Daftar  Himpunan  Ketetapan  Pajak yang  selanjutnya
disingkat  DHKP  adalah  daftar  yang  berisi  tentang
rekapitulasi  data  objek  dan   subjek  pajak  disertai
dengan    besamya    ketetapan    pajak    bumi    dan
bangunan sektor perdesaan dan perkotaan

22.  Nomor  Objek  Pajak yang selanjutnya  disingkat  NOP
adalah   Nomor   identirikasi   objek   pajak,   terlnasuk
objek yang  tidak  dikenakan  pajak yang mempunyal
karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan
blok dalam  satu  wilayah  administrasi  pemerintahan
Desa/Kelurahan.

23.  Nilai  Indikasi  Rata-Rata  yang  selanjutnya  disingkat
NIR adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili
nilai tanah dalam suatu zona nilal tanah.
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24.  Zona  Nilai  Tanah  yang  selanjutnya  disingkat  ZNT
adalah    suatu   zona    geograris   yang   terdiri    atas
sekelompok objek pajak yang mempunyai  satu  Nilai
lndikasi     Rata-Rata    yang     dibatasi     oleh     batas

penguasaan/pemilikan    objek    pajak    dalam    satu
wilayah administrasi Kampung/Kelurahan yang tidak
terikat kepada batas blok.

25. Penyusutan   adalah   berkurangnya   nilai   bangunan

yang disebabkan oleh keusangan/penurunan kondisi
fisik bangunan.

26.  Pendataari     adalah     ran8kaian     kegiatan     untuk
memperoleh,      mengumpulkan,      melen8kapi     dan
menatausahakan data objek dan subjek Pajak Buzni
dan Bangunan.

27.  Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang

pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan
untuk kegiatan usaha Perkebunan,  Perhutanan  dan
Pertanbangan.

28.  Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang
secara   nyata   mempunyai   suatu   hak   atas   Bumi
dan/atau memperoleh marifaat atas Bumi, dan/atau
memiliki, menguasal,  dan/atau memperoleh manfaat
atas Bangunan.

29.  Masa Pajak adalah jangka walchi yang menjadi dasar
bagi Wajib  Pajak untuk  menghitung,  menyetor,  dan
melaporkan Pajak yang Terutang.

30.  Pajak   Yang   Terutang   adalah   pajak   yang   harus
dibayar pada  suatu  saat,  dalaln  Masa Pajak,  dalam
Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai
dengan   ketentuan   peraturan   per`mdang-undangan

perpajakan daerah.
31.  F`iskus adalah pegawai pemerintah daerah yang diberi

kewenangan untLik melaksanakarl tugas pemungutan

pajak dan dikenal sebagal pejabat pajak daerah.
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32. Pemungutan adalah suatu ran8kaian kegiatan mulai
dari  penghimpunan  data  objek  dan  subjek  pajak,

penentuan   besarnya  pajak  yang  terutang  sampai
kegiatan  penagihan  pajak  kepada Wajib  Pajak  serta

pengawasan penyetorannya.
33.  Surat     Pemberitahuan     Ot]jek     Pajak     dan/atau

Lanpiran  Surat  Pemberitahuan  Objek  Pajak  yang
selanjutnya  disebut  SPOP  dan/atau  LSPOP  adalah
surat   yang   digunakan   oleh   Wajib   Pajak   untuk
melaporkan  data  subjek  dan  objek  Pajak  Bumi  dan
Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  sesual  dengan
ketentuan          peraturan          perundang-undangan

perpajakan daerah.
34.  Persetujuan   Bangunan   Gedung   yang   selanjutnya

disingkat  PEG  adalah  Perijinan yang  diberikan  oleh

pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung
untuk membangunan baru, mengubah, memperluas,
memperluas dan/atau mengurangi bangunan gedung
sesuai  dengan  persyaratan  administratif dan  teknis

yang berlaku.
35.  Ijin     Penggunaan     Bangunan     yang     selanjutnya

disingkat IPB adalah Perijinan yang diberikan kepada
Perorangan  atau  Badan  Hukum  setelah  bangunan
selesai dflaksanakan sesuai PBG dan telah memenuhi

persyaratan fungsi perlengkapan bangunan.
36.  Hak   Guna   Bangunan  yang   selanjutnya   disin8kat

HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan  dan  tanah  yang  bukan  miliknya  sendiri
dengan jan8ha waktu 30 (tiga puluh) tahun yang atas

permintaan pemegang hak mengikat keperluan serta
keadaan  bangunan-bangunannya  jan8ka  waktu  30

(tiga  puluh)   tahun  terhadap  pemegang  hak  guna
bangunan    tersebut    dapat    diperpanjang    sampai
dengan jangka waktu maksimal 20 (dua puluh) tahun.
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37.  Surat     Pemberitahuan     Pajak     Terhutang     yang
selanjutnya    disingkat    SPPT    adalah    surat    yang

digunakan  untuk  memberitahukan  besamya  Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
terutang kepada Wajib Pajak.

38.  Surat   Ketetapan   Pajak   Daerah   yang   selanjutnya
disingkat  SKPD  adalah  surat  ketetapan  Pajak  yang
menentukan   besarnya  jumlah   pokok   Pajak   yang
temtan8-

39.  Surat    Setoran    Pajak    Daerah    yang    selanjutnya
disingkat   SSPD   adalah   bulcti   pembayaran   atau

penyetoran   pajak   yang   telah   dilakukan   dengan
menggunakan  formulir atau  telah dilakukan  dengan
cara lain ke  kas daerah melalui tempat pembayaran

yang ditunjuk oleh Bupati.
40.  Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah  Kurang  Bayar  yang

selanjutnya     disingkat     SKPDKB     adalah     surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah

pokok     pajak,     jumlah     kredit     pajak,     jumlah
kekurangan   pembayaran   pokok   pajak,    besarnya
sanksi  administratif,  dan jumlah  pajak  yang  masih
harus dibayar.

41.  Surat    Ketetapan    Pajak    Daerah    Kurang    Bayar
Tambahan   yang   selanjutnya   disingkat   SKPDKBT
adalah   surat   ketetapan   pajak   yang   menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

42.  Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan  jumlah   pokok  pajak   sama   besamya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit pajak.
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43.  Surat   Ketetapan   Pajak  Daerah   Lebih   Bayar  yang

selanjutnya     disingkat      SKPDLB      adalah      surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran  pajak karena jumlah  kredit pajak lebih
besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya
tidak terutang.

44.  Surat    Tagihan    Pajak    Daerah    yang    selanjutnya
disingkat   STPD   adalah   surat   untuk   melakukan
tagihan pa]'ak dan/atau sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda.

45.  Surat      Keputusan      Pembetulan      adalah      surat
keputusan    yang    membetulkan    kesalahan    tulis,
kesalahan    hitung,    dan/atau    kekeliruan    dalam

penerapan    ket-entuan    tertentu    dalam    peraturan
perundang-undangan     perpajakan     daerah     yang
terdapat   dalaln   SPPT,   SKPD,   SKPDKB,   SKPDKB'I`,

SKPDN,       SKPDLB,       STPD,       Surat       Keputusan

Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
46.  Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan

atas   keberatan   terhadap   Sppr,    SKPD,   SKPDKB,
SKPDKBT,      SKPDN,      SKPDLB,      atau      terhadap

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

47.  Putusan  Banding  adalah  putusan  badan  peradilan

pajak   atas    banding   terhadap    Surat   Keputusan
Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

48.  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  Daerah  yang  selanjutnya

disingkat   NPWPD   adalah   nomor   yang   diberikan
kepada     Wajib     Pajak     sebagai     sarana     dalam
administrasi  perpajakan yang  dipergunakan  sebagai
tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam
melaksanakan Hak dan Kewajiban perpajakan.

49.  Nomor    Objek    Pajak    Daerah    yang    selanjutnya

disingkat  NOPD  adalah  nomor identitas  ot]jek  Pajak
sebagai    sarana    dalam    administrasi    pexpajakan
dengan ketentuan tertentu.
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50.  Surat  Kuasa  adalah  surat  yang  didalamnya  berisi

peralihan wewenang dari seseorang kepada seseorang

yang lain dengan bemiaterai cukup.
51.  Penelitian     adalah     serangkaian     kegiatan     yang

dilakukan   untuk   menilai   kelengkapan   pengisian
surat    pemberitahuan    atau    dokumen    lain   yang
dipersamakan  dan  lampiran-lalnpirannya  termasuk

penilaian     tentang     kebenaran     penulisan     dan
penghitungannya   serta   kesesuaian   antara   surat
pemberitahuan dengan SSPD.

52.  Pengawasan   adalah   serangkaian   kegiatan   untuk
mengawasi  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  wajib
Pajak     dan     menegakkan     ketentuan     Peraturan
Perundang~undangan perpaj akan daerah.

53.  Pemeriksaan        adalah        serangkalan        kegiatan
menghimpun    dan    mengolah    data,    keterangan,
dan/atau  bukei  yang  dilaksanakan  secara  objektif
dan     profesional     berdasarkan     suatu     standar

pemeriksaan  untuk  mengLiji  kepatuhan  pemenuhan
kewajiban  perpajakan  daerah  dan/atau  tujuan  lain
dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan perpaj akan daerah.
54.  Dokumen adalah data dan informasi yang berkaitan

dengan objek dan subjek Pajak Buni dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan antara lain identitas Wajib
Pajak,    data    kepemilikan,    data    perijinan,    data

pembayaran PBB-P2.
55.  Pemeriksaan   Lapangan   adalah   pemeriksaan   yang

dilakukan  di  tempat  kedudukan,   di  tempat  objek

pajak,  tempat  kegiatan  usaha,  tempat  tinggal Wajib
Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Badan.

56.  Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut
LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan
dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa
secara  ringkas  dan jelas  serta  sesuai  dengan  ruang
lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
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57.  Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar
termasuk  sanksi  administratif berupa bunga,  denda
atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan
Pajak  atau  surat  sejenisnya  berdasarkan  ketentuan

peraturan perundang-udangan perpaj akan.
58.  Bea Perolehan  Hak atas Tanah  dan  Bangunan yang

selanjutnya   disingkat   BPHTB   adalah   Pajak   atas

perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
59. Perolehan   Hak   atas   Tanah   dan/atau   Bangunan

adalah    perbuatan    atau    peristiwa    hukum   yang
mengakibatkan     diperolehnya     hak     atas     tanah
dan/atau Bangunai oleh orang pribadi atau Badan.

60. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas
tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan
diatasnya,   sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-
undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

61. Tahun  Pajak  adalah jangka  walchi  yang  lalnanya  I

(satu)  tahun  kalender,  keouali  apabila  Wajib  Pajak
menggunakan tahun buini yang tidak sama dengan
tahun kalender.

62.  Nilai    Perolehan    Objek    Pajak    yang    selanjutnya
disingkat   NPOP   adalah    nilai    atau    harga   yang
digunakan untuk menetapkan besaran BPHTB.

63.  Nilai  Perolehan  Objek  Pajak  Tidak  Kena  Pajak yang

selanjutnya  disingkat  NPOPI`KP  adalah  suatu  nilai

pengurang   atas   nilai   NPOP   dalam   penghitungan
BPHTB temtang.

64.  Pejabat   Pembuat   Akta   Tanah   yang   selanjutnya
disebut   PPAT   adalah   pejabat   umum   yang   diberi
wewenang     untuk     membuat     akta-akta     otentik
mengenai  perbuatan  hukum  tertentu  mengenal hak
atas Tanah dan/atau Bangunan;

65.  Pejabat    Pembuat    Akta    Tanah    Sementara   yang
selanjutnya   disebut   PPATS   adalah   Pejabat   yang
diangkat untuk membuat akta PPAT di daerah yang
belum memiliki PPAT.
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66.  Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk
membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.

67.  Sanksi  Administratif adalah  sanksi  yang  dikenakan
kepada  Wajib  Pajak  yang  melakukan  pelanggaran
administrasi dalam bidang perpajakan.

68.  Penagihan  Pajak  adalah  serangkaian  tindakan  agar
Wajib Pajak/ Penanggung Pajak melunasi utang pajak
dan    biaya    penagihan    Pajak    dengan    menegur/
memperingatkan,  melaksanakan  penagihan  seketika
dan     sekaligus,     memberitahukan     surat     paksa,
mengusulkan pencegahan,  melaksanakan penyitaan,
melaksanakan   penyanderaan   dan   menjual  barang

yang telah disita._
69.  Surat  Teguran  adalah  surat  yang  diterbitkan  oleh

Pejabat   untuk   men6gur  Wajib   Pajak   atau   Wajib
Retribusi  untuk  melunasi  Utang  Pajak  atau  utang
Retribusi.

70.  Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang
Pajak dan biaya penagihan Pajak.

71.  Lelang   adalah   setiap   penjualan   barang   dimuka
umum dengan cara penawaran harga secara khusus
dan tertulis melalui pengumpulan peminat atau calon

pembeli.
72.  Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap  suatu
Keputusan      yang      dapat      diajukan      banding,
berdasarkan       pengaturan       perundang-undangan
perpajakan.

73.  Online      adalah      sambungan      langsung     antara
subsistem   satu   dengan   subsistem   lainnya   secara
elektronik dan terintegrasi serta recz! time.
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BAB 11

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

PBB-P2

Pasal 2

(1)   Tata  Cara  Pemungutan  PBB-P2  mencakup  seluruh
rangkaian   proses   yang   harus   dilakukan   dalam

penatausahaan ,       menerima,       dan       melaporkan
penerimaan PBB-P2.

(2)   Tata   Cara   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (I)
meliputi:

a.    tata cara pemungutan
b.    prosedur penagihan;
c.     surat ketetapan PBB-P2;

d.    insentif      fiskal,       pembetulan,       pembatalan,

pengurangan  ketetapan  dan  penghapusan  atau
pengurangan Sanksi Administratif;

e.    prosedur keberatan dan Banding;

f.     prosedur pengembalian kelebihan pembayaran;

9.    prosedur   penentuan   kembali   dan   penundaan
tanggal/ saat jatuh tempo;

h.    kedaluarsa;
i.     penghapusan piutang pajak;

j.     pemeriksaan; dan
k.    ketentuan penutup.

Pasal 3

(1)   Untuk     melaksanakan     tata     cara     sebagaimana
dimaksud   dalam   Pasal   2,   Bapenda  paling  sedikit

melaksanakan fungsi :
a.    pelayanan;
b.    pengolahan data dan informasi;
c.    pembukuan dan pelaporan; dan
d.    penagihan.
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(2)   Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)  huruf a, yaitu melakukan interaksi dengan Wajib
Pajak   dalam   tahapan   Pemungutan   PBB-F2   baik
secara      langsung      maupun      melalui      u/ebsite
https://epelayanan.kutaibaratkab.id/.

(3)   F\mgsi  pengolahan  data dan  informasi  sebagalmana
dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   b,   yaitu   untuk
mengelola basis data terkait Objek Pajak dan Subjek
Pajak.

(4)   F\mgsi   pembukuan   dan   pelaporan    sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (1)   humf   c,   yaitu   untuk
menyiapkan    laporan    realisasi    penerimaan    dan
tunggakan  PBB-P2  berdasarkan  data  dan  laporan
dari pihak lain yang ditunjuk.

(5)   Fungsi penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)  huruf  d  yaitu,  untuk  melaksanakan  penagihan
terhadap  Wajib  Pajak  yang  telah  melampaui  batas
waktu jatuh tempo.

Bagian Kedua
BPHTB

Pasal 4

(I)   Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup
seluruh   rangkaian   proses   yang   harus   dilakukan
dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan

penerimaan BPHTB.

(2)   Prosedur    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)
meliputi:

a.    prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan;

b.    prosedur pembayaran BPHTB;
c.    prosedur penelitian sspD BPHTB;

d.    prosedur pelaporan BPHTB;

e.    prosedur penagihan; dan

f.     prosedur pengurangan.
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(3)   Prosedur  pendaftaran  akta  Pemindahan  Hak  atas
Tanah  dan/atau  Bangunan  sebagaimana  dimaksud

pada  ayat  (2)  hunrf a  adalah  prosedur  pendaftaran
akta   ke   Kepala   Kantor   Bidang   Pertanahan   dan

penerbitan akta oleh PPAT.
(4)   Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud

pada    ayat    (2)    huruf    (b)    merupakan    prosedur
pembayaran   pajak   terutang  yang   dilakukan   oleh
Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB.

(5)   Prosedur    Penelitian    SSPD    BPHTB    sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan prosedur
verifikasi yang dilakukan  SKPD  atas  kebenaran dan
kelengkapan       SSPD       BPHTB       dan       Dokumen

pendufungnya.
(6)   Prosedur  pelaporan  BPHTB  sebagaimana  dimaksud

pada  ayat  (2)  huruf  d  adalah  prosedur  pelaporan
realisasi  penerimaan  BPHTB  dan  akta  pemindahan
hak.

(7)   Prosedur            penetapan            Surat            TaShan,
SKPDKB/ SKPDKBT, dan Surat Teguran sebagaimana

dimaksud  pada  ayat  (2)  hunif  e  adalah    prosedur

penetapan   Surat   Tagihan   Pajak   Daerah   BPHTB,
SKPDKB/SKPDKBT,     dan     Surat     Teguran     yang

dilakukan oleh Kepala Bapenda.

(8)   Prosedur  penetapan  Surat  Keputusan  Pengurangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  huruf f adalah

prosedur    penetapan    persetujuan/penolakan    atas
pengajuan  pengurangan  BPHTB  yang  diajukan  oleh
Wajib Pajak.

Pasal 5

(1)   Untuk      melaksanakan      sistem      dan      prosedur
sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   4,   Bapenda
mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan, meliputi:
a.    fungsi pelayanan;

b.    fungsi data dan informasi; dan
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c.    fungsi pembukuan dan pelaporan.

(2)   Fungsi  pelayanan  sebagaimana dimaksud  pada ayat
(1)   hunif  a  bertugas  melakukan  interaksi  dengan
Wajib   Pajak   dalam   tahapan   Pemungutan   BPHTB
seperti   dalam   proses   Penelitian   SSPD   dan   proses

pengurangan BPHTB.
(3)   F\mgsi  data  dan  informasi  sebagaimana  dimaksud

pada  ayat   (1)   huruf  b  untuk  mengelola  database
terkait Objek Pajak.

(4)   F\mgsi   pembumian   dan   pelaporan    sebagaimana
dimaksud   pada   a.yat   (1)   huruf  c  bertugas   untuk
menyiapkan   laporan   realisasi   penerimaan   BPHTB
berdasarkan data dan laporan.

BAB Ill

TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

I+osedur Pendaftaran, Pendataan, Penilalan,
Penetapan Objek Pajak dan Subjek Pajak

Paragraf 1
I+osedur Pendaftaran PBB-P2

Pasal 6

(1)   Wajib Pajak mengurus pendaftaran objek pajak pada
Bapenda.

(2)   Pendaftaran   Objek   Pajak   sebagaimana   dimaksud
pada ayat (1), meliputi:
a.    identifikasi objek pajak;
b.    verifikasi data objek pajak; dan
c.    pengukuran bidang objek pajak.

(3)   Pendaftaran  Objek Pajak dituangkan  dalam fomiulir
SPOP dan/atau LSPOP.

(4)   SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) disediakan dan dapat diperoleh dengan tanpa
biaya/gratis   di   Bapenda   atau   tempat   lain   yang
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ditunjuk dan diisi dengan jelas, benar, lengkap,  dan
ditandatangani  oleh  subjek  pajak  dan  dikembalikan
ke  Bapenda paling lambat 30  (tiga puluh)  hari sejak

tanggal   diterimanya   SPOP   dan/atau   LSPOP   oleh
Subjek Pajak atau kuasanya.

(5)   Dalam      SPOP      dan/atau      LSPOP      sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (4)  yang  ditandatangani  oleh
bukan   Subjek   Pajak   yang   bersangkutan,   harus
dilanpiri Surat Kuasa dari Subjek Pajak.

(6)   Persyaratan    pengajuan    permohonan    pendaftaran
Objek Pajak/ Subjek Pajak:
a.    Fotokopi kartu tanda penduduk,  Kartu Keluarga

atau Identitas Kependudukan Digital;
b.    fotokopi bukti surat tanah, meliputi:

1.    sertifikat;

2.     SPPHAT (SPPHAT);

3.    Hak pengusahaan Hutan (HPH);

4.    akta jual beli/hibah/waris;
5.    surat tanah garapan;
6.    Ijin Membuka Tanah Negara;

7.    surat peljanjian sewa menyewa; atau
8.    Dokumen lainnya.

c.    surat keterangan Kepala Kampung/Lurah;
d.    fotokopi  Sppr PBB  sebelumnya jika Objek Pajak

sudah terdaftar oleh pemilik sebelumnya;
e.    fotokopi  SPPT  tetangga  sekitar  yang  berbatasan

langsung jika ada;
f.     fotokopi bukti surat Bangunan, meliputi:

1.     PEG;

2.     IPB;

3-     HOB;

4.    surat   keterangan   Kepala   Kampung/Lurah;
atau

5.    Dokumen lairmya.

9.    titik   koordinat   dan   foto   objek   pajak   tanah
dan/ atau Bangunan.
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(7)   Orang  pribadi  dan/atau  Badan  dapat  melakukan
pendaftaran   ban,   dan/atau   pemiohonan   salinan
SPPT  PBB-P2  sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1)

dan             ayat             (3 )             melalui             zt;ebsite

httDs..//epctoucman.kutoibarathab.id/

(8)   Way.ib    Pa:jak    mengisi    daftar    isian    yang    sudah
disediakan  ses`iai  dengan  jenis  pemohonan  serta
melanpirkan  kelengkapan  pereyaratan  administrasi
dengan   cara   menyampaikan   secara   langsung   ke
Bapenda atau mengunggah pada kolom aplikasi yang
tersedfa.

(9)   Admin     yang      ditunjuk      melakulcan      Penelitian
kelengkapan   berkas   yang   sudah   diterima   untuk
selanjutnya diteruskan ke petugas Verifikator.

(10)Pemohonan    yang    memenuhi    eyarat    dan    telah
diverifikasi petugas Verifikator akan dihubungi untuk
melakukan    pengambilan    secara    langsung    atau
dikjrimkan melalui email/ zuhafsqpp.

(11)SPOPdan/atauLSPOPsebagaimanadinaksuddalamm
ayat (3) wajib ditehti oleh Bapenda.

(12) Bapenda meneliti SPOP dan/atau LSOP sebagaimana
dimaksud pada ayat (11) meliputi:

a.    kebenaran informasi yang tercantum dalam spop
dan/atau ISPOP;:; dan

b.    kelengkapan      Dokumen      penduk`mg      SPOP

dan/ atau Lsrop.
(13)Untuk  setiap  SPOP  dan/atau  LSPOP  yang  masuk,

13apenda  berhak  melakukan  Pemeriksaan  Irapangan
untuk memverifikasi kebenaran data secara riil.

(14) Bentuk formulir SPOP dan/atau Lsrop dan formulir
permohonan      pendaftaran      otyek/Suty.ek      Pajak
sebagaimama tercantum dalam Lampiran I, I+ampiran
11  dan  Lampiran  Ill  yang  merupakan  bagian  tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Paragraf 2
Prosedur Pendataan

Pasal 7

(1)   Pendataan   objek   pajak   dilakukan   oleh   Bapenda
dengan  menuangkan  hasilnya  dalam  formulir  SPOP
dan/ atau LSPOP.

(2)   Pendataan ot)jek pajak dilakukan dengan cara:
a.    pasif,   yaitu   Pendataan   yang   dilakukan   oleh

Subj ek       Paj ak       dengan       cara       mengisi,
menandatangani,      dan     menyerahkan     SPOP
dan/ atau LSPOP kepada Bapenda; dan

b.    aktif,   yaitu   Pendataan   oleh   Bapenda   dengan
menggunakan  formulir  SPOP  dan/atau  ISPOP
melalui  identifikasi  Objek  Pajak,  verifikasi  data
Objek Pajak, dan pengukuran bidang Objek Pajak
dengan mencocokkan data yang ada di Bapenda
dengan  kondisi  sebenamya  Objek  dan   Subjek
Pajak di lapangan.

(3)   Pendataan melalui identifikasi dilakukan pada Objek
Pajak    yang    belum    terdata    dalam    adhinistrasi

pembufuan PBB-P2.
(4)   Pendataan  melalui  verifikasi  dilakukan  pada  Objek

Pajak   yang    sudah    terdata    dalam    administrasi

pembukuan PBB-P2.
(5)   Berdasarkan hasil Pendataan sebagaimana dinaksud

pada   ayat   (1)   apabila   ditemukan   ketidaksesuaian
antara  data  yang  dimiliki  Wajib  Pajak  atau  F`iskus
dengan    bukti    di    lapangan    dilanjutkan    dengan

pelaksanaan pemeriksaan.

Pasal 8

(1)   Berdasarkan  hasil  Pendataan  terhadap  Objek  Pajak
diberikan NOP.
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(2)   Persyaratan untuk dikeluarkannya NOP meliputi:
a.    melampirkan          fotokopi          Kartu          Tanda

Penduduk/ Kartu                        Keluarga/ Identitas
Kependudukan Digital

b.    melampirkan fotokopi bukti kepemilikan Tanah;
c.    surat      keterangan      dari      Kepala     Kampung

/kelurahan       (dalam      hal      tidak      memiliki
SPPHAT/ Sertifikat) ; dan

d.    mengisi formulir SPOP dan/LSPOP disertai tanda
tangari Wajib Pajak atau kuasanya.

(3)   Pendataan       terhadap       mutasi       penuh       tidak
menghilangkan NOP lama.

(4)   Pendataan terhadap mutasi pecah atas tanah induk,
masing-masing   penerima   pecahan   mendapat   NOP
baru,  sedangkan  NOP  lama  terpakal  sebagai  NOP
induk.

(5)   Terhadap penggabungan beberapa NOP,  NOP terkecil
dipakai  untuk  NOP  induk  sedangkan  NOP  lainnya
dihapus.

(6)   Struktur  NOP  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)
terdiri atas 18 (delapan belas) digit, dengan urutan:

a.    digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode provinsi;

b.    digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode Kabupaten;
c.    digit  ke-5  sampal  dengan  digit  ke-7  merupahan

kode kecamatan;
d.    digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan

kode Desa/kelurahan;
e.    digit ke-11 sampal dengan digit ke-13 merupakan

kode nomor urut blok;
f.     digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan

kode urut Objek Pajak; dan

9.    digit ke-18 merupakan kode tanda khusus.
(7)   Penulisan  NOP  dalam  SPPT  sebagaimana  dimaksud

pada  ayat  (1)  tercantum  dalam  Lampiran  IV  yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini-
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Pasal 9

(1)   Dalam melakukan kegiatan Pendataan pemeliharaan
basis   data,   Bapenda   dapat   bekeljasama   dengan
instansi yang terkait.

(2)   Instansi terkalt sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberikan data yang diperlukan.

(3)   Pendataan  objek  dan  Subjek  PBB-P2  dalam  rangka
pemeliharaan basis data dapat dilakukan oleh pihak
ketiga   yang   memenuhi   persyaratan   teknis   yang
ditentukan dan ditunjuk Bapenda.

Bagian Kedua
Mutasi

Pasal 10

(1)  Wajib  Pajak  dapat  mengajukan  mutasi/perubahan
atas  data  Objek/Subjek  PBB-P2  yang  diakibatkan
oleh  jual-beli,   waris,   hibah   atau   sebab  lain  yang
mengakibatkan berubahnya Objek/ Subjek PBB-P2.

(2)   Pengajuan          permohonan          mutasi/perubahan
objek/Subjek  Pajak  sebagaimana  maksud  ayat  (1)
dapat  diajukan  secara  perorangan  maupun  kolektif
dengan ketentuan :
a.    surat pemohonan diajukan secara tertulis dalam

bahasa Indonesia;
b.    diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda;
c.    surat   permohonan   ditandatangani   oleh   Wajib

Pajak,    dan    dalam    hal    surat    pemiohonan
ditandatangani  oleh  bukan  Wajib  Pajak  harus
dilampiri dengan surat kuasa;

d.    forrnulir  SPOP  dan/atau  LSPOP  dapat  diperoleh
di Bapenda secara daring maupun langsung;

e.    mengisi   SPOP   dan/atau   LSPOP   dengan  jelas,
benar, dan lengkap serta ditandatangani;
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f.     dalam hal surat permohonan dan spop termasuk
LSPOP  ditandatangani  oleh  Kuasa  Wajib  PaLjak,

dilampiri dengan Surat Kuasa bermeterai cukup;

9.    Wajib  Pajak yang  memiliki  NPWP/NPWPD  wajib
mencantumkan dalam kolom yang tersedia dalam
Srop;

h.    surat  permohonan  dan  SPOP  temasuk  LSPOP
sebagaimana     dimaksud      dalam     hunif     a,
ditandatangani   oleh   Subjek   Pajak  atau  Wajib
Pajak    dapat    disampaikan    secara    langsung
maupun      dengan      sistem     melalui      zuebsz.te
https://epelayanan.kutaibaratkab.id/;

i.     fotokopi sppI` dan tanda bukti pembayaran PBB-

P2 tahun teraJdr;

j.     bLm pendukung yang perlu dilampirkan:
I.    fotokopi    Kartu    Tanda    Penduduk,    Kartu

Keluarga     atau     identitas     Kependudukan
Digital dari Wajib Pajak;

2.    fotokopi salah satu bukti surat tanah, antara
lain:

a) Sertifikat;

b) Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah;
c) Hak Pengusahaan Hutan;
d) Akta Jual Bell/Hibah/Waris;
e) Surat tanah garapan;
I)  Surat peljanjian sewa menyewa;

g) Surat keterangan Kepala Kampung/Lurah;
dan

h) Dokumen lainnya.
3.    fotokopi  salah  satu  bulcti  surat  bangunan,

antara lain:
a) PEG;

b) IPB;

c) HGB;

d) Surat Keterangan Kepala Kampung/Lurah;
dan
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e) Dohaen lainnya.

(3)  Atas   pendaftaran   Objek  Pajak  baru/atau   mutasi,
Bapenda      melakukan      penelitian       administrasi
dan/atau penelitian lapangan.

(4)   Bentuk    formulir    pemohonan    mutasi/perubahan
Objek/Subjek   Pajak   sebagaimana  dimaksud   pada
ayat    (1)    tercantum    dalam    Lampiran    V    yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 1

Pemutakhiran PBB-P2
Pasal 1 1

(1)   Hasil      Pendataan      subjek      dan      Objek      Pajak
sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   8   ayat   (2),
digunakan sebagai Pemutalchiran Basis Data.

(2)   Pemutakhiran   Basis   Data   sebagaimana   dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a.    data subjek dan objek PBB-P2; dan
b.    data harga pasar.

(3)   Pemutakhiran  Basis  Data berdasarkan   data subjek
dan Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a, terdiri atas:
a.    pengumpulan    SPOP    dan    LSPOP    dari    hasil

Pendataan dan penyampaian oleh Wajib Pajak;
b.    inventarisasi   SPOP  dan   LSPOP  dikelompokkan

sebagai berikut:

1.    rumah    tinggal,    pagar    mewah,    dan/atau
taman mewah;

2.    rumah       susun       termasuk       apartemen,
kondominium, condotez scrato tztze,.

3.    gedung      perkantoran,       pertokoan       dan
sejenisnya;

4.    kolam renang;

5.    tempat/sarana olahraga;
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6.    menara;
7.    jalantol;

8.    bandara, galangan kapal dan dermaga;
9.    tempat penampungan/kilang minyak, air dan

gas, pipa minyak;
10.  1apangan golf;

11. jalan  lingkungan  yang  terletak  dalam  satu
kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan
emplasemen yang merupakan satu kesatuan
dengan kompleks Bangunan tersebut;

12.  sarana  dan  prasarana  kelen9kapan  tempat
ibadali; dan

13.  sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan
dan  cagar  budaya  bukan  milik  Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

c.    verifikasi hasil pendataan dengan basis data.

(4)   PemutaThirari  Basis  Data  harga  pasar  sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (2)   huruf  b,   sebagai   dasar

penetapan     DBKB     PBB-P2     secara    massal    dan
individual.

Paragral 2
I+osedur Penilaian

Pasal  12

(1)   Penilaian   Objek   PBB-P2   dilarfukan   oleh   Bapenda
dengan   menggunakan   pendekatan   pennaian   yang
telah ditentutan.

(2)   Hasil penilaian Objek PBB-P2 sebagaimana dincksud
pada ayat (1)      digunakan            sebagai            daar
menetapkan NLJOP.

(3)   NJOP     hasfl     proses     penilaian     objek     PBB-P2
sebagainana   dimaksud   pada   ayat   (2)   dibedakan
menjadi:

a.    NJOP Bumi; dan/atau
b.    NJOP Bangunan.
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(4)   NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
hunrf b terdiri atas:
a.    NJOP Bangunan objek pajak umum; dan
b.    NJOP Bangunan objek pajak khusus.

Pasal 13

(I)   NIJOP  Bunii  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  12
ayat  (3)  huruf a  merupakan  hasil  perkalian  antara
total luas areal Objek Pa.jak dengan NJOP Bumi per
meter persegi.

(2)   NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud
pada   ayat    (1)    atas    Objek   Pajak   berupa   tanah
merupakan hasil konversi NIR per meter persegi yang
diperoleh   dari   proses   penilaian   tanah   ke   dalam
klasifikasi NJOP Bumi.

(3)   NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) atas Objek Pajak berupa areal perairan
pedalaman untuk:
a.    usaha      bidang      perikanan      berupa      areal

pembudidayaan  ikan  adalah  sebesar  nilal  jual
pengganti; dan

b.    kepentingan  pelabuhan,  industri,  1apangan  golf
serta  tempat  rekreasi  adalah  sebesar  nilai jual

yang ditentukan berdasarkan korelasi garis lurus
ke  samping dengan klasifikasi NJOP permukaan
bumi berupa tanah di sekitamya.

Pasal 14

(1)   NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (3) hunif b merupakan hasil perkalian antara
total luas Bangunan dan NJOP Bangunan per meter

persegi.

(2)   NLJOP   Bangunan   per   meter   persegi   sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan  hasil  konversi
nilai Bangunan per meter persegi yang diperoleh dari
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proses penilaian Bangunan ke dalam klasifikasi NJOP
Bangunan.

Pasal 15

(1)   NJOP Bumi  sebagainana dimaksud  dalam Pasal  12
ayat  (2)  dan  NJOP  Bangunan  Objek  Pajak  umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf
a dihitung melalui Penilaian Massal.

(2)   Dalam  hal  Penilaian  Massal  sebagaimana dinaksud
pada   ayat   (1)   tidak   memadai   untuk   memperoleh
NJOP secara akurat,  penghitungan  NJOP Bumi dan
NJOP   Bangunan   Objek   Pajak   umum   dilakukan
melalui Penilaian Individual.

(3)   NJOP Bumi atas  Objek Pajak berupa  areal  perairan
pedalaman  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  13
ayat  (3)  dan  NJOP  Bangunan  Objek  Pajak  khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) humf
b dihitung melalui Penilaian Individual.

Pasal 16

(1)   Penilaian   Massal   untuk   penentuan   NJOP   Bumi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal  15  ayat (1)  dan
Penilaian  Individual untuk  menentukan  NJOP Bumi
sebagainana   dimaksud   dalam   Pasal   15   ayat   (2)
untuk  Objek  Pajak  berupa  tanah  dilarfukan  dengan
membentuk NIR dalam setiap ZNT.

(2)   NIR  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diperoleh
dari  harga rata-rata  transaksi jual  beli yang teljadi
secara wajar dan telah dilakukan penyesuaian.

(3)   Dalam  hal  tidak  terdapat  transaksi  jual  beli,   NIR
sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)   ditentukan
melalui  perbandingan  harga dengan  objek lain yang
sejenis.
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Pasal 17

(1)   Penilaian Massal untuk menentukan NJOP Bangunan
Objek  Pajak  umum  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal  15 ayat (1) dilakukan dengan menyusun DBKB
untuk setiap JPB.

(2)  JPB      sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (1)
diklasifikasikan atas :
a.    perumahan;
b.    perkantoran;
c.    pabrik;

d.    toko/apotek/pasar/ruko;
e.    rumah sakit/klinik;
f.     olahraga/rekreasi;

9.    hotel/restoran/wisma;
h.   bengkel/gudang/pertanian;
i.     gedung pemerintah;

j.     lain-lain;
k.    Bangunan tidak kena pajak;
1.     Bangunan parkir;

in.  apartemen/kondominium;
n.    pompa bensin (kanopi);

o.    tangki minyak; dan

p.    gedung sekolah.

Pasal 18

(1)   Penilaian    Individual    untuk    menentukan     NJOP
Bangunan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   15
ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan metode:
a.    perbandingan   harga   dengan   objek   lain   yang

§ejenis;

b.    nilai perolehan baru; atau

c.    nilaijual pengganti.

(2)   Khusus  untuk Penilaian Individual NJOP Bangunan
dengan   metode   nilai  jual   pengganti   sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  humf  c  dilakukan  dengan
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menghitung   Bumi   dan   Bangunan   sebagal   satu
kesatuan  kemudian  dikurangi  dengan  NJOP  Bumi

yang diperoleh dari Penilaian Individual sebagaimana
dimaksud dalam Pasal  15 ayat (2).

Pasal 19

(1)   Proses   Penilaian   PBB-P2    sebagaimana   dimaksud
dalaln Pasal 3 sampai dengan Pasal  18 dilaksanakan
oleh Pejabat Penilai.

(2)   Persyaratan  Pejabat  Penilai  sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  (1)  ditetapkan  sesuai  dengan  ketentuan
peraturan   perundang-undangan   mengenai  jabatan
fungsional di bidang keuangan negara.

(3)   Dalam    hal    Pemerintah    Daerah    belum    memilihi
Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)
atau jumlah Pejabat Penilal tidak mencukupi, Kepala
Daerah dapat menunjuk Petugas Periilai yang bersifat
sementara, dengan ketentuan sebagai berikut:
a.    mengukuhkan kembali petugas penilai yang telah

ditunjuk; dan/ atau
b.    menunjuk    pegawal    negeri    sipil    yang    akan

diproyeksikan    sebagai   Pejabat   Penilal    sesuai
dengan    kualifiikasi    yang    ditetapkan    dalam

peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur
mengenai Pejabat Penilai.

(4)   Petugas Penilai yang bersifat sementara sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (3),   melaksanakan   Penilalan
PBB-P2  sampai  dengan  diangkatnya  Pejabat  Penilai
berdasarkan     ketentuan     peraturan     perundang-
undangan    yang    jumlahnya    sesuai     kebutuhan
Pemerintah Daerah.

(5)   Petugas Penilai yang bersifat sementara sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (3)  humf  b  wajib  memenuhi

persyaratan:
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a.    telah mengikuti  dan  lulus  pendidikan  dan/atau

pelatihan teknis terkait Pehilaian PBB-P2;
b.    memiliki kemanipuan melakukan Penilaian PBB-

P2; dan

c.    telah mengikuti dan lulus sertirikasi penilai PBB-

P2      sesuai     dengan      ketentuan      peraturan

perundang-undangan.
(6)   Kemampuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)

huruf   b   ditentukan   berdasarkan   penilaian   oleh
Kepala Daerah.

(7)   Pemenuhan  sertifikasi  penilai  PBB-P2  sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) hunrf c dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8)   Pemerintah   Daerah   dapat   melakukan   kelja   sama
Penilaian PBB-P2  dengan penilai publik dan instansi
teknis terkait yang menriliki kompetensi pada bidang
Penilalan PBB-P2 , dalaln hal:

a.    beluln   memiliki   Pejabat   Penilai    sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan Petugas Penilai yang
bersifat  sementara  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (3);

b.   jumlah      dan      kualifikasi      Pejabat      Penilai
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan Petugas
Penilai   yang   bersifat   sementara   sebagaimana
dinaksud   pada  ayat   (3)   yang  tersedia  belum
mencukupi; dan

c.    optimalisasi penerimaan PBB-P2.

Paragraf 3
Prosedur Penetapan Objek Pajak dan Subjek Pajak PBB-P2

Pasal 20
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(1)   Dengan     nana     PBB-P2     dipungut     pajak     atas
kepemilikan,   penguasaan,   dan/atau   pemanfaatan
Bumi dan/ atau Bangunan.

(2)   Termasuk dalam pengertian Bangunan meliputi:
a.   jalan   lingivngan   yang   terletak    dalam    satu

kompleks   Bangunan   seperti  hotel,   pabrik  dan
emplasemennya,      yang      merupakan      suatu
kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;

b.    kolam renang;
c.    pagar mewah;
d.    tempat olahraga;
e.    taman mewah;

f.     menara dan sejenisnya;

9.    tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas,
pipa ninyak; dan

h.    galangan kapal, derlnaga.

(3)   Kriteria  pagar  mewah,  tempat  olahraga  dan  taman
mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  sebagai
berikut:

a.    pagar     mewah     dengan     harga     pembuatan
Rpl.500.000,00/m2   (satu  juta  lima  ratus  ribu

rupiah per meter persegi) ke atas;
b.    tempat olahraga yang dikomersialkan; dan
c.    taman     mewah     dengan     harga     pembuatan

Rpl.500.000,00/m2   (satu  juta  lima  ratus  ribu

rupiah       per       meter       persegi)        dan / atau
dikomersilkan.

(4)   Objek     Pajak     yang     tidak     dikenakan     PBB-P2
merupakan objek pajak yang:
a.    digunakan   oleh  Pemerintah   Pusat,   Pemerintah

Provinsi      dan      Pemerintah      Daerah     untuk

penyelenggaraan pemerintahan ;
b.    digunakan      semata-mata      untuk      melayani

kepentingan   umum   di   bidang   ibadah,   sosial,
kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional,
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C.

yang   tidak   dinaksudkan   untuk   memperoleh
keuntungan;
digunakan      untuk      kuburan,       peninggalan

purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
d.    merupakan  hutan  lindung,  hutan  suaka  alam,

hutan      wisata,       taman      nasional,       tanah

e.

penggembalaan   yang   dilaksanakan   oleh   desa,
dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
digunakan    oleh    perwakilan    diplomatik    dan
konsulat   berdasarkan   asas   perlakuan   timbal
balik; dan

digunakan  oleh Badan  atau perwaldlan  lembaga
intemasional sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 2 1

(1)   Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu NJOP.

(2)   Besamya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun.

(3)   Besaran NJOP sebagalmana dimaksud pada ayat  (2)
ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(4)   Tarif PBB-P2 sebagai berikut:
a.    Tarif PBB-P2  ditetapkan sebesar 0,10/o  (nol koma

satu    persen)    untuk    NIJOP    sampai    dengan

Rpl .000.000.000,00 (satu mflyar rupiali);

b.    Sebesar 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP

diatas  Rpl.000.000.000,OO  (satu  milyar  rupiah)

sampai  dengan  Rp5.000.000.000,00  (lima milyar

rupiah);

c.    Sebesar 0.25% (nol koma dua puluh lima persen)
untuk   NJOP   diatas   Rp5.000.000.000,00   (lira
milyar        rupiah)         sampai        dengan        Rp.
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiali);

d.    Sebesar 0.3°/o (nol koma tiga persen) untuk NJOP

diatas    Rpl0.000.000.000,00    (sepuluh    milya.r

rupiah) ; dan
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e.    Tarif   PBB-F2   atas   objek   yang   berupa   lahan

produksi pangan dan Temak ditetapkan sebesar
0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

(5)   Besamya          NJOP'I`KP          ditetapkan          sebesar
Rplo.000.000,00  (sepuluh juta rupiah)  untuk  setiap
Waj.ib Pajak.

(6)   Dasar   pengenaan   PBB-F2   sebagaimana   dimaksud
pada  ayat  (1)  ditetapkan  100%  (seratus  persen)  dari
NJOP setelah dikurangi NJOPTKP.

(7)   Besaran    pokok -PBB-P2    yang    terutang   dihitung
dengan      cara      mengalikan      dasar      pengenaan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (6)  dengan  tarif

pajak PBB-P2.

(8)   Apabila  Wajib  Pajak  mempunyai  lebih  dari  1  (satu)
objek pajak berupa bumi dan/atau Bangunan, maka
NLJOFTKP dikenakan untuk 1  (satu) objek pajak Bumi

dan/atau Bangunan.

(9)   Penghitungan   besaran   Pokok   PBB-P2   dituangkan
dalan SPPT.

(10)Besaran   pokok   PBB-P2   terendah   diatur   dengan
Keputusan Bupati.

(11)Jika    hasil    perhitungan    besaran    pokok    PBB-P2
dibawah nilai terendah, maka nilal ketetapan PBB-P2
sebesar nilai terendah.

Pasal 22

(1)   Saat   menentukan   pajak   terutang   yaitu   menurut
keadaan Objek Pajak pada tanggal I Januari.

(2)   Masa Pajak dimulai tanggal  1  Januari dan  berakhir
tanggal 31 Desember pada tahun berkenaan.

Pasal 23

(1)   Atas   Bumi   dan/atau   Bangunan   yang   berada   di
kawasan industri dan real estate yang dipergunakan
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untuk   fasilitas   umum   dan   sarana   sosial   tidak
dikenakan PBB-P2 apabila memenuhi kriteria sebagai
berikut:

a.    tanah dan/atau Bangunan tersebut nyata-nyata

(c!e /acto) telah digunakan sebagai fasilitas umum
tialan, bern,  saluran air hujan, jalur hijau,  dan
lain-lain) dan/atau sarana sosial (tempat ibadah,
kesehatan, pendidikan, dan lain-lain) ;

b.    tanah dan/atau Bangunan tersebut semata-mata
digunakan untuk kepentingan umum/sosial dan
tidak untuk mencari keuntungan; dan

c.    tanah    dan/atau    Bangunan    tersebut    dapat
berstatus     telah     diserahkan     oleh     pengelola
kawasan  industri  maupun  pengelola  real  estate
kepada Pemerintah Daerah.

(2)   Untuk  mendapatkan  perlakuan  pengenaan  PBB-P2
atas   fasilitas    umum/sarana   sosial   sebagaimana
dimaksud    pada    ayat    (1),    Wajib    Pajak    harus
mengajukan   permohonan  kepada  Kepala  Bapenda
dengan disertai bukti  surat dan keterangan gambar
situasi (site plan) yang diperlukan.

(3)   Berdasarkan   surat  permohonan  Wajib   Pajak  yang
disertai dengan bukti  surat dan keterangan gambar
situasi  (szte pharL)  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat

(2),    Kepala    Bapenda    mengadakan    Pemeriksaan
Lapangan   yang   dituangkan   dalam   Berita   Acara
Pemeriksaan      lapangan,      untuk      meneliti      dan
memastikan     terpenuhinya    kriteria     sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(4)   Kepala    Bapenda    dalam    mengadakan    Penelitian
lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat
membentuk tim yang ditetapkan  dengan  Keputusan
Kepala Bapenda.
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Pasal 24

Setiap Petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran,
Pendataan   dan   penflaian   wajib   merahasiakan   segala
sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh Wajib
Pajak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan di bidang perpajakan.

Bagian Ketiga

Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB
Pasal 25

(1)   Objek   BPHTB   yaitu   Perolehan   Hak   atas   Tanah
dan/atau Bangunan.

(2)   Perolehan   Hak  -atas   Tanah   dan/atau   Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a.    pemindahan hak karena:

1.    jualbeli;

2.    tukar menukar;
3.    hibah;

4.    hibah wasiat;

5.    waris;

6.    pemasukan   dalam   perseroan   atau   Badan
hukum lain;

7.    pemisahan      hak      yang      mengakibatkan

peralihan;
8.    penunjukan pembeli dalam Lelang;

9.    pelaksanaan putusan hakim yangmempunyai
kekuatan hukum tetap;

10. penggabungan usaha;

11.  peleburan usaha;

12. pemekaran usaha; atau

13.  hadiah.

b.    Pemberian hak baru karena:

1.    kelanjutan pelepasan hak; atau

2.    di luar pelepasan hak.
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(3)   Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi,
a.    hakmilik;

b.    hakgunausaha;

c.     HGB;

d.    hakpakai;

e.    hak milik atas satuan rumah susun; dan

f.     hak pengelolaan.

(4)   Yang dikecualikan dari objek BPHTB yaitu Perolehan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:

a.    Bumi   dan/atau   Bangunan   kantor   pemerintah

pusat,  kantor  Pemerintah  Daerah,   dan  kantor
penyelenggara    negara    lainnya    yang    dicatat
sebagai  barang  milik  negara  atau  barang  milik
Daerah;

b.    Bumi    dan/atau    Bangunan    yang    digunakan  '
sema-tamata untuk melayani kepentingan umum
di  bidang  keagamaan,  panti  sosial,  kesehatan,

pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak
dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

c.    Bumi   dan/atau   Bangunan   yang   semata-mata
digunakan   untuk   tempat   makam   (kuburan),

peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
d.    Bumi  yang  merupakan   hutan   lindung,   hutan

suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah

penggembalaan  yang  dikuasai   oleh   desa,   dan
tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

e.    Bumi  dan/atau  Bangunan yang digunakan  oleh

perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan
asas perlakuan timbal batik;

f.     Bumi  dan/atau  Bangunan yang  digunakan  oleh
Badan   atau   perwakilan   lembaga  intemasional

yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

9.    Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api,
moda  raya  terpadu  /Mass  Rqpicz  rrous{t),  lintas
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raya terpadu (Lkyhf Rcl€Z Ttomsjt/, atau yang sejenis;

h.   Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya
berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh

Bupati;

Bumi dan/atau  Bangunan yang dipungut  pajak
bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 26

(1)   Dasar pengenaan BPHTB yaitu NPOP.

(2)   NPOP  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  dalam
hal:

a.    harga transaksi untuk jual beli;
b.   nilai pasar untuk tukar menukar,  hibah,  hibah

wasiat,  waris,  pemasukan dalam perseroan  atau
Badan   hukum   lainnya,   pemisahan   hak   yang
mengakibatkan  peralihan,  peralihan  hak ka]-ena

pelaksanaan  putusan  hakim  yang  mempunyai
kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas
tanah  sebagai  kelanjutan  dari  pelepasan  hak,

pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan
hak,   penggabungan   usaha,   peleburan   usaha,

pemekaran usaha, dan hadiah; dan
c,    harga  transaksi  yang  tercantum  dalam  risalah

lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

(3)   Dalam  hal  nilai  perolehan  objek Pajak  sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak  diketahui  atau  lebih
rendah    daripada    NJOP   yang    digunakan    dalam
pengenaan  pajak  Bumi  dan  Barigunan  pada  tahun
teljadinya perolehan,  dasar  pengenaan  BPHTB yang
digunakan   yaitu    NJOP   yang    digunakan    dalam

pengenaan  pajak  Bumi  dari  Bangunan  pada  tahun
terj adinya perolehan.

(4)   Dalaln     menentulcan     besaran     BPHTB     terutang,
Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek

pajak  tidak  kena  pajak  sebagai  pengurang  dasar
pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat
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(1).

(5)   Surat     keterangan     NJOP     PBB-pe     sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) bersifat sementara.

(6)   Besamya          NPOPTKP          ditetapkan          sebesar
Rp80.000.000,OO  (delapan  puluh juta  rupiah)  untuk

perolehan hak pertama wajib pajak BPHTB.
(7)   Dalam  hal  perolehan  hak  karena  waris  atau  hibah

wasiat   yang   diterima   orang   pribadi   yang    masih
dalam   hubungan   keluarga   sedarah   dalam   garis
keturunan  lurus  satu  derajat  ke  atas  atau  satu
derajat  ke  bawah  dengan  pemberian  hibah  wasiat,
termasuk  suami/istri,  NPOPTKP  ditetapkan  sebesar
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 27

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 50/o (lima persen).

Pasal 28

(1)       Besaran    pokok    BPHTB   yang    terutang   dihitung
dengan   cara   mengalikan   dasar   pengenaan   Pajak
sebagainana   dimaksud   dalam   Pasal   26   ayat   (1)
setelah  dikurangi  NJOPTKP  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 26 ayat (6).

(2)       Besaran pokok  BPHTB   yang  terutang sebagaimana
dimaksud   dalam  Pasal 26  ayat  (3)  dihitung dengan
cara   mengalikan   NJOP   PBB-P2   setelah   dikurangi
NPOPTKP  sebagaimana  dimaksud  dalain  Pasal  26
ayat   (6)   dan   ayat   (7)   dengan   tarif   sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 29

(1)      Pejabat  pembuat  Akta  Tanah/Notaris  hanya  dapat
menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau      Bangunan      setelah      Wajib      Pajak
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menyerahkan bukti pembayaran pajak.

(2)       Kepala  kantor  yang  membidangi  pelayanan  Lelang
negara hanya dapat menandatangani risalah Lelang
Perolehan   Hak   atas   Tanah   dan/atau   Bangunan
setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran

pajak.
(3)      Kepala   kantor   bidang   pertanahan   hanya   dapat

melakukan   pendaftaran   Hak   atas   Tanah   atau

pendaftaran   peralihan   Hak   atas   Tanah    setelah
Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran Pajak.

(4)      Kepala  kantor  bidang  pertanahan  yang  melanggar
ketentuan   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (3)
dikenakan     sanksi     sesuai     dengan     ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pejabat  Pembuat  Akta Tanah/Notaris  dan  kepala kantor

yang    membidanct    pelayanan    Lelang    negara,    yang
melanggar   ketentuan    sebagaimana   dimaksud    dalam
Pasal   29   ayat   (I)   dan   ayat   (2)     dikenakan   Sanksi
Administrasi   berupa   denda   sebesar   Rplo.000.000,OO

(sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran.

Bagian Keempat
Prosedur Penerbitan dan Penyampaian SPPT

Paragraf 1
Prosedur Penerbitan SPPT/SKPD

Pasal 3 1

(1)   Kepala   Bapenda   atas   mama   Bupati   menerbitkan
SPPT/SKPD.

(2)   SPPI`   dicetak/diterbitkan   berdasarkan   data   yang
telah  tersedia  pada  basis  data  Pemerintah  Daerah
dan/atau berdasarkan  SPOP yang disampaikan oleh
Wajib Pajak.
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(3)   SPPT     sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (1)
diterbitkan melalui :

a.    pencetakan massal;
b.    pencetakan biasa dalam rangka:

1.    pembuatan salinan spp'I`;

2.    penerbitan  SPF'I`  sebagal  tindak  lanjut  atas
keputusan    keberatan,    pengurangan    atau

pembetulan;
3.    tindak  lanjut  pendaftaran  objek  pajck  baru;

dan
4.   mutasi objek dan/atau subjek pajak.

(4)  Jangka waktu pencetakan massal dilaksanakan pada
triwulan pertama tahun beljalan.

(5)   SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak.
(6)   SPIT     berfungsi     sebagal     surat     pemberitahuan

terutang  Pajak  untuk  menetapkan  besamya  Pajak
terutang yang  harus  dibayar  dalam  1  (satu)  Tahun
Pajak.

(7)   Penandatanganan Sppr dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:
a.    cap  dan tanda tangan  cetakan untuk ketetapan

sampai  dengan  Rp  500.000,00  (lima  ratus  ribu
rupiah); atau

b.    cap  dan  tanda  tangan  basah  untuk  ketetapan
lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(8)   SKPD     sebagainana     dimaksud     pada     ayat     (1)
diterbitkan dalam hal sebagai berikut:
a.    apabila       SPOP       dan/atau       LSPOP       tidak

disampaikan dalaln jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan/atau
LSPOP  dan  setelah  ditegur  secara  tertulis  oleh
Kepala  Bapenda  sebagaimana  ditentukan  dalam
Surat Teguran; dan

b.    Surat   Teguran   sebagaimana   dimaksud   pada
huruf  a   merupakan   surat   peringatan   kepada
Wajib     Pajak     untuk     menyampaikan     SPOP
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dan/atau  LSPOP yang  harus  diisi  dengan jelas,
benar dan lengkap.

(9)   SPPT  PBB-P2  dikelompokkan  menjadi  5  (lima)  buku
DHKP, yaitu:

a.    Buku I IJumlah pokok ketetapan Rp 0 (Nol rupiah)
s/d Rp.loo.000,00 (seratus ribu rupiah);

b.    Buku   11   Jumlah   pokok   ketetapan   diatas   Rp
loo.000,00       (seratus       ribu       rupiah)       s/d
Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

c.    Buhai   Ill   LJumlah   pokok   ketetapan   diatas   Rp

500.000,00     (lima     ratus     ribu     rupiah)     s/d

Rp.1.500.000,OO    (satu   juta    lima    ratus    ribu

-piah);
d.    Buku   IV   Jumlah   pokok   ketetapan   diatas   Rp

1.500.000,00  (satu juta  lima  ratus  ribu  rupiah)

s/d Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan

e.    Buku    V    Jumlah    pokok    ketetapan     diatas
Rp.5.000.000,00 (1imajuta rupiah).

(lo)Format  SPPT  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
tercantum   dalam   Lanpiran   VI   yang   merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

(1)   Kepala Bapenda dapat memberikan surat keterangan
NLJOP kepada Wajib Pajak sesuai dengan permohonan

Wajib Pajak, dengan ketentuan:

a.    SPPT PBB-P2 belum dicetak oleh Bapenda;
t7.    set)agai  pengganti   sementara   SPIT   dalam   hal

pengurusan     persyaratan     administrasi     yang
membutuhkan adanya SPPI`; dan

c.    surat keterangan NJOP dinyatakan tidak berlaku
apabila SPPT/ SKPD telah dicetak oleh Bapenda.

(2)   Kepala     Bapenda     dapat      memberikan      salinan
SPFT/ SKPD/ STPD atas permohonan Wajib Pajak.
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(3)   Bentuk     surat     keterangan     NJOP     sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  tercantum  dalam  Lampiran

VII  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari
Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Penyampaian SPPT

Pasal 33

(1)   Sppr disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Bapenda.
(2)   Sebelum    SPPI`    disampaikan    pada    Wajib    Pajak

dilakukan   kegiatan   Penelitian   terhadap   isi   SPPI`,

yaitu meliputi :
a.    Subjek pajak;
b.    Objek pajak; dan/atau
c.     NJOP.

(3)  Jangka waktu penyampaian Sppr dilaksanakan pada
triwulan  pertama  tahun  berkenaan  setelah  selesai

pencetakan massal.

(4)   Dalam  menyampaikan  SPPT  sebagaimana dimaksud
pada   ayat   (1)   Bapenda   dibantu   oleh   Camat   dan
Kepala Kampung /Lurah.

(5)   Jangka  waktu  penyampaian  SPPI`  adalah   15  (lira
belas)  hari kep.a sejak tanggal diterimanya SPPT oleh
Camat dan Kepala Kampung/Lurah.

(6)   Bapenda     membuat     Berita     Acara     sebagaimana
tersebut pada ayat (4)  dibuat dalaln rangkap 3  (tiga)
untuk didistribusikan kepada:
a.    Kepala Bapenda (lembar ke-1);

b.    Camat (lembar ke-2); dan

c.    Petinggi/Lurah (lembar ke-3).

(7)   Berita Acara  Penyerahan  SPPT  PBB-P2  sebagaimana
dimaksud ayat (6) hams ditandatangani oleh masing-
masing pihak.
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(8)  Wajib   Pajak   wajib   menandatangani   tanda   bukti
penerimaan    Sppr    dan    mencantumkan    tanggal
diterimanya SPPT tersebut.

(9)   Tanda   bukti   penerimaan   SPPT   merupakan   dasar
dalam   pelaksanaan   pemungutan/Penagihan   Pajak
terutan8.

( 10) Tanda terima SPPI` sebagaimana dimaksud pada ayat
(9)   berada   pada   bagian   bawah   SPIT   selanjutnya
disampaikan kepada Kepala Kampung/Lurah.

( 11 ) Kepala Kampung/ Lurah sebagaimana dimaksud pada
ayat   (10)   menghimpun   tanda   terima   SPPI`   yang
diterima  dari  Wajib  Pajak,  kemudian  dicatat  dalam
daftar      rekapitulasi      penyampaian      SPFyr      dan
selanjutnya  disampaikan  kepada  Bapenda  dengan
tembusan ke Camat.

(12) Sppr yang  tidak  diterima atau  disampaikan  kepada
Wajib   Pal.ak   oleh   Kepala   Kampung/Lurah   harus

dikembalikan  kepada  Bapenda  dengan  tembusan  ke
Camat dengan berita acara penyerahan SPPI`.

(13)Bentuk    berita    acara    penyerahan    Sppr    PBB-P2
sebagaimana  dinaksud   ayat   (6)   tercantum  dalam
Lampiran    VIII    yang    merupakan     bagian     tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

(I)   Penyanipafan  Sppr  buku  I,  buku  11  dan  buku  Ill
dilaksanakan       oleh       Kepala       Kampung/Lurah
dikoordinir oleh Carnat.

(2)   Untuk  penyampaian   Sppr  buku  IV  dan  brfu  V
dilaksanakan oleh Bapenda.

(3)   Untuk    penyampaian    SPP'I`    PBB    Badan    Usaha
dilaksanakan oleh Bapenda.

(4)   Pelaksanaan       penyampaian       Sppr       dimonitor,
dievaluasi dan dilaporkan oleh Camat melalui Kepala
Bapenda kepada Bupati secara berkala.
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Bagian Kelima

Prosedur Pengisian dan Penyampaian SSPD BPHTB
Pasal 35

(1)   Wajib  Pajak  BPHTB  mengisi  formulir  SSPD  BPHTB
dalam    aplikasi    i{;tt;w.bphtb.futfaibcirothab.id    atau

datang langsung ke Bapenda.

(2)   Dalam   men9hitung,   memperhitun8kan,   membayar,
dan  melaporkan  Pajak  Yang  Tenitang  Wajib  Pajak
BPHTB  dapat  dibantu  PPAT,  PPAT/S,  atau  Notaris
dalam    memenuhi    kewajiban    pajaknya    dengan
menggunakan SSPD BPHTB.

(3)   SSPD  harus  diisi  dengan  jelas,  benar  dan  lengkap
serta  dilampiri  berkas  pendukung  pengajuan  yang
diunggah melalui situs web  OnJj7Le pajak yang terdiri
atas:

a.    fotokopi Kartu Tanda penduduk para pihak;
b.    fotokopi Kartu Keluarga para pihak;
c.     fotokopi sertifikat tanah/ SPPHAT (SPPHAT);

d.    fotokopi SPFT PBB Taliun pajak;

e.    fotokopi bukti lunas PBB-P2  1 tahun terakhir;

f.     fotokopi     akta    jual     beli/hibah/waris/risalah
lelang/HGU;

9.     foto lokasi;
h.    Surat  Kuasa  Wajib  Pajak  (apabila  dikuasakan);

dan
i.     fotokopi   Kartu  Tanda   Penduduk   Kuasa  Wajib

Pajak (apabila dikuasakan).

(4)   Petugas   Bapenda   melakukan   penelitian   terhadap
setiap   penerimaan   Dokumen   SSPD    sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

(5)   Berdasarkan    hasil   penelitian    SSPD    sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), maka:
a.    jika  SSPD  dinyatalran len8kap  dan  benar,  maka

SSPD   diterima   kemudian   kepada  Wajib   Pajak
secara  langsung/ Chazfrie/melalui  PPAT,   PPAT/S,

atau Notaris diberikan Nomor lndentifikasi Objek
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Pajak (NIOP)  atau kode pembayaran; atau

b.   jika      SSPD      tidak      lengkap,      maka      SSPD

dikembalikan kepada Wajib  Pajak melalui PPAT,
PPAT/S,   atau   Notaris   melalui   notifikasi   yang

dikirimkan melalui situs web OrLZ{rLe pajak.

Bagian Keenam

FTosedur Pembayaran
Paragraf 1

Pembayaran PBB-P2
Pasal 36

( 1 )   PBB-P2 yang terutang dibayar Oul{ne/oJ7)J!€ne ditempat
pembayaran yang telah ditentukan Bupati.

(2)   Pembayaran   PBB-P2   sebagaimana  dimaksud   pada
ayat  (1)   dilakukan  oleh  Wajib  Pajak  secara  a/Ir{.ne
melalui Bank atau petugas pemungut kecamatan dan
kampung/kelurahan    atau    secara    Onzj7ie   melalui

platform yang tersedia.

(3)   Pembayaran PBB-P2  dapat dilakukan secara kolektif
oleh Wajib Pajak atau petugas pemungut kecamatan
dan  kampung/kelurahan  dengan  ketentuan  sebagai
berikut:

(1)   Wajib   Pajak   menyerahkan   rekapan   NOP   per
Tahun Pajak yang akan dibayarkan;

(2)   Petugas       Bapenda       membuat       ID       billing
berdasarkan rekapan NOP per Tahun Pajak yang
telah diserahkan oleh Wajib Pajak; dan

(3)   ID   bz7Zz.rLg  diserahkan   kepada  Wajib   Pajak   dan
dapat digunakan untuk melakuhan pembayaran
secara online/ of f line.

(4)   Hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus disetor ke Kas Daerah paling lambat  1
x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

(5)   Apabila  pembayaran  pajak  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (4) jatuh pada hari libur maka pembayaran
pajak dilakukan pada hari kelja berikutnya.
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(6)   Pembayaran PBB-P2 yang terutang dilakukan dengan
menggunakan          SPPT / SKPD / STPD          dan / atau
menunjutan  NOP  PBB-P2  yang  telah  diterima  oleh
Wajib Pajak.

(7)   PBB-P2  yang  terutang wajib  dilunasi  sebelum  lewat
tanggal jatuh tempo pembayaran.

(8)   Apabila  terdapat  pendaftaran  baru  melewati  jatuh
tempo      pembayaran,yang     langsung     melakukan

pembayaran  setelah  di  daftar  pada  tahun  berjalan
maka tidak dikenakan Sanksi Administratif.

(9)  Jatul   tempo   pembayaran   sebagaimana   dimaksud
ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(10)Tanda      Pembayaran       PBB-P2       yang      terutang
sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (6)  menggunakan
SSPD PBB-P2 atau   bukti pembayaran lain yang sah
berdasarkan     ketentuan     peraturan     perundang-
undangan.

(11) Bentuk dan isi SSPD PBB-F2 sebagalmana dimaksud

pada  ayat  (10)  tercantum  dalam  Lanpiran  IX  yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 2
Pembayaran BPHTB

Pasal 37

(1)   Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
a.    pada    tanggal    dibuat    dan    ditandatanganinya

perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
b.    pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta

untuk   tukar-menukar,    hibah,    hibah   wasiat,

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum
lainnya,   pemisahan   hak   yang   mengakibatkan

peralihan,     penggabungan     usaha,     peleburan
usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;

c.    pada  tanggal  penerima  waris  atau  yang  diberi
kuasa  oleh  penerima  waris  mendaftarkan  pera-
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1ihan hahaya ke kantor bidang pertanahan untuk
waris;

d.    pada      tanggal      putusan      pengadilan      yang
mempunyai  kekuatan  hukum yang tetap  untuk

putusan hakim;
e.    pada   tanggal   diterbitkannya   surat   keputusan

pemberian  hak untuk pemberian hak baru atas
tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;

f.     pada   tanggal   diterbitkannya   surat   keputusan

pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar
pelepasan hak; atau

9.    pada    tanggal    penunjukan    pemenang   Lelang
untuk Lelang.

(2)   Besarnya   nilai   perolehan   objek   pajak   tidak   kena
pajak diberikan untuk perolehan hak pertama Wajib
Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

(3)   Dalam  hal perolehan  hak karena hibah wasiat  atau
waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)

huruf a angka 4  dan  angka  5 yang diterima  orang

pribadi   yang    masih    dalaln    hubungan    keluarga
sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke
atas  atau  satu  derajat  ke  bawah  dengan  pemberi
hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilal

perolehan  objek  pajak  tidak  kena  pajak  diberikan
untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah

Daerah tempat terutangnya BPHTB.

(4)   Dokumen dasar pengenaan BPHTB meliputi:
a.    sertifikat/  SPPHAT  (SPPHAT)  /surat  keterangan

dari   Lurah/Petingct   atau   dokumen   lain   yang
dipersamakan; dan

b.    kuitansi/aktajual beli.

(5)   Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang
dengan   menggunakan   SSPD-BPHTB   ke   rekening
Bendahara Penerimaan Bapenda.
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(6)   Pembayaran dengan cek Bank/Giro Bilyet Bank, bani
dianggap  sah  apabila  telah  dilakukan  kliring  dan
tercatat pada Rekening Kas Daerah.

(7)   Wajib  Pajak  menerima  dan  menyarnpaikan   SSPD-
BPHTB  yang  telah  divalidasi  oleh  Bapenda  sebagai

bukti telah melunasi pembayaran BPHPI`B.

(8)   Bentuk dan isi SSPD  BPHTB sebagaimana dimaksud
pada  ayat  (7)   tercantum  dalam  hampiran  X  yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 38

(1)   Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh petugas

pelayanan.

(2)   Penelitian   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
meliputi:

a.    kesesuaian    NOPD   yang   dicantumkan    dalam
SSPD dengan NOPD yang tercantum:
1.    dalam  SPPI`  atau  bukti  pembayaran  PBB-P2

1ainnya; dan

2.    pada basis data PBB-P2.

b.    kesesuaian  NJOP  Bumi  per  meter  persegi  yang
dicantumkan dalam  SSPD  BPHTB  dengan  NJOP
Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;

c.    kesesuaian  NJOP  Bangunan  per  meter  persegi

yang  dicantumkan  dalam  SSPD  BPHTB  dengan
NLJOP  Bangunan  per  meter  persegi  pada  basis

data PBB-P2 ;

d.    kebenaran  penghitungan  BPHTB  yang  meliputi
nilal  perolehan  objek  pajak,  NJOP,  NJOP  tidak
kena  pajak,  tarif,  pengenaan  atas  objek  pajak
tertentu,  dan  BPHTB  terutang  atau yang harus
dibayar;
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e. kebenaran   penghitungan   BPHTB  yang  disetor,
termasuk  besamya  pengurangan  yang  dihitung
sendiri; dan

f.     kesesuaian-kriteria  objek   pajak  tertentu  yang
dikecualikan  dari  pengenaan  BPHTB,  termasuk
kriteria      pengecualian      objek      BPHTB      bagi

masyarakat berpenghasilan rendah.

(3)   Objek  Pajak  tertentu  sebagalmana  dimaksud  pada
ayat (2) huruf d meliputi perolehan hak karena waris
dan hibah wasiat.

(4)   Kriteria pengecualian  objek  BPHTB  bagi  masyarakat
berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada
ayat  (2)   huruf  f  yaitu  untuk  kepemilikan  rumah

pertama  dengan  kriteria  tertentu  yang  ditetapkan
oleh Bupati.

(5)   Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diselaraskan        dengan        kebij akan        pemberian
kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi
masyarakat berpenghasilan  rendah yang diatur oleh
menteri         yang         menyelenggarakan         urusan

pemerintahan    di    bidang    pekeljaan    umum    dan
perumahan rakyat.

(6)   Proses   Penelitian   atas   SSPD   BPHTB   sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama I (satu)
hari  ker].a  sejak  diterimanya  secara  len8kap  SSPD

BPHTB untuk Penelitian di tempat.

(7)   Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  jumlah  Pajak

yang   disetorkan   lebih   kecil   dari   jumlah    Pajak
terutang,    Wajib    Pajak    Wajib    membayar    selisih
kekurangan tersebut.

(8)   Jika     diperlukan     penelitian     sebagalmana     yang
dimaksud  pada  ayat  (1)  disertai  dengan  penelitian
lapangan.
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(9)   Bentuk dan isi folmulir permohonan penehtian  SSPD
BPHTB    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)

tercantum   dalam   Lampiran   XI   yang   merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMERI KsiIAN PAJAK

Pasal 39

(I)   Kepala   Bapenda    melakukan    Pemeriksaan   untuk
menguji    kepatuhan    pemenuhan    kewajiban    dan
tujuan  lain  dalaln  rangka  melaksanakan  ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai Paj ak.
(2)   Pemeriksaan  untuk  mengiiji  kepatuhan  pemenuhan

kewajiban  perpajakan  sebagainana  dimaksud  pada
ayat (1) dilakukan dalam hal:
a.    Wajib   Pajak   mengajukan   pengembalian   atau

kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
b.    terdapat  keterangan  lain  berupa  data  konkret

yang  menunjukkan  bahwa  Pajak  yang  terutang
tidak atau kurang dibayar; atau

c.    Wajib    Pajak   yang   terpilih    untuk    dilakukan
Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

(3)   Pemeriksaan     untuk     tujuan     lain     sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (1)   dilakukan   paling   sedikit
untuk:
a.    pemberian NPWPD secara jabatan;

b.    penghapusan NPWPD;
c.    penyelesaian permohonan keberatan wajib pajak;
d.    pencocokan   data   dan/atau    alat    keterangan;

dan/atau
e.    pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.

(4)   Pemeriksaan     untuk     tujuan     lain     sebagainana
dimaksud    pada    ayat    (3)     meliputi    penentuan,

pencocokan,     atau     pengumpulan     materi     yang
berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
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Pasal 40

(1)   Dalam     pelaksanaan     Pemeriksaan     sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  39,  kewajiban  Wajib  Pajak

yang diperiksa meliputi:
a.    memperlihatkan  dan/atau  meminjamkan  buku

atau  catatan,  dokumen yang menjadi  dasamya,
dan  dokumen  lain  yang  berhubungan  dengan
objek Pajak yang terutang;

b.    memberikan     kesempatan     untuk     memasuld
tempat  atau  ruangan  yang  dianggap  perlu  dan
memberikan       bantuan       guna       kelancaran
Pemeriksaan; dan/ atau

c.    memberikan keterangan yang diperlukan.

(2)   Dalam     pelaksanaan     Pemeriksaan     sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  39,  hak  Wajib  Pajak  yang
diperiksa paling sedikit:
a.     meminta     identitas     dan     bukti     penugasan

Pemeriksaan kepada pemeriksa;
b.    meminta  kepada  pemeriksa  untuk  memberikan

penjelasan      tentang      alasan      dan      tujuan
Pemeriksaan; dan

c.    menerima   dokumen   hasil   Pemeriksaan   serta
memberikan   tanggapan   atau   penjelasan   atas
hasil Pemeriksaan.

(3)   Dalaln  hal  Wajib  Pajak  tidak  memenuhi  kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besamya Pajak
terutang ditetapkan secara jabatan.

Pasal 4 1

(I)   Pemeriksaan  dilakukan  dengan  Pemeriksaan  Kantor
dan/ atau Pemeriksaan Lapangan.

(2)   Pemeriksaan  Kantor  dilakukan  dalaln jangka waktu
paling lama 2 (dua) bulan yang dihitung sejak tanggal
diterbitkan    surat    perintah    pemeriksaan    sampai
dengan tanggal LHP  ditandatangani.



-51-

(3)   Pemeriksaan    I.apangan   dilakukan    dalam   I.angka
waktu  paling  lama  4  (empat)  bulan  yang  dihitung
sejak tanggal diterbitkan surat perintah pemeriksaan
sampal dengan tanggal LHP ditandatangani.

(4)   Jangka  waktu  pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud
pada     ayat     (2)     dan     (3)     diselesaikan     dengan
memperhatikan  jatuh  tempo  pemberian  keputusan
alas        pemohonan        pengembalian        kelebihan

pembayaran.
(5)   Hasil  Pemeriksaan  dituangkan  dalam  bentuk  LHP

dan didokumentasikan dengan baik.

Pasal 42

Ketentuan mengenai pedoman Pemeriksaan diatur dalam
Peraturan   Bupati   lainnya   dengan   berpedoman   pada
Peraturan  Menteri  mengenal pedoman  Pemeriksaan  dan
Penagihan Pajak.

BABV

SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu
Surat ketetapan Pajak

Pasal 43

(1)   Kepala  Bapenda dalam jangka waktu  paling  lama  5

(lima)     tahun     sejak     terutangnya    pajak     dapat
menerbitkan    SKPDKB,    SKPDKBT,    SKPDLB,    dan

SKPDN.

(2)   SKPDKB    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (I)
diterbitkan  dalam  hal  terdapat  Pajak  yang  kurang
atau tidak dibayar berdasarkan:
a.    hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 39; atau
b.    penghitungan secara jabatan karena Wajib Pajak

tidak      memenuhi      kewajiban      sebagaimana
dimaksud dalaln Pasal 40 ayat (1).
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(3)   SKPDKBT   sebagainana   dimaksud   pada   ayat   (1)
diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/ atau
data      yang      semula      belum      terungkap      dan
menyebabkan   penambahan   Pajak   Yang   Terutang
setelah     dilakukan     Pemeriksaan     dalam     rangka

penerbitan SKPDKRT.

(4)   SKPDN    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)
diterbitkan  dalam  hal jumlah  Pajak  Yang  Terutang
sama  besarnya  dengan  jumlah  kredit  Pajak  atau
Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 44

Dalam  hal  berdasarkan  hasil  Pemeriksaan  sebagaimana
dinaksud    dalam    Pasal    39         terdapat    kelebihan

pembayaran     Pajak,     Kepala     Bapenda     menerbitkan
SKPDLB.

Pasal 45

(1)   Jumlah   kekurangan   Pajak   yang   terutang   dalam
SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat

(2)  huruf  a  dikenakan  Sanksi  Administratif  berupa
bunga. sebesar  1,8%  (satu koma delapan  persen)  per
bulan dari Pajak yang kurang atau terlalnbat dibayar,
dihitung     sejak    saat    terutangnya    Pajak    atau
berakhimya  nasa  Pal.ak,  bagian Tahun  Pajak,  atau
Tahun Pajak sampal dengan diterbitkannya SKPDKB,
untuk  jangka  waktu  paling  lama  24   (dua  puluh
empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh
1  (satu) bulan.

(2)   LJumlah    Pajak    yang    terutang    dalam     SKPDKB
sebagainana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) hunif
b   dikenakan   sanksi   administratif   berupa   bunga
sebesar 2,2°/a  (dua koma dua persen)  per bulan dari
Pajak yang kurang atau terlambat dibayar,  dihitung
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sejak saat terutangnya Pajak atau berakhimya nasa
Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampal
dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka walrfui

paling lalna 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian
dari bulan dihitung penuh  1  (satu) bulan, sejak saat
terutangnya    Pajak    ditambahkan    dengan    sanksi
administratif  berupa   kenaikan   sebesar   25%   (dua

puluh  lima  persen)  dari  pokok  Pajak  yang  kurang
dibayar untuk jenis Pajak BPHTB.

(3)  Jumlah   kelourangan   Pajak   yang   terutang   dalam
SKPDKB'I`  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  43
ayat   (3)   dikenakan   Sanksi   Administratif   berupa
kenaikan sebesar  100%  (seratus persen)  dari jumlah
kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.

(4)   SKPDKB  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan
ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada

ayat  (3)  wajib  dilunasi  dalam janBka  waktu  paling
lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajck

Pasal 46

(1)   Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak
terutangnya      Pajak,       Kepala      Bapenda      dapat
menerbitkan STPD.

(2)   Kepala  Bapenda  dapat  menerbitkan   STPD   PBB-P2
dalam hal:
a.    Pajak   terutang   dalam   SPPI`  yang   tidak   atau

kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
b.    Surat  Keputusan  Pembetulan,  Surat  Keputusan

Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau
kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
atau

c.    Wajib    Pajak    dikenakan    sanksi    administratif
berupa bunga dan/ atau denda.
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(3)   Kepala   Bapenda  dapat   menerbitlran   STPD   BPHTB
dalan hal:
a.    Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;

b.    SKPDKB,         SKPDKBT,         Surat        Keputusan

Pembetulan,   Surat   Keputusan   Keberatan,   dan
Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar
setelah jatuh tempo pembayaran; atau

c.    Wajib    Pajak    dikenakan    sanksi    administratif
berupa bunga dan/atau denda.

(4)   Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud
pada  ayat  (2)  huruf a  dan  ayat  (3)  huruf a,  berupa
pokok Pajak yang lmrang dibayar ditambah dengan
pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar
1°/o  (satu persen)  per bulan dihitung dari Pajak yang
lourang  dibayar,  dihitung  dari  tanggal jatuh  tempo

pembayaran   sampai   dengan   tanggal   pembayaran,
untuk  jan9ka  waktu  paling  lama  24   (dua  puluh
empat)   bulan   sejak   saat  terutangnya  Pajak   serta
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(5)  Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud
pada ayat  (2)  hunif b  dan  ayat  (3)  humf b,  dikenai
sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6%  (nol
koma enam persen)  per bulan dari Pajak yang tidak
atau   kurang  dibayar,   dihitung  dari  tanggal  jatuh
tempo      pembayaran      sampai      dengan      tanggal

pembayaran,  untuk  jangka  waktu  paling  lama  24
(dua   puluh  empat)   bulan   sejak   saat   terutangnya
Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)
bulan.

(6)   Bentuk      formulir      STPD      PBB-P2      sebagaimana
tercantum   dalam   Lanpiran   XII   yang   merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB VI

PROSEDUR PENAGIHAIN PAJAK

Pasal 47

(1)   Utang  Pajak   sebagaimana  tercantum  dalam   SPIJT,
SKPD,  SKPDKB,  SKPDKBT,  STPD,  Surat  Keputusan

Pembetulan,     Surat    Keputusan    Keberatan,    dan
Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

(2)   Atas  dasar  Penagihan  Pajak  sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  (1)  yang  belum jatuh  tempo  pembayaran
atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.

(3)   Dalam   hal   dasar   Penagihan   Pajak   sebagaimana
dimaksud pada ayat (  1)  tidak dilunasi setelah jatuh
tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan
Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai pexpaj akan.

Pasal 48

( 1 )   Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) Bupati berwenang
menunjuk Kepala Bapenda §ebagai Kepala Penagihan
untuk melaksanakan Penagihan.

(2)   Pejabat    sebagainana    dimaksud    pada    ayat    (1)
bervenang:
a.    mengangkat dan memberhentikan Jurusita pal.ak;

dan
b.    menerbitkan:

I.    Surat Teguran;

2.    surat    perintah    Penagihan    Seketika    dan
Sekaligus;

3.    Surat paksa;

4.    surat perintah melaksanakan penyitaan;
5.    surat perintah penyanderaan;
6.    surat pencabutan sita;
7.    pengumuman lelang;
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8.    surat penentuan harga limit;
9.    pembatalan lelang; dan

10.surat      lain      yang      diperlukan      untuk

pelaksanaari Penagihan Pajak.

(3)   Jurusita Pajak melaksanakan Penagivan Pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

(1)   Tata  cara  Penagihan  Pajak  sebagaimana  dimaksud
dalam  Pasal  47  ayat  (3)  diawali  dengan  penerbitan
Surat Teguran.

(2)   Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)
mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak
oleh Penanggung Pal.ak.

(3)   Dalam hal batas waktu sebagainana dimaksud pada
ayat (2)  terlanpaui dan Wajib Pajak beluni melunasi
Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbithan
Surat Paksa.

(4)   Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui
untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak,
atas   Utang   Pajak   yang   diangsur   atau   ditunda

pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
(5)   Dalam   hal   kewajiban   pembayaran    Utang   Pajak

sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (4)     belum
dilakukan  setelah  melewati jatLin tempo,  diterbitkan
Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.

(6)   Surat  Paksa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)
diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak
kepada Penanggung Pajak

(7)   Dalam  hal  Penanggung  Pajak  tidak  melunasi  Utang
Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24  (dua
kali   dua   puluh   empat)   jam   sejak   Surat   Paksa
disampaikan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (6),
diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
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(8)   Dalam  hal  Utang  Pajak  dan/atau  biaya  Penagihan
Pajak tidak dilunasi  setelah  dilaksanakan  penyitaan
berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan
sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (7),    Pejabat
sebagalmana   dimaksud   dalam   Pasal   48   ayat   (2)
berwenang  melaksanakan   penjualan   secara  lelang
melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.

(9)   Penjualan  secara  lelang  dilaksanakan  paling  cepat
setelah jan8ka waktu  14 (empat belas) hari terhitung
sejak pengumuman lelang.

(10) Pengumuman   lelang   sebagaimana   dimaksud   pada
ayat   (9),   dilaksanakan   paling  cepat   setelah   lewat

jangka waktu  14  (empat  belas)  hari  terhitung  sejak
dilakukan penyitaan.

(11) Hasil   lelang   dipergunakan   terlebih   dahulu   untuk
membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk
membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 50

Jurusita  Pajak  melaksanakan  Penagihan  Seketika  dan
Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika
dan Sekaligus apabila:

a.    Penanggung   Pajak   akan   meninggalkan   Indonesia
untuk selama-lamanya atau bemiat untuk itu;

b.    Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang

C.

dimiliki     atau     yang     dikuasai     dalam     rangka
menghentikan  atau  mengecilkan  kegiatan usahanya
atau pekeljaan yang dilakuhannya di Indonesia;
terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan
membubarkan   badan   usahanya,   menggabungkan
usahanya,     atau    memekarkan    usahanya,     atau
memindahtangankan  perusahaan yang dimiliki  atau
dikuasainya,   atau   melakukan   perubahan   bentuk
lairmya;
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d.    badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
e.    terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh

pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 51

(1)   Dalam   rangkalan   proses   pelaksanaan   Penagihan,
terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan
iktikad   baik   melunasi   Utang   Pajak   dan   memiliki
Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat
dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.

(2)   Pencegahan     dan/atau     penyanderaan     terhadap
Penanggung  Pajak  tidalc  mengakibathan  hapusnya
Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan
Pajak.

(3)   Pencegahan   dan/atau   penyanderaan   sebagainana
dimaksud   pada   ayat   (1)   dan   ayat   (2)   dilakukan
sesuikan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

Pasal 52

Ketentuan  mengenai  pedoman  Penagihan  diatur  dalam
Peraturan   Bupati   lainnya   dengan   berpedoman   pada
Peraturan  Menteri  mengenai  pedoman  Pemeriksaan  dan
Penagivan Pajak.
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BAB VII

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,

PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK

PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Insentif Fiskal Pajak bagi Pelaku Usaha

Pasal 53

( 1 )   Dalaln        mendukung        kebijakan        kemudahan
berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal
kepada pelarfu usaha.

(2)   Insentif fiskal  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
berupa  pengurangan,  keringanan,  dan pembebasan,
atau   penghapusan   atas   pokok   Pajak   dan/atau
sanksinya.

(3)   Insentif fiskal  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  a)
dapat  diberikan  atas  permohonan  Wajib  Pajak  atau
diberikan  secara  jabatan  oleh  Bupati  berdasarkan

pertimbangan:
a.    kemampuan membayar wajib pajak;
b.    kondisi tertentu objek Pajak,  seperti objek Pajak

terkena   bencana   alam,   kebakaran,   dan/atau

penyebab   lainnya   yang   teljadi   bukan   karena
adanya unsur kesengajaan yang dilakukan  oleh
Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan
untuk menghindari pembayaran Pajak;

c.    untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha
mikro dan ultra mikro;

d.    untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah
dalam mencapai program prioritas Daerah;  dan/
atau

e.    untuk  mendukung  kebijakan  Pemerintah  dalam
mencapal program prioritas nasional.
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(4)   Pemberian   insentif   fiskal   sebagaimana   dimaksud
pada ayat (3)  merupakan kewenangan Bupati sesuai
dengan     kebijakan     Daerah     dalam     pengelolaan
keuangan Daerah.

(5)   Pemberian    insentif    fiskal    kepada    Wajib    Pajak
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf a  dan
huruf b, dilakukan berdasarkan:
a.    kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh

Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
b.    kesinanbungan usaha wajib pajak;
c.    kontribusi  usaha  dan  penanaman  modal  Wajib

Pajak    terhadap    perekonomian    Daerah    dan
lapangan  kerja  di  Daerah  yang  bersangkutan;
dan/atau

d.    faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.

(6)   Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku
usaha mikro dan ultra mikro sebagainana dimaksud

pada  ayat   (3)   humf  c,   dilakukan   sesuai   dengan
kriteria    usaha    mikro    dan    ultra    mikro    dalam

peraturan   perundang-undangan   di   bidang   usaha
mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

(7)   Pemberian    insentif    fiskal    kepada    Wajib    Pajak
sebagaimana   dinaksud   pada   ayat   (3)   huruf   d,
disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum
dalam   rencana   pembangunan   jan8ka   menengah
Daerah.

(8)   Pemberian    insentif    fiskal    kepada    Wajib    Pajak
sebagaimana   dimaksud   pada   ayat    (3)    huruf   e
dilakukan   dalaln   rangka   percepatan   penyelesaian

proyek strategis nasional.

Pasal 54

(1)   Pemberian   in§entif   fiskal   sebagaimana   dimcksud
dalaln Pasal 53 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
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(2)   Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud
pada  ayat  (1)  disertai  dengan  pertimbangan  Bupati
dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 55

(1)   Dalam   hal   pemberian   insentif  fiskal   sebagaimana
dimaksud   dalam   Pasal   53    ayat   (1)    merupakan

permohonan Wajib  Pajak,  apabila diperlukan Bupati
atau  Kepala Bapenda yang ditunjuk sebagai Pejabat
Pemeriksa   dapat    melakukan    Pemeriksaan    Pajak
untuk  tujuan   lain   sebagaimana  dinaksud   dalam
Pasal 39 ayat (I).

(2)   Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(I)  bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib  Pajak
yang mengajukan pemohonan insentif fiskal berhak
untuk    menerima    insentif   fiskal    sesual    dengan

pertimbangan   dan   faJctor   sebagaimana   dinaksud
dalam Pasal 53 ayat (3) dan ayat (5).

Pasal 56

(I)   Kepala      Bapenda      atas      mama      Bupati      dapat
membetulkan   SPFyr,   SKPD   dan   STPD  yang  dalam

penerbitannya   terdapat   kesalahan   tulis   dan/atau
kesalahan   hitung  dan/atau   kekeliruan   penerapan
ketentuan          peraturan          perundang-undangan

pexpaj akan Daerah.
(2)   Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak dapat:

a.    melakukan         perubahan         mutasi         data
Objek/ Subyek PBB-P2;

b.    melakukan pembetulan sppI`/STPD yang salah;
c.    membatalkan sppr/STPD yang tidak benar;
d.    mengurangkan sppT/STPD; dan/atau
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e.    mengurangkan    atau    menghapuskan    Sanksi
Administratif PBB-P2  berupa  bunga,  denda  dan

kenaikan   yang   dikenakan   karena   kekhilafan
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib
Pajak.

Bagian Kedua
Pembetulan SPIT

Pasal 57

(1)   Dalan  hal  SPPT  telah  disampaikan  kepada  Wajib
Pajak dan ditemukan kesalahan  seperti Nana Wajib
Pajak,  SPPT  ganda,  alamat,  luasan  objek pajak dan
ketetapan  pajak,  Kepala  Bapenda  dapat  melakukan

pembetulan  berdasarkan  permohonan  Wajib  Pajak
atau   berdasarkan hasil berita acara Pendataan dan
verifikasi lapangan.

(2)   Atas      permohonan      Wajib      Pajak      sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda melakukan

penelitian kantor dan/atau penelitian lapangan.
(3)   Permohonan pembetulan SPPT dapat diajukan secara

perorangan maupun kolektif dengan ketentuan:
a.    pemohonan    pembetulan    secara    perorangan

harus memenuhi persyaratan sebagal berikut:
1)    diajukan    secaJ.a    tertulis    dalam    bahasa

Indonesia disertai alasan yang jelas;
2)    diajukan    kepada    Bupati    melalui    Kepala

Bapenda;
3)    surat pemohonan ditaridatangani oleh Wajib

Pajak,   dan   dalaln   hal   surat   permohonan
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus
dilampiri Surat Kuasa.

4)    untuk melengkapi berkas permohonan antara
lain  :

a)    menSsi  SPOP  dan/atau  LSPOP  dengan

jelas,      benar      dan      lenglrap      serta
ditandatangani  untuk  kesalahan   nana
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atau alamat objek atau Subjek Pajak oleh
Wajib Pajak, sedangkan untuk kesalahan

yang    disebabkan    karena    kekeliruan
memasukkan data oleh Petugas Bapenda
tidak    perlu    mengisi    SPOP    dan/atau
LSPOP;

b)    asli    SPPT/SKPD/STPD/SKPDLB    tahun

berkenaan;
c)    bukti pendukung yang perlu dilampirkan:

(1)   fotokopi    Kaftu    Tanda    Penduduk,
Kartu Keluarga atau identitas lainnya
dari Wajib Pajak;

(2)   fotokopi salah satu bukti surat tanah,
antara lain:

(a)    Sertifflcat;

(b)    SPPHAT;

(c)   Surat           lzin           Penunjukan
Penggunaan Tanah;

(d)   Hak Guna Usaha;

(e)   Izin Membuka Tanah Negara;

(I)    Akta Jual Beli/Hibah, Waris;

(g)   Surat tanah garapan;
(h)   Surat pen.an].ian sewa menyewa;

(i)    Surat         keterangan         Kepala
Kanpung/Lurali; dan

a.)    Dokunen lainnya.
(3)   Fotokopi    salah    satu    bukti    surat

bangunan, antara lain:

(a)   PEG;

(b)    IPB;

(c)    HGB;

(d)   Surat         Keterangan         Kepala
Kampung /Lurali; dan

(e)   Dokumen lainnya.
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C.

0)   IPB;

(c)    HGB

(d)   Surat         Keterangan         Kepala
Kanpung/Lurch; dan

(e)   Dokumen lainnya.
tanggal  penerimaan  surat  yang  dijadikan  dasar
untuk memproses surat permohonan adalah:
1.    tanggal terima surat Wajib  Pajak,  dalaln hal

disampaikan   secara   langsung   oleh   Wajib
Pajak; dan

2.    tanggal  stempel  ekspedisi,  dalam  hal  surat

permohonan disampaikan melalui ekspedisi.
(4)   Verifikasi   dan   pembetulan   sebagaimana  dimaksud

pada ayat (2) dilakukan selambat-1ambatnya 6 (enam)
bulan sejak diterimanya pengajuan/permohonan dari
Wajib Pajak.

(5)   Permohonan    pembetulan    sebagaimana    dimaksud
pada  ayat  (1)  meliputi  pembetulan  atas  kesalahan
atau  kekeliman  berupa  kesalahan  tulis,  kesalahan
hitung,   kekeliruan   penerapan   ketentuan   tertentu
dalam    peraturan    perundang-undangan    terhadap
surat   keputusan   atau    surat   ketetapan    sebagai
berifut:
a.    Sppr;
b.     STPD;

c.     Surat Keputusan pemberian pengurangan;
d.    Surat        Keputusan        Pengurangan        Denda

Administrasi;
e.    Surat Keputusan pembetulan;
f.     Surat Keputusan Keberatan;

9.    Surat Keputusan pemberian Imbalan Bunga; dan
h.    Surat       Keputusan       Penghapusan        Sanksi

Administratif,    Surat    Keputusan    Pengurangan
Ketetapan     Pajak,      atau     Surat     Keputusan
Pembatalan Ketetapan Pajak.
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(6)   Permohonan    pembetulan    yang    tidak    memenuhi
persyaratan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (3)
dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga
tidak dapat dipertimbangkan.

(7)   Dalam      hal      pemohonan      pembetulan      tidak
dipertimbangkan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat

(1),   Kepala   Badan   harus   memberitahukan   secara
tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

(8)   Terhadap pembetulan Sppr/STPD Kepala Bapenda:
a.    membuat  Berita  Acara  Pembetulan  berdasarkan

hasil penelitian kantor/lapangan;
b.    menerbitkan  Surat  Keterangan  NJOP jika  SPPT

PBB-P2 belum bisa diterbitkan;

c.    menerbitkan  Surat  Keputusan  Pembatalan  atas
SPPT/ STPD PBB-P2 yang tidak benar; dan

d.    menetapkan   SPPT   PBB-P2   baru   berdasarhan
surat keterangan NJOP.

(9)   Bentuk    F`ormulir    Permohonan    pembetulan    SPPI`
sebagalmana   dimaksud   pada   ayat   (1)   tercantum
dalaln  Lampiran  XIII  yang  merupakan  bagian  tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pembatalan Ketetapan PBB-P2

Pasal 58

(1)   Pembatalan atas SPPT/STPD  sebagalmana dimaksud
dalam  Pasal  56  ayat  (2)  hunrf  c  dapat  dilakuhan
apabila    SPPI`/STPD    tersebut    tidak    benar    yang
seharusnya tidak diterbitkan.

(2)   Pembatalan   sebagainana  dimaksud  pada  ayat   (1)
dapat   dilakukan   melalui   pengajuan   permohonan
Waj ib       Paj ak,        Pendataan       atau       penelitian
kantor/lapangan.

(3)   Ketidakbenaran  SPPT/STPD  sebagaimana  dimaksud

pada ayat (1) mehiputi:
a.    data ganda ot)].ek PBB-P2;
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b.    Objek  PBB-P2  tidak  ditemukan  toeralihan  hak
dan lain -lain); dan/atau

c.    Subjek PBB-P2 meninggal dunia tanpa ahli waris.

(4)   Pengajuan    permohonan    pembatalan    SPPT/STPD
dapat diajukan dengan persyaratan:
a.    surat permohonan diajukan secara tertulis dalam

bahasa Indonesia;

b.    diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda;
c.    surat   permohonan   ditandatangani   oleh   Wajib

Pajak,    dan    dalam    hal    surat    permohonan
ditandatangani  oleh  bukan  Wajib  Pajak  harus
dilampiri dengan Surat Kuasa; dan

d.    surat  pengantar  Kepala  Kampung/Lurah  untuk

pengajuan secara kolektif.
(5)   Bupati     melalui     Kepala     Bapenda     menerbitkan

keputusan   menerima   atau   menolak   permohonan

pembatalan ketetapan Pajak.
(6)   Dalam     hal     menolak     permohonan     pembatalan

ketetapan   pajak   atas    SPPT   PBB-P2   yang   telah

diterbitkan, ditetapkan dengan Keputusan Penolakan
Permohonan Pembatalan ketetapan.

(7)   Dalam    hal    menerima    pemohonan    pembatalan
ketetapan   pajak   atas   SPPT   PBB-P2   yang   telah
diterbitkan,        ditetapkan        dengan        Keputusan
Pembatalan dan Penghapusan Ilutang PBB-P2.

Bagian Keempat
Pembatalan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB

atas BPHTB
Pasal 59

(1)   Wajib     pajak     atau     Penanggung     Pajak     dapat
mengajukan    permohonan    pembatalan    ketetapan
Pajak kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.

(2)   Pembatalan ketetapan  Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan terhadap SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN, SKPDLB atau STPD.
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(3)   Pembatalan  ketetapan  Pajak sebagaimana dimaksud
pada  ayat  (2)  dilakukan  berdasarkan  pertimbangan
keadflan atau adanya temuan baru.

(4)   Pelaksanaan        pembatalan        ketetapan        Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bapenda
melakukan hal-hal sebagai berikut:
a.    pemeriksaan     terhadap      SRTDKB,    SKPDKBT,

SKPDN,      SKPDLB     atau     STPD     yang     telah

diterbitkan;dan
b.    melaporkan kepada Bupati.

(5)   Bupati     melalui     Kepala     Bapenda     menerbitkan
keputusan   menerima   atau   menolak   permohonan

pembatalan ketetapan Pajak.
(6)   Dalam    hal    menerima    permohonan    pembatalan

ketetapan    Pajak,    Bupati   memerintahkan    Kepala
Bapenda   untuk   menerbitkan   SKPDKB,   SKPDKBT,

SKPDN,    SKPDLB    atau    STPD    yang    baru    serta

memberikan  tanda  silang  pada  SKPDKB,  SKPDKBT,

SKPDN,    SKPDLB    atau    STPD    yang    lama    dan

selanjutnya  diberi  catatan/keterangan  bahwa  Surat
Ketetapan   adibatalkan"   serta   dibubuhi   paraf  dan
nana pejabat yang bersangkutan.

(7)   Dalam     hal     menolak     permohonan     pembatalan
ketetapan  Pajak  atas  SKPDKB,   SKPDKBT,   SKPDN,

SKPDLBatau STPD yang telah diterbitkan, ditetapkan
dengan       Keputusan       Penolakan       Permohonan
Pembatalan Ketetapan.

Bagian Kelima
Pembetulan STPD,  SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB

atas BPHTB
Pasal 60

(1)   Atas     permohonan     Wajib     Pajak     atau     karena
jabatannya,    Kepala    Bapenda    dapat    melakukan
pembetulan STPD,  SKPDKB,  SKPDKBT,  SKPDN, atau
SKPDLB     yang     dalam     penerbitannya     terdapat
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kesalahari tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan   penerapan   ketentuan   tertentu   dalam

peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
(2)   Pembetulan   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1)

ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.

(3)   Dalam hal pembetulan didasarkan atas perlnohonan
Wajib  Pajak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),
Kepala     Bapenda     menindaklanjuti     pemiohonan
tersebut   dengan    melakukan    penelitian    terhadap

pemohonan Wajib Pajak.
(4)   Dalam   rangka   penelitian   sebagaimana   dimaksud

pada ayat  (3),  Kepala Bapenda dapat meminta data,
informasi, dan/ atau keterangan yang diperlukan.

(5)   Dalaln hal pembetulan didasarkan atas pemohonan
Wajib  Pajak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3),
Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan
Pembetulan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)
dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

(6)   Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
a.    mengabulkan  permohonan  Wajib  Pajak  dengan

membetulkan  kesalahan  atau  kekeliruan  yang
dapat   berupa   menambahkan,   mengurangkan,
atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang,
maupun   sanksi   administratif   berupa   bunga,
denda, dan kenalkan Pajak; atau

b.    membatalkan   STPD   atau   membatalkan   hasil
Pemeriksaan   maupun   ketetapan   Pajak   yang
dilaksanakan    atau    diterbitkan    tidak    sesuai
dengan tata cara yang ditentukan; dan

c.    menolak permohonan wajib pal.ak.
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Bagian Keenam
Pengurangan Ketetapan PBB-P2 dan Sanksi Administratif

Pasal 6 1

(I)   Pengurangan    ketetapan    SPPI`/STPD    dan    sanksi
administratif  dapat  diberikan   kepada  Wajib   Pajak
dalam hal:
a.    kondisi     tertentu     Objek     Pajak     yang     ada

hubungannya  dengan   Subjek  Pajak  dan/atau
karena sebab tertentu lainnya; dan

b.    Objek  Pajak  terkena  bencana  alam  atau  sebab
lain yang luar biasa.

(2)   Kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya
dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab tertentu
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
untuk:
a.    objek  Pajak  yang  Wajib  Pajaknya  orang  pribadi

kategori  kemiskinan  ekstrim  berdasarkan  data
dari Perangkat Daerah terkalt sehingga kewajiban
membayar PBB-P2 sulit dipenuhi; dan

b.    objek  Pajak  yang  Wajib  Pajaknya  adalah  Wajib
Pajak Badan yang mengalami pailit dan kesulitan
likuiditas Tahun Pajak berkenaan sehingga tidak
dapat memenuhi kewajiban perpajakan.

(3)   Bencana alam  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)
hunrf   b   yaitu   bencana   yang   diakibatkan   oleh

peristiwa      atau      serangkaian      peristiwa      yang
disebabkan oleh alan, meliputi gempa Bumi, tsunami,

gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan
tanah longsor.

(4)   Sebab  lain  yang  luar  biasa  sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  (1)  hunif  b  meliputi  kebakaran,  wabah
penyakit dan/atau wabah hama tanaman.
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Pasal 62

(1)   Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61
ayat  (1)  diberikan  kepada  Wajib  Pajak  alas  PBB-P2

yang terutang yang tercantum dalam SPPT/ SKPD.
(2)   PBB-P2  terutang yang tercantum dalam  SPPT/SKPD

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  yaitu  pokok
Pajak ditambah dengan Sanksi Administratif.

(3)   Bentuk                       formulir                       permohonan
pengurangan/pembatalan   perorangan   dan   kolektif
tercantum   dalam   Lampiran   XIV  yang   merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 63

Pengurangan   sebagainana  dimaksud   dalam   Pasal  61
dapat diberikan:
a.    sebesar 75  °/o  (tujuh puluh lima per§en)  dari PBB-P2

yang  terutang  dalam  kondisi  tertentu  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 1 ayat (2) huruf a;

b.    sebesar paling banyak 75°/o (tujuh puluh lima persen)

dari  PBB-P2  yang  terutang  dalam  kondisi  tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf
b; dan

c.    sebesar  paling  banyak   100%   (seratus  persen)  dari

PBB-P2 yang terutang dalam hal Objek Pajak terkena
bencana   alam   atau   sebab   lain   yang   luar   biasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal  61  ayat (3)  dan
ayat (4) .

Bagian Ketujuh
Pengurangan BPHTB

Pasal 64

(I)   Wajib     Pajak     atau     Penanggung     Pajak     dapat
mengajukan      pemohonan      pengurangan      atau
keringanan   BPHTB   kepada  Bupati  melalui  Kepala
Bapenda.
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(2)   Permohonan   pengurangan   atau   keringanan   Pajak
harus diajukan paling lambat dalam jangka waktu 30

(tiga  puluh)  hari  sejak  terutangnya  BPHTB  secara
tertulis   dengan     menggunakan   bahasa   Indonesia,

paling kurang memuat nana dan alamat Wajib Pal.ak
atau     Penanggung   Pajak,   jenis   Pajak   dan   besar

pengurangan  Pajak  yang  dimohon  dan  alasan  yang
mendasari   diajukannya   permohonan   pengurangan
Pajak serta melampirkan:
a.    salinan/fotokopi   Kartu   Tanda   Penduduk   atau

Kartu Identitas Pemohon;

b.    salianan/fotokopi surat kepemilikan hak;
c.     SKPDKB/SKPDKBT/STPD.

(3)   Pemberian         pengurangan         dan         keringanan
sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1),   diberikan
berdasarkan   pertimbangan   atau   keadaan   tertentu

yaitu:
a.    Wajib Pajak -orang pribadi yang memperoleh hak

atas tanah dan  /atau Bangunan Rumah  Sangat
Sederhana  (RSS)  yang  diperoleh  langsung  atau
dibayar    secara    angsuran    dari    pengembang
diberikan pengurangan sebesar 750/a (tujuh puluh
lima persen) dari Pajak Yang Terutang;

b.    Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah

C.

dan  orang  pribadi  yang  menerima  hibah  dan

orang    pribadi    yang    mempunyai    hubungan
keluarga  sedarah  dalam  garis  keturunan  lurus
satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah
dan merupakan Wajib Pajak kategori kemiskinan
ekstrim,   diberikan   pengurangan   sebesar   75%

(tujuh puluh lima persen) dari pajak terutang;
Wajib  Pajak orang pribadi yang menerima waris
atau  hibah  wasiat  dan  merupakan  Wajib  Pajak
kategori kemiskinan ekstrim, diberi pengurangan
sebesar   75%   puma   puluh   persen)   dari   pajak
terutan8;
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d.   Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak
baru   melalui   program   pemerintah   di   bidang

e.

pertanahan dan merupakan wajib pajak kategori
kemiskinan    ekstrim,    diberikan    pengurangan
sebesar   75%   (tujuh   puluh   lima   persen)   dari
BPHTB yang terutang;
Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak
atas   tanah   dan/atau   Bangunan   yang   tidak
berfungsi  lagi   seperti  semula  disebabkan  oleh
bencana   alam   seperti   banjir,   tanah   longsor,

gempa  Bumi,  gunung  meletus,  kebakaran  dan
lain-lain yang teljadi dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan    sejak    penandatanganan    akta    dapat
diberikan   pengurangan   sebesar   100%   (seratus

persen) dari Pajak Yang  Terutang;
f.     Pemberian       pengurangan       BPHTB       dengan

pertimbangan   kondisi   Wajib   Pajak   yang   ada
hubungannya dengan sebab-sebab tertentu yaitu
Wajib  Pajak  yang  memperoleh  hak  atas  tanah
sebagai  pengganti  atas  tanah  yang  dibebaskan
oleh     Pemerintah/Pemerintah     Daerah     untuk
kepentingan    umum,    sebesar    100%    (seratus

persen) dari Pajak Yang Terutang;

9.    Perolehan    tanah    dan/atau    Bangunan    oleh
yayasan   yang   digunakan   untuk   kepentingan
sosial  atau  pendidikan  yang  semata-mata  tidak
untuk  mencari  keuntungan  antara  lain  untuk
panti  asuhan,  panti jompo,  rumah yatim  piatu,
sekolah      yang      tidak      ditujukan      mencari
keuntungan,  rumah  sakit  swasta  milik institusi

pelayanan       so sial       masyarakat,       diberikan
pengurangan sebesar  100%  (seratus persen)  dari
Pajak Yang Terutang.

(4)   Dalaln   jangka   waktu   30   (tiga   puluh)   hari   dari
permohonan  Wajib  Pajak  atau  Penanggung  Pajak,
kepala Bapenda menyampaikan  Keputusan menolak
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atau menerima pemohonan pengurangan ketetapan
Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

(5)   Permohonan     pengurangan     BPHTB     yang     tidak
memenuhi    persyaratan   dianggap    bukan    sebagai

permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
(6)   Kepala   Bapenda   memberitahukan   secara   tertulis

kepada Wajib Pajak atau kuasanya atas permohonan

yang  tidak  memenuhi  persyaratan  disertai  alasan
yang mendasari, dalam jangka waktu paling lama 60
(enam puluh)  hari keia terhitung sejak pemiohonan
tersebut diterima.

(7)  Jawaban    sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (4)
berupa:
a.    mengabulkan  permohonan  dengan  menerbitkan

Keputusan Pengurangan BPHTB; atau
b.    menolak permohonan dengan menerbitkan surat

penolakan disertal dengan alasan yang jelas.
(8)   Wajib   Pajak   membayar   BPHTB   terutang   sebesar

perhitungan    yang    tercantum    dalam    Keputusan
tentang Pemberian Pengurangan BPHTB.

Bagian Kedelapan

Pengangsuran Pembayaran PBB-P2
Pasal 65

(1)   Kepala    Bapenda    atas    permohonan    Wajib    Pajak
setelah   memenuhi   persyaratan   yang   ditentukan
dapat  memberikan  persetujuan  kepada  Wajib  Pajak
untuk mengangsur pembayaran PBB-P2.

(2)   Wajib    Pajak   yang    memenuhi    persyaratan    yang
ditentukan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
adalah:
a.    Wajib  Pajak  Badan  yang  mengalani  kesulitan

likuiditas,    dibuktikan    dengan    menunjukkan
besamya   rasio   aktiva   lancar   terhadap   utang
lancar  kurang  dari  1   (satu)  serta  melampirkan
Laporan  Keuangan  tahun  sebelumnya dan/atau
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SPI`  Tahunan  Pajak  Penghasilan  Badan  tahun
sebelunnya; dan

b.    Wajib   Pajak   Orang   Pribadi   yang   mengalami
kesulitan    keuangan,    dibuktikan    antara    lain
den8an:
1.    Surat  keterangan  tidak  mampu  dari  Kepala

Kampung/ Lurah dalam hal Wajib Pajak tidak
menyelenggarakan pembukuan ; atau

2.    Menunjukkan  besarnya  rasio  aktiva  lancar
terhadap  utang  lancar  kurang  dari  1  (satu)

C.

dalam       hal       Wa].ib       Pajak       dimaksud
menyelenggarakan         pembukuan         serta
melampirkan     Laporan     Keuangan     tahun
sebelumnya.

Wajib  Pajak  yang  mengalami  keadaan  di  luar
kekuasaannya,   yang   meliputi   bencana   alam,
kebakaran,   huru-hara/kerusuhan   masal,   atau
keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

(3)   Batas     waktu      pelunasan      pengangsuran      atas
pembayaran PBB-P2 terutang dapat diberikan paling
lama pada tanggal jatuh tempo.

(4)   Apabila SPIT/SKPD/STPD tidak atau kurang dibayar
setelah    jatuh     tempo     pembayaran     terlampaui,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
1%  (satu persen) sebulan dari jumlah ketetapan dan
ditagih dengan menerbitkan STPD.

(5)   Pembayaran   angsuran   PBB-P2   dilakukan   dengan
menggunakan SSPD PBB-P2.

(6)   Bentuk       formulir       permohonan       pengangsuran
pembayaran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
tercantum   pada   Lampiran   XV   yang   merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB VIII

PROSEDUR KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Keberatan Pajck
Pasal 66

(1)  Wajib   Pajak   dapat   mengajukan   keberatan   Kepala
Bapenda terhadap  SPPT,  SKPD,  SKPDKB,  SKPDKBT,

SKPDLB ,        SKPDN ,       atau       pemotongan       atau
Pemungutan oleh pihak ketiga.

(2)   Keberatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  di
ajuhan   secara   tertulis   dalam   bahasa   Indonesia
dengan mengemukalran jumlah  Pajak terutang atau

jumlah     Pajak    yang     dipotong     atau     dipungut,
berdasarkan    penghitungan   Wajib    Pajak,    dengan
disertai alasan yang jelas.

(3)   Pengajuan  keberatan  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat  (1)  harus  diajukan  dalam jangka  waktu  paling
lama   3   (tiga)   bulan   sejak   tanggal   SPFyr,   SKPD,

SKPDKB,   SKPDKB'I`,   SKPDLB,  atau  SFPDN  dikirim

atau  tanggal pemotongan  atau  Pemungutan,  kecuali

jika Waj.ib  Pajak  dapat  menunjukkan  bahwa jangka
waktu   itu   tidak   dapat   dipenuhi   karena   keadaan
kahar.

(4)   Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
meliputi:

a.    bencana alam;
b.    kebakaran;
c.    kerusuhan massal atau huru-hara;
d.    wabah penyakit; dan/ atau
e.    keadaan  lain  berdasarkan  pertimbangan  Kepala

13apenda.

(5)   Keberatan  dapat  diajukan  apabila Wajib  Pajak telah
membayar    Pajak    terutang    dalam    SPFyl`,    SKPD,

SKPDKB,      SKPDKBT,      SKPDLB,      SKPDN,      atau

pemotongan   atau   Pemungutan   oleh   pihak   ketiga
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paling  sedikit  sejumlah  yang  telah  disetujui  Wajib
Pajak.

(6)   Keberatan     yang     tidak     memenuhi     persyaratan
sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  ayat  (2),  ayat

(3),    dan   ayat   (5)    tidak   dianggap    sebagai   surat
keberatan.

(7)   Tanda      pengiriman      surat      keberatan      melalui
pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau
tanda  penerimaan  surat  keberatan  yang  diberikan
Kepala Bapenda kepada Wajib  Pajak,  menjadi  tanda
bukti penerimaan surat keberatan.

(8)   Dalam   hal   Wajib    Pajak   mengajukan    keberatan,
jangka  waktu   pelunasan   atas  jumlah  Pajak  yang
belum   dibayar   pada   saat   pengajuan   keberatan
tertangguh   sampai   dengan   1   (satu)   bulan   sejak
tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

(9)  Jumlah    Pajak   yang    belum    dibayar    pada    saat
pengajuan    permohonan    keberatan    sebagaimana
dinaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (I).

(10) Bentuk  formulir  permohonan  keberatan  atas  Pajak
terhutang    atas    Sppr    dan    SKPD    sebagainana
dimaksud  pada  ayat  (1)  tercantum  dalaln  Lanpiran
XVI  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 67

(1)   Kepala   Bapenda   harus   memberi   keputusan   atas
keberatan     yang     diajukan     oleh     Wajib     Pajak
sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   66   ayat   (1)
berdasarkan Berita Acara Penehitian.

(2)   Dalam       memberikan      keputusan       sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (1),   Kepala   Bapenda   dapat
melakukari Pemeriksaan.
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(3)   Keputusan  Kepala  Bapenda  sebagaimana  dimaksud
pada ayat  (1)  ditetapkan dalam jangka waktu paling
lama   12   (dua   belas)   bulan   sejak   tanggal   surat

keberatan   diterima   sebagaimana  dimaksud   dalam
Pasal 66 ayat (7).

(4)   Keputusan   Kepala  Bapenda  atas   keberatan   dapat
berupa:
a.    menerima  seluruhnya dalam  hal  Pajak terutang

berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak

yang terutang menurut Wajib Pajak;
b.    menerima  sebagian  dalani  hal  Pajak  terutang

berdasarkan   hasil    penelitian    sebarian    sama
dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pal.ak;

c.    menolak  dalam  hal  Pajak  terutang berdasarkan
hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang
dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan
keberatan oleh Wajib Pajak; atau

d.    menambah besamya jumlah Pajak yang terutang
dalam   hal   Pajak   terutang   berdasarkan   hasil

penelitian  lebih  besar  dari  Pajck  yang  terutang
dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan
keberatan oleh Wajib Pajak.

(5)  Apabila dalaln jangka walchi sebagaimana dimaksud
pada  ayat  (3)  Kepala  Bapenda  tidak  memberi  suatu
keputusan,     keberatan    yang    diajukan    tersebut
dianggap diterima.

(6)   Bentuk     Berita     Acara     Penelitian     sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  tercantum  dalam  Lampiran
XVII yang merupakan  bagian  tidak terpisahkan  dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 68

(1)   Dalam  hal  pengajuan  keberatan  Pajak  dikabulkan
sebagian   atau   seluruhnya,   kelebihan   pembayaran
Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
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sebesar  0,6%   (nol  koma  enam  persen)   per  bulan
dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta
bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

(2)   Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung   sejak   bulan   pelunasan   sampai   dengan
diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

(3)   Dalam   hal   keberatan   Wajib   Pajak   ditolak   atau
dikabulkan   sebagian,   Wajib   Pajak  dikenal   Sanksi
Administratif berupa denda sebesar 30°/o  (tiga puluh

persen)  dari  jumlah  Pajak  berdasarkan  keputusan
keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar
sebelum meng?jukan keberatan.

Bagian Kedua
Bandin8

Pasal 69

(1)   Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding
hanya  kepada  badan  peradilan  pajak  atas   Surat
Keputusan  Keberatan  yang  ditetapkan  oleh  Kepala
Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat

(3)   paling   lama   3   (tiga)   bulan   sejak   keputusan
diterima  dengan  dilampiri  salinan  Surat  Keputusan
Keberatan.

(2)   Permohonan  banding  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat   (1)   diajukan   secara   tertulis   dalam   bahasa
Indonesia dari dengan disertai alasan yang jelas.

(3)   Permohonan  banding  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat  (1)  menangguhkan  kewajiban  membayar  Pajak
sampai    dengan     1     (satu)    bulan    sejak    tanggal

penerbitan Putusan Banding.
(4)   Pengajuan   bending   dilaksanakan    sesuai   dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 70

(1)   Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian
atau    seluruhnya,    kelebihan    pembayaran    Pajak
dikembalikan    dengan    ditambah    imbalan    bunga
sebesar  0,6%   (nol   koma  enam   persen)   per  bulan
dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta
bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

(2)   Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung   sejak   bulan   pelunasan   sampai   dengan
diterbitkannya Putusan Banding.

(3)   Dalam   hal   Wajib   Pajak   mengajukan   perlnohonan
banding,  sanksi  administratif berupa  denda  sebesar
30%   (tiga   puluh   persen)   sebagaimana   dinaksud
dalam Pasal 68 ayat (3) tidak dikenakan.

(4)   Dalam    hal    permohonan    bending    ditolak    atau
dikabulkan   sebagian,   Wajib   Pajak   dikenai   sanksi
administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh

persen)   dari   jumlah   Pajak   berdasarkan   Putusan
Banding  dikurangi  dengan  Pajak yang telah  dibayar
sebelum mengajukan keberatan.

BAB IX

PROSEDUR PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
PBB-P2

Pasal 7 1

(1)   Wajib     Pajak     dapat     mengajukan     permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 kepada
Bupati dalam hal:
a.    PBB-P2  yang  dibayar  temyata  lebih  besar  dari

yang seharusnya terutang;
b.    dilakukan    pembayaran    PBB-P2    yang    tidck

sehamsnya terutang; dan
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c.    terutang  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  a
dan  huruf  b  adalah  pajak  yang  masih  harus
dibayar   termasuk   Sanksi  Administrasi  berupa
bunga,  denda  atau  kenaikan  yang    tercantum
dalarn    surat    ketetapan    pajak    atau    surat
sejenisnya   berdasarkan   ketentuan   perundang-
undangan perpajakan.

(2)   Kelebihan pembayaran PBB-P2 dapat teljadi karena:
a.    perubahan peraturan;
b.    Surat Keputusan pemberian pengurangan;
c.    Surat Keputusan penyelesaian Keberatan;

d.    kesalahan penetapan;
e.    kekeliruan pembayaran; dan
f.     Keputusan       Pengadilan      yang      mempunyai

kekuatan hukum tetap.

(3)   Permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
disampaikan dengan melampirkan minimal :
a.    SPIT/SKPD dan sspD asli; dan
b.     STPD.

(4)   Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan      sejak     diterimanya      surat      permohonan

pengembalian dari Wajib Pajak, menerbitkan:
a.    SKPDLB,   apabila  jumlah  PBB-P2  yang  dibayar

ternyata    lebih    besar    dari   yang    seharusnya
terutan8;

b.    SKPDN,   apabila  jumlah  PBB-P2   sama  dengan

jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang; dan
c.    SKPDKB,  apabila  jumlah  PBB-P2  yang  dibayar

temyata    kurang    dari   jumlah    PBB-P2    yang
seharusnya terutang.

(5)   Pengembalian   kelebihan   PBB-P2   dilakukan   dalaln
jangka   waktu   paling   lama   2   (dua)   bulan   sejak
diterbitkannya SKPDLB.

(6)   Bupati   dalam   menerbitkan   SKPDLB,   SKPDN   dan
SKPDKB    sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (4),
dilimpahkan kepada Kepala Bapenda.
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(7)   Bentuk      Permohonan      Pengembalian      Kelebihan
pembayaran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
tercantum  dalam  Lampiran  XVIII  yang  merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 72

(1)   Kelebihan     pembayaran     PBB-P2     diperhitungkan
terlebih dahulu dengan Utang Pajak lainnya.

(2)   Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas
kelebihan  pembayaran  PBB-P2,   kelebihan  tersebut
dapat   diperhitun8kan   dengan   pajak   yang   akan
terutang.

(3)   Perhitungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan,

Bagian Kedua
BPHTB

Pasal 73

(1)   Atas   kelebihan   pembayaran   BPHTB   Wajib   Pajak
dapat mengajukan permohonan pengembalian secara
tertulis dengan dilampiri kelengkapan Dokumen yang
dibutuhkan Kepala Bapenda.

(2)   Pengembalian       kelebihan       pembayaran       BPHTB
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah  dalam
hal;

a. BPHTB  yang  dibayar  lebih  besar  dari  BPHTB
terhutang yang meliputi :
1.    pemohonan pengurangan dikabulkan;
2.    perlnohonan keberatan dikabulkan;
3.    permohonan Banding dikabulkan; dan/atau
4.    salah memperhitungkan BPHTB terutang.

b.    dilakukan    pembayaran    BPHTB    yang    tidak
seharusnya terutang; dan/ a.tau
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C. BPHTB   yang   terutang  yang   dibayarkan   oleh
Wajib    Pajak    sebelum    akta    ditandatangani,
namun  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan/atau
Bangunan tersebut batal.

(3)   Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama  12
(dua  belas)   bulan,   sejak  diterimanya  permohonan
pengembalian       kelebihan       pembayaran       paj ak
sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (1)     harus
memberikan keputusan.

(4)   Atas permohonan pengembalian pembayaran BPHTB
sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1),   kemudian
dilakukan        pemeriksaan        administrasi        dan
Pemeriksaan Lapangan dan dituangkan dalam berita
acara'

(5)  Tata   cara   pengajuan    permohonan    pengembalian
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) :
a. Wajib Pajak pribadi (umum) :

pengajuan      surat      permohonan      pengembalian
kelebihan pembayaran Pajak kepada Kepala Bapenda
dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang

jelas dan dilalnpiri dengan:
1.    fotokopi Kartu Tanda penduduk wajib pajak;

2.    fotokopi NPWPD;

3.    fotokopi Kartu Keluarga;

4.    surat   permohonan   pengembalian   bemlaterai
Rpl0.000,00   (sepuluh  ribu  rupiah)  dan/atau

dalam  hal  permohonan  keberatan  dikuasakan
kepada pihak lain harus dengan melampirkan
Surat Kuasa;

5.    fotokopi  akta jual  bell/sertifikat  (kecuali  batal
transaksi) , bukti pembayaran BPHTB dari Bank
atau  Tempat  Pembayaran  Lain  Yang  Ditunjuk
oleh Bupati;

6.    alasan         pembatalan         transaksi         yang
ditandatangani  oleh  kedua  belah  pihak  dan
diketahui oleh Notaris (khusus batal transaksi);
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7.    fotokopi lunas PBB-P2 tahun ben.alan dan atau
melunasi tunggakan; dan

8.    SSPD-BPHTB yang sudah divandasi.
b.Wajib Pajak Badan:

pengajuan      surat      permohonan      pengembalian
kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati melalui
Bapenda  dalam  bahasa  Indonesia  disertai  dengan
alasan-alasan yang jelas dan dilampiri dengan:
1.    fotokopi    aJcta    pendirian    perusahaan    dan

perubaliannya;
2.    fotokopi susunan pengurus;
3.    surat   permohonan   bermaterai   Rpl0.000,00

(sepuluh ribu rupiah) ;
4.    Surat     Kuasa     jika     dikuasakan     dengan

bermaterai Rp lo.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5.    fotokopi SPIT PBB-P2 dan fotokopi lunas PBB-

P2    tahun    beljalan    dan    atau    melunasi
tunggakan;

6.    fotokopi akta jual beli/sertifikat  (kecuali batal

transaksi),   bukti   pembayaran  pajak  BPHTB
dari Bank atau Tempat Pembayaran hain Yang
Ditunjuk oleh Bupati;

7.    SSPD-BPHTB yang sudah divalidasi; dan

8.    keputusan    persetujuan    penggunaan    nilai
bulm    dalam    rangka    penggabungan    atau

peleburan   usaha   dari   Bupati   q)ad   Badan
usaha     milik     Daerah     yang     melakukan

penggabungan usaha (merger)  atau peleburan
usaha q[onsolidasi) dengan atau tanpa terlebih
dahulu mengadakan likuidasi) .

(6)   Apabila jan8ka  waktu  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat     (3)     telah     dilampaui     dan     Bupati     tidak
memberikan   suatu  keputusan,   maka  permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap
dikabulkan  dan   SKPDLB  harus  diterbitkan  dalam
waktu paling lama 1 (satu) bulan.
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(7)   Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilakukan apabila dipandang perlu oleh Tim

Pemeriksa. yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda.

Pasal 74

( 1)   Terhadap pemiohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal  73  ayat  (1),  Kepala  Bapenda  menunjuk  tim

pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan.
(2)   Berdasarkan    basil    pemeriksaan    terhadap    surat

pemiohonan  sebagaimana  dimal{sud  pada  ayat  (1),
maka dalam jangka walctu paling lama 12 (dua belas)
bulan  sejak  diterimanya  surat  pemohonan  secara
lengkap, Kepala Bapenda harus menerbitkan:
a.    SKPDLB,   apabila  jumlah  BPHTB  yang  dibayar

temyata   lebih    besar   dari   yang   seharusnya
terutang

b.    SKPDN,   apabila  jumlah   BPHTB   sama   dengan

C.

jumlah BPHTB yang seharusnya terutang; atau
SKPDKB,   apabila  jumlah  BPHTB  yang  dibayar
temyata    kurang    dari   jumlah    BPHTB    yang
sehamsnya terutang.

Pasal 75

(1)   Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajaklainnya
maka    kelebihan    pembayaran     Pajak,     langsung
diperhitungkan   untuk   melunasi   terlebih   dahulu
Utang Pajak dimaksud.

(2)   Pengembalian       kelebihan       pembayaran       Pajak
sebagaimarra   dimaksud   pada   ayat   (I)   dilakukan
dalam jan8ka waktu paling lama 2  (dua)  bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB.
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(3)   Jika   pengembalian   kelebihan   pembayaran   pajak
dilakukan    §etelah    lewat    2    (dua)    bulan    sejak
diterbitkannya  SKPDLB,   Bupati  atau  Pejabat  yang

ditunjuk  memberikan  imbalan  bunga  sebesar  0,6%

(nol koma enam persen)  sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pajak.

(4)   Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan
dengan     Utang     Pajak     lainnya,     pembayarannya
dilakukan  dengan  cara  pemindahbukuan dan  bukti

pemindahbukuan    juga     berlami     sebagai     bukti
pembayar-ya.

(5)   Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas
kelebihan   pembayaran   BPHTB,   kelebihan   tersebut
dapat   diperhitungkan   dengan   Pajak   yang   akan
terutang atau dengan Utang Pajak atas nana Wajib
Pajak lain.

Pasal 76

(1)   Pengembalian      kelebihan      pembayaran      BPHTB
sebagaimana

(2)   hggdimaksud   dalarn   Pasal   75   dilakukan   dengan
membayarkan kepada pemohon senflai SKPDLB yang
telch diterbitkan.

(3)   Pembayaran   kelebihan   pajak   BPHTB   sebagaimana
dimaksud     pada     ayat     (1)     dilakukan     dengan
menerbitkan SPP dan SPM.

Pasal 77

( 1)   Pengembalian        atas        kelebihan        penerimaan
pendapatan   dari   setoran   BPHTB   tahun   beljalan
dilakukan  dengan  membebankan   pada pendapatan

yang bersangkutan.



-87-

(2)   Untuk       pengembalian       kelebihan       penerimaan
pendapa.tan     yang      terjadi      pada      tahun-tahun
sebelumnya dibebankan pada belanja  tidak terduga

yang    pelaksanaannya    sesuai    dengan    ketentuan
dibidang pengelolaan keuangan  Daerah.

BABX

PROSEDUR PENENTUAN KEMBALI DAN

PENUNDAAN TANGGAL/  SAAT JATUH TEMPO

Pasal 78

(1)   Bupati     atas     permintaan     Wajib     Pajak     dapat
menentukan    kembali    tanggal/saat   jatuh    tempo

pembayaran dikarenakan keterlambatan diterimanya
SPPT.

(2)   Bupati atas permintaan Wajib Pajak dapat menunda
tanggal/ saat jatuh tempo pengembalian SPOP karena
sebab tertentu.

(3)   Bupati   dalam   menentukan   kembali   tanggal/saat
jatuh tempo pembayaran dan menunda tanggal/ saat
jatuh  tempo  pengembalian  SPOP  atas  permohonan
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilimpahkan kepada Kepala Bapenda.

(4)   Bentuk   Formulir   permohonan   penundaan   tanggal
jatuh     tempo     Pembayaran     SPPI`     sebagaimana
dimaksud  pada  ayat   (1)   dan  permohonan  tanggal

jatuh    tempo    pengembalian    SPOP    sebagainana
dimaksud   pada   ayat   (2)   sebagaimana   tercantum
dalam  Lampiran  XIX  yang  merupakan  bagian  tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB RI

KEDALUWARSA

Pasal 79

(1)   Hak   untuk   melakukan   Penagihan   Pajak   menjadi
kedaluwarsa  setelah  melampaui  jangka     waktu  5

(lima)  tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak,
kecuali      apabila   Wajib   Pajak   melakukan   tindak

pidana dibidang Perpajakan  Daerah.
(2)   Kedaluwarsa       Penagihan       Pajak       sebagainana

dimaksud pada ayat ( 1) tertangguh apabila:
a.    diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau
b.    ada  pengakuan  Utang  Pajak  dari  Wajib  Pajak

balk langsung maupun tidak langsung.

(3)   Dalaln  hal  diterbitkannya  Surat Teguran  dan  Surat
Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hunif a,
kedaluwarsa    penagihan    dihitung    sejak    tanggal

penyampaian Surat Paksa tersebut.
(4)   Pengakuan       Utang       Pajak       secara       langsung

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) humuf b adalah
Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya.

(5)   Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana
dinaksud pada ayat (2) humf b dapat diketahui dari

pengaj.uan  perrnohonan  angsuran  atau  penundaan
pembayaran  dan  pemohonan  keberatan  oleh  Wajib
Pajak.
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BAI XII

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 80

(1)   Bupati     dapat     menghapuskan      piutang     Pajak
dikarenakan   tidak   bisa   tertagih   dan/atau   sudan
daluwarsa.

(2)   Penghapusan  Piutang  Pajak  sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  (1)  ditetapkan  dengan  Keputusan  Bupati
berdasarkan usulan Kepala Bapenda.

(3)   Permohonan    penghapusan    piutang    sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
a.    NOP, nana dan alamat wajib pajak;
b.   jumlah piutang pajak;
c.    Tahun pajak; dan
d.    alasan penghapusan piutang pajak.

(4)   Piutang  Pajak yang  dapat  dihapuskan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.     SPPT;

b.    STPD;dan

c.    Surat  Keputusan  Pembetulan,  Surat  Keputusan
Keberatan      dan      Putusan      Banding,      yang
menyebabkan jumlah  Pajak yang  harus  dibayar
bertambah.

(5)   Piutang  pajak yang  dapat  dihapuskan  sebagainana
dimaksud  pada  ayat  (4)  untuk  Wajib  Pajak  orang

pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih
lagi karena:
a.    Wajib     Pajak     dan/atau     Penaliggung     Pajak

meninggal  dunia   dan   tidak  mempunyal  harta
warisan atau kekayaan;

b.    Wajib  Pajak  dan/atau  Penanggung  Pajak  tidak
dapat ditemukan ;

c.    hak  untuk  melakukan  penagihan  pajak  sudah
daluwarsa;
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d.    dokumen  sebagai  dasar  penagihan  pajak  tidak
ditemukan   dan   telah   dilakukan   penelusuran
secara     optimal     sesuai     dengan     ketentuan

perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
e.    hak  negara  untuk  melakukan  penagihan  pajak

tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu
sehubungan       dengan       adanya       perubahan
kebijakan  dan/atau  berdasarkan  pertimbangan

yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(6)   Piutang  pajak yang  dapat  dihapuskan  sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (4)  untuk  Wajib  Pajak  badan
adalah  piutang pajak yang  tidak  dapat  ditarih  lagi
karena:
a.    Wajib   Pajak  bubar,   1ikuidasi,   atau   pailit  dan

Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
b.    hak  untuk  melakukan  penagihan  pajak  sudah

daluwarsa;
c.    dokumen  sebagai  dasar  penagihan  pajak  tidak

ditemukan   dan   telah   dilakukan   penelusuran
secara     optimal     sesual     dengan     ketentuan

perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
d.    hak  negara  untuk  melakukan  penagihan  pajak

tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu
sehubungan       dengan       adanya      perubahan
kebijakan  dan/atau  berdasarkan  pertimbangan

yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(7)   Berdasarkan         permohonan         Daftar         Usulan

Penghapusan       Plutang
dinaksud  pada  ayat  (2),
Penghapusan    Piutang
Rp5.000.000.000,-  (lima

untuk       Penghapusan
Rp5.000.000.000,-   (lima

PBB -P2        sebagaimana
Bupati  dapat  menetapkari
PBB-P2     sampai     dengan

milyar  rupiah) ,  sedangkan
Piutang       PBB       diatas

milyar  rupiah)   ditetapkan
oleh  Bupati  setelah  mendapatkan  persetujuan  dari
DPRD.
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Pasal 8 1

(1)   Untuk    memastikan    keadaan    Wajib    Pajak    atau

piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak munghin
ditagih  lagi  sebagainana dimaksud  dalam pasal  80,
dilakukan   Penelitian   administrasi   atau   penelitian
lapangan  oleh  Bapenda yang hasilnya dibuat  dalam
Berita Acara.

(2)   Berita  Acara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (I)
harus   menggambarkan   keadaan  Wajib   Pajak  dan

piutang   Pajak   yang   bersangkutan   sebagai   dasar
untuk  menentukan  besamya  piutang  Pajak  yang
tidak dapat ditaSh lag dan diusulkan untuk dihapus.

(3)   Piutang Pajak hanya dapat diusulkan untuk dihapus
setelah adanya Berita Acara  sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1 ) .

(4)   Bapenda   menyusun   daftar   usulan   penghapusan
piutang    Pajak    berdasarkan    Berita    Acara    dan
menyampaikan   daftar   usulan   dinaksud    kepada
Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82
Pada saat Peraturan Bupati ini mulal berlaku, maka :
a.    Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 04 Tahuri 2017

tentang  Tata   Cara   Pemungutan   Pajak  Bumi  dan
Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (Berita  Daerah
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 Nomor 04); dan

b.    Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 62 Tahun 2011
tentang   Sistem   dan   Prosedur   Pemungutan   Bea
Perolehan  Hak  Atas  Tanah  Dan  Bangunan  (Berita
Daerah  Kabupaten  Kutai  Barat  Tahun  2011  Nomor
31);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 83

Peraturan    Bupati    ini    mulai    berlaku    pada    tanggal

diundangkan.

Agar    setiap    orang    mengetahuinya,    memerintahkan

pengundangan       Peraturan       Bupati       ini       dengan
penempatannya  dalam  Berita  Daerah  Kabupaten  Kutai
Barat.

Ditetaphan di Sendawar
pada tanggal 25 April 2025
BUPATI KUTAI BARAT,

FREDERICK EDWIN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal 25 April 2025
SEKRETARIS DAERAI+ KABUPATEN KUTAI BARAT,

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 7.
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LAMPIEN I
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR TAIIUN 2025
TENTANG
TATA   CARA   PEMUNGUTAN   PAJAK   BUMI
DAN       BANGUNAN       PERD ESAAN       DAN
PERKOTAAN   DAN  BEA  PEROLEIIAN   HAK
ATAS TANAII DAN BANGUNAN.

SURAT PEMBERITAIIUAN OB`JEK PAJAK



KETEFENGM
-     Gambar  sket/der`an  lokasi  objek  pajak

tenpa skala, yang dhubungkan dengan
jalan      rays/     ial8n      prctckol,      jalan
lingkungan   dan   fainJaili,   yang   mudah
dketahui den umum.

-     Sebutkan        bates-bates        pemilkan
sebebh iitara, Selatan,t]mur dan barat

contoh Penooambaran

I   I ..-. __ ..... ___ul.-
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LAIPIRAN 11
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
TATA  CARA  PEMUNGUTAN  PAJAK  BUMI
DAN      BANGUNAN      PERDESAAN      DAN
PERKOTAAN DAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAII DAN BANGUNAN.

LAMPIRAN SURAT PEMBBRITAHUAN OB`)EK PAIAK

No Formulir
LAMPIRAN SuRAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

1.JENIS TRANSAKSI  I 1. Perokai)Tan Dafo   D2. PGimLitBthiren rnaI 4JaoTdaan indivldLial

3. Pamutakrimn Data

;             in     KAB      KEc   KEUDES  BLoi<    NOuRurKODE   3.juMLAHBNG2.NoPmm---
5.  JNSPENGGUNAAN       1_      Perumahan

ENGUNAN 4_      tolaIApdlcPeEgivRto
7.     Hctowlsma
10.     LairLtam

13,    ApartBmen
16    Gedungsfrolah

I    4.BANGUNANKE     in

2       PeTkantoian / Swasto
5       Rumah sakft/ KD"k
8,     BgivelGugiv/Pt*iniini
11.    Bng tidakKema paiak

14`    Ponpa Bonsin

3_       Pabrik
6_      Chch Ragafl2ekreasi
9,     Gedung penenntaha
12_    Benguman perkir

15.    T8ngki Minyak

6, LUAS ENGUNAN
'M2)

8. "N DIBANGUN

9.  "N RENOVASI
11. KONDISI PADA

urmMNVA
i2. KONsrmKsi
13. ATAP

i4. DrmING

I . Sangat
Baik

7.Kill
10.  DAYA LISTRIK

TERp^sANGnyAITi

D2.Baik         E3.Sedang      I     4.Jekk     I
I.Ekija          I   2.Baton        I   3.BatuBala   I     4.Kflyu     n
1 . Iiecrabon/

B®trm/GtgGl-I
I  2.£!::::::£|  3.8fa:iced/  I    4.ABbes   I  5.Song   I

]'E:::LH  2.Beton       I  3.BatuBata/  I    4.Kayu    I   5.Seng   I
Conblok

6.TidckAIa   I
15.IIunAI                   1.Marm.r      I  2.Keramik    I   3.Tercoo        I     4.ELFC/I  5.Sfunen  I

16.LANGIT-lANGIT      i;ti4ketik/  I    2;:n:p!££bu]  3.TidckAch   I

17 juhaAiiAc   mspm    in window 18` AC sentral    I  1.Ada           E2.TdkAda

19  LUAS KOLAM
REINqne)I

1.Diposter|2.denganpctaps

20_  LUAS PEF`l{ERASAl\l##LAffiunffiBerat
Sedano DernganPenutup

Lantai
21. JUMAll        DON LAMPU

#NtsNGAV  EE %#
Tenth bat/

"P IAMPU
ED
DE
ED

22. JUMLAH LIFT

EE] gulpano
Dq  Banng

23. JuhlAll  TANGGA

LbrsBOFELAIJAN                         DD
Lbpo,com                            Dn

24. PAVJAI`G PAGAR qu)

BAHANPAenR      EI  BgivoeELE2 Beta/bat8wh

25.  PEMADAM
KEDunFow

1 . Hy] rant
2  Sriker
3. FiroAL

1 I Ado

1 . Ado
1 + Ado

2` TdakAda
2. Tdck lth
2. Tidak Arfu

26.  JML SALURAN
Paex

27.  KEDAIAMAN SUMUR ARTEsis Or)
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LAMPIEN Ill
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
TATA   CARA   PEMUNGUTAN   PAJAK   BUMI
DAN       BANGUNAN       PERDESAAN       DAN
PERKOTAAN   DAN   BEA  PEROLEHAN   HAK
ATAs TAr`IAli DAN BANGUNAN.

PEREOHONAN PENDAFTARAN 0B`JEK/ SUIREK PAJAK

PERMOHONAN PENDAFTARAN 0BJEK / SUBJEK PAJAK

Nomor
Lanpiran
Perihal Data Baru SPPT

Untuk PBB P2 Tahun

Yth.  Kepala Badan Pendapatan
Kabupaten Kutai Barat
di

TEMPAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nana        :   ....................-..-...........................................................................................

Alanat   :  ..........

Dengan ini mengajukan permohonan data baru atas objek Pajak :
Nana Jalan
NOP :mml     11111111111

Kelurahan :   ................................................................................

Kecamatan   :   ................................................................................................................

Kabupaten :

Karena sampal sant ini objek pajak tersebut belum pemah dikenakan Pajak Bumi dan
Bangrman ( PBB P2 )

( belum pemah diterbitkan SPPT PBB P2-nya )
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :
1.     Foto copy KTP/KK.

2.    Surat Kuasa (dalam hal permohonan ditanda tangani pihak lain).
3.    SPop dan/atau LSPOP.
4.    Foto copy Sertifikat/Akte `Jual Belt/Hibah/ Warts/Dokumen lainnya.

5.    Surat          Keterangan          dari          Kepala          Kampung/ Lurah
menyatakan  :   ..............................................................................,...

yang

6.    Foto copy SPIT tetangga sekitar yang berbatasan langsung.
7.      Dokumen  lainnya  :  ..........................................
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Demikian permohonan kani, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

``.``.`````.``-```.,.`.-``-```.````.``--``-``-```'

WAJIB PAJAK/ KUASA WAJIB PAJAK

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 25 April 2025
BUPATI KUTAI BARAT,

FFEEE
F`REDERICK EDWIN
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LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
TATA   CARA   PEMUNGUTAN   PAJAK   BUMI
DAN       BAVGUNAN       PERDE SAAN       DAN
PERKOTAAN   DAN   BEA   PEROLEHAN   HAK
ATAS TANAII DAN BANGUNAN.

PENULISAN HOP PBB-P2

PEMERINTAH KABUPATEN  KUTA] BARAT                                           NOMOR SERI SPPT
B,On.\N  PEND,u^T,IN D,diR,u[                                                        3RT BB

BUKAN MRin>AKAN BurTi EH.ERdH.n:AN I+AK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHIIN

MOP:

_8`l  `9  Ilo

141516 th

1111--
I

I    KODE PROPTNST

'   KODE KABUPATEN

I    KODB KECAMATAN
'   KODE DESA/KELURAIIAN

IL.
KODE BLOK

- ~`{    NOMOR URUT DAIAM sATu BLor

i    KODE KIIUSUS ( SUDAH SISMIOP

Keteramgan :
Digit  1 dan 2
Digit 3 dan 4
Dngt5,6dan7
Digit 8,9 dan  10
Digit  11,12 dan  13         =
Digil  14,15,16 dan  17  =

BELUM SISMIOP )

Kode Propinsi
Kode Kabupaten
Kode Kecamatan
Kode Desa/Kelurahan
Kode Blok
Kode Urul Objek

Digit 18                            =  Tanda Khusus (Sudah/belum sismiop)

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 25 April 2025
BUPATI KUTAI BARAT,

FREDERICK EDVIN



Nomor
Lampiran
Per'hal Mutasi Objek/Subjek Pajak

untuk PBB Tahun  ......

Yth. Kepala Badon P®nd.p&tan Dcorah
Kabupaton KLit.i Berct
di

TENPAT

Yang bertanda tangan di bawali ini :
Name
No. KTP
Alamat
Kampung«elu rahan .)
Kota/Kabupaten

NO.......Telp.

Kecamatan

NFWPD

Sebagai wajib pajakA{uasa wajib pajak .) PBB alas objek pajak yang terletak di
Alamat                                     : Jln
Kampung /Kelurahan .)
Kabupaten

NO.......Telp.

Kecamatan

:a::t:r::#:ua!.np.EHmaEEs,EHdEEHUEH
PBB tahun  ......... „  karena  :

1.   Peralihan hak atas tanali seluas :  ........ m2 dan bangunan seluas :  ......  m2,  karema jual-beli/ tuker menukar/
hibah/  hibali  wasiat/  waris/  lelang/  putusan  hakim/  hadiah  .)  berdasarkan  Akta/Risalah  Lelang/Putii§an
Hakim  .) fanggal  ...........  nomor

Beri tanda X pada kolom yang dipilth

Bersama inJ dilamplrkan pula :
1.   Surat Kuasa dan wajjb pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang/pihak lain).
2.   Foto copy KTP atau  identitas Lainnya dari wajib pa|ak.
3.   Surat Pemberitahuan Oqek  Pa|ak (SPOP) dan  Lampiran  SPOP yang teLah diisi dengan ielas,

benar dan lengkap serta dhanda tangani.
4.   Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun pdyak beqalan.
5.   Foto copy bukti pembayaran PBB (SSPD/SITS .) tahun pajak beqafan.
6.   Fcto copy suTat tanah dan atau bangunan/Surat Kcterangan dari kepafa Desa Aurah mengenaj

pemilitan/penguasaan atas tanah dan atau bangunan.

Demikian alas perhatiannya disampaikan terima kasih.

`) Corct y.I.9 tidck pedu

WAJIB PAJAK/KUASA WAJIB PAJAK`)



D-

8.  PERMOHONAN MUTAS/PBRUBAHAN 0B`JEK/SUB`JBK PAIAK - K01,EKTIF

:  REwi         PBRHOHONAV HUT^8I OErml[/SUB`JBKPAIAK-Hot,Rlrm       ffl

Nomor
Lampiran
Periha' Mutasi

Objek / Sut*ek
Pqjakuutuk PBB P2 Tahun
'ahun......

Yth. Kopala Badan Pondapatan Daerah
Kabupeten Kutai Barat
di
TEMPAT

Yang berfanda tangan ditiawah ini :

Kepala
Kampung/Lurah .)
Kecamatan
Kabupaten

dalam  hal  ini  bertindak  unfuk  dan  atas  name  pare  wajib  pajak  sebagaimana  dafter terlampir,  dengan  inj
mengajukan  permohonan mutasi/perubarian data objek/suojck   pejak untuk SPPT PBB Tariun  ....,.
karena peralihan hak atas tanah / bangunan.

Bersama ini dilampirkan pula:                                                              Ben. (ande xpadeko/om ysng a/.pi.//.A
1.    Daflar penJbahan Data Objek/Subjck Pajck yang diisi secara

lengkap dan ditanda tanganKepala Desa / Lurah dan dikctahui Camat.
2.    SPOP  danLampiran SPOP Kolektif ( Untuk Bangunan )
3.    Fcto copy sppT tahun pajak ber)alan.
4.    Foto copy sspD/STTs tahun terakhir.

MENGETAHul,
CAMAT.......

•) Coot yang tidck p.flu

KEPALA DESA/LURAH  ......

I
unL|I

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 25 April 2025
BUPATI KUTAI BARAT,

ha
FREDERICK EDVIN
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LAMPIEN VI
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
TATA  CARA  PEMUNGUTAN  PAJAK BUMI
DAN      BANGUNAN      PERDESAAN      DAN
PERKOTAAN DAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAII DAN BANGUNAN.

SURAT PBMBERITAHUAN PAIAK TERUTANG

PEMERINIAII KABuPATEN KUTAI BAR^T                                                                            sFpr fee
B^D^N PEhlpr\PATAN                                                                                                       I.`7Nm..I:±<u.+^xAil COAII teirfe-utxm I.rm,    -

SLIFIAT PENBEFtlTAHuAN PAJAK TEFtHUTANC
PAJAK BUMI DAN I)ANCuNAN TAiiu||  . . . . .                                           AKUN .

NOP:   illmH           illD
LETAK OBJEK PAJAK NAMA DAN ALAVAT WAJIB PAJAK

DuSuN/J- NAMA   :  ..'.......

RT.....Ow...... DUSuN/JALiIN ...
DESAueL........ RT.  "..RW.  .....!NFWPD,I ,   ,

I          I          1111111111

KEG......

RABUPATEN KUTAI BAF`AT

OBJEK PAJAK LUAS (M2) KELAS NJOP PER M2 (Rp) TOTAL NJOP (Rp)

BumiIBangunan

I I I

'  NJOp sebagaidasarpengenaan PBB          =

NJCPTKP (NJOP "dak Kena pajak)           =

NJOP untuk perhifungan PBB

PBB yang Terhutang

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARuS DIBAYAR (Rp)

TGL jATUH TEMro : Sendawar.......
TEMPAT PEMBAYARAN : KEPALAI

rouAWP Diterina tg'

Lctak objck pajak          .     Kecarnatan TandaTengan(.......                         ..............)

Kelurahanmampung

NOPsppTTahuwhp  in                I  I  I  »  I  I  lillD
NamaTerang

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 25 April 2025
BUPATI KUTAI BARAT,

FREDERICK EDWIN
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LAMPIEN VII
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
TATA  CARA  PEMUNGUTAN  PAJAK  BUMI
DAN     BANGUNAN     PERDESAAN     DAN
PERKOTAAN DAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAII DAN BANGUNAN.

SURAT KETERANGAN N.OP

p E M E R I N T A H  K A a u p AT E N  raJTAI BAF`AT
BADAN   PENDAPATAN DAERAII

Komplek Perkantoran Jl.Komplek Perkantoran Ill
Fax. (0545) 4043879  -Telp. (0545 ) 4043878

SENDAWAR

SuRAT KETERANCAN NJOP
NOMOR

Yang bertandatanoan dibawan ini
1.    Name
2.     NIP
3.   Jabafan

Sesuai dengan kctentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang NomcN. 28 Tahun 2009 tentang ajak Daerah
danRetibusl   Daerah danpasal 60 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kirtai Barat Nomor 10 Tahun
2010terrtang Pajak Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 33 TaJ`un 2013 denoan I.ni
kami infomasikan bah\^/a sesuai basis data PBB P2 di Badan Pendapatan atas otyck pajak  :
Nomor objek pajak        : illillmmmmE
Letak Objck Pajak

Djperoleh data sebagai benkut

Luas Bumi
Luas Bangunan
NJOP Bumi
NJOP Bumi BeTsama
NJOP Bangunan
NJOP BangunanBersama      :

NJOP Keseluru han
Terbilang   (          )
Nana Wailb Pajak
Alamat Waiib Pq)ak

/M2    =   Rp
/M2    =   Rp
/M2    =   Rp
/M2    =   Rp

Perlu kami sampair(an bahwa NJOP PBB adalali sebagai dasar pengenaan dalam menghitung PBB P2
Yang terutario dan bukan sebagai dasar nilai hansaksi.
Demjkian Surat Kete.angan NJOP ini dibuet unfuk dapat dipe.gunakan seperlunya. Apabila dikemudfan hart
terdapat kekefiruan akan djbefulkan dan ditlndaklanjuti sesuai dengan  ketentuan berlaku.

Dibuat di               :    Sendawar
Padatanggal       :

KEPAIA BADAN PENDAPATAN
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PERIIOHONAr`i' SURAT KETERANGAN NJop PBB

Nornor
Lamplran
Perihan Pemohonan Surat Keleranga n

NJOP PBB tahun  ......

Yth.Kepab Badan Pendapatan
Kabupaten Kutai Barat
di

TEMPAT

Yang bertandatangan dibawah ini :
Nana
No. KTP
Alanat
Desa/Kelurahan.)
KOC)

NPWPD
No.........Telp..........„..RT.„..„..RW.......

Kecanatan

Sebagai waiib pajak^uasa waiib paiak .) PBB alas ot*ek paiak yang terletak di
A'amat                                :   Jln
Desa«elLfl'ahan.)
Kabupaten

No.........Telp................RT.........FW.......

Kecanatan

(Khusus unfuk Opiek Pajak yang sudan terdaftar pada Dines Kabupaten Kutai Barat)
No.SPPT/NOP            :    illHI    11111    1111111    I    I    I    lE
Nama Wajib Pajak
Dengan ini mengaiuken permohonan untuk mendapatkan Surat Kcterangan NJOP PBB tahun ....... untuk
kepeha :

Beri[anda X Dadckolom vana diDIIin
1.     Pembuatan Akta Tamah/Lelang/Pendaftaran Hak atas Tanah.)

Bersamal 'hi diifamp`man p\rfe `.Beri tanda X Fiada kolom vana diDIIIh
1.    Foto copy KTP, Kartu Kehiarga atau identitas lainnys dari wajlb paiak/pemohon.
2.     Untiik otgiv pajak yang sudah terdaftar  :

a    Fcto copy Sulat Plemberitahuan Pajak Terriutang (SPPT) tahun terakhir.
b.   Foto copy bukti Pembayaran PBB (SSPD/SITS) tahun terakhir.

3.     Untuk objek yang belum terdaftar  :
a.   Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lamplran SPOP yang telah diisi dengan

jelas benar dan lengkap serta ditanda tangani
b.   Fcto copy surat tanah atau bangunan/ Surat Keterangan dari Kepafa Desa atau Lurah mengenai

pemilikan/ penguasaan alas tanah dan atau bangunan
c.   Fcto copy SPPT PBB alas obiek pajak yang berada disekitamya (berdekatan) yang telah dikenakan

PBB.
Demikian alas perhatiannya disampaikan terima kasili.

I) Coret yang tideki)®du

WAJIB PAJAK/ l<UASA WAJIB PAIAl( .)

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 25 April 2025
BUPATI KUTAI BARAT,

F`REDERICK EDVIN



=1:

LAMPIEN VIII
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
TATA  CARA  PEMUNGUTAN  PAJAK BUMI
DAN     BAVGUNAN     PERDESAAN     DAN
PERKOTAAN DAN BEA PEROLEHAN IIAK
ATAS TANAII DAN BANGUNAN.

BERITA ACARA PENYERAHAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT)
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN  .......

NOMOR

Pada hari ini  .....
I.      Nama/N[P

Jabatan

'anogal yang bertandatangan dibavrah jni

Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Kutai Barat.
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

11.    Name/NIP
Jabatan                    : Camat Kabupaten Kutai Barat.
SelaJijuhya disebut PlllAK KEDUA

Pihak kesatu menyerahkan  kepada  pjhak kedua dan pihak kedua menerima dari pinak kesatu   Surat
Pemberitahuan Pajak Tewhutang (SPPT) buku DHKP I.11 dan Ill Pajak Bumi dan Banguman   Perdesaan
dan  Pert(otaan  untuk  wilayah  kecamatan  ............... „.„ ..,......  Kabupaten  I(utai  Barat.  Dengan  rincian
sebagai berikut :
I.      Sektorperi{ctaan :

1.  Surat Pemberitahuan Pqjak Terhutang (SPPT ) sebanyak
2.  Daflar Himpunan Ketetapan pokok (DHKP) sebanyak     =
3.  Jumlah kctetapan sebesar Rp

11.    Sektor perdesaan :
1. Surat Pemberitahuan Pajak Temutang (SPPT ) sebanyak
2. Daftar Himpunan Ketetapan Pokok (DHl(P) sebanyak= ...
3. Jumlah ketetapan sebesar Rp

Otiek Pajak

Opjck Pajak

Adapun  daftar  rincian  jumlah  SPPT  dan  DHKP  per  l{ampung/Kelurahan  terlampir  untuk  masing-
masing Kampung/Kelurahan dengan penjelasan sebagai berikut :
1.     SPPT harus disampaikan kepada wajib paJck selambat-lambatnya tanggal ............. „
2.     Potongan tanda terima sppT disampaikan kembali ke Dimes.
3.     Pajak tertiutang PBB P2 dibayar pada tempat yang telah ditemukan.
4.     Tanggaljatuh tempo pembayaran PBB P2 adalah tanggal ..............

Demiki8n Berita acara ini dibuat dalam rangkap 3 untuk digunakan sebngaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
CARAT

PIHAK KESATU
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAIl
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BERITA ACARA pENyERAiiAr\I
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT)
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN .......

Pada hari ini ....... „.„.   tanggal ........... yang bertandatengan dibawah ini
I.     N8ma/NIP

Jabatan                     : Camat
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

11.     Nfama/NIP

Kabupaten Kutai Balat.

Jabatan                        :  Kepala Desa/Lurah .......................... Kecamatan
Selonjuthye diset)ut PIHAK KEDUA

Pihak kesatu  meTiyerahkan kepada rihak kedua dan pihck kedua menerima dart phak kesatu   Surat
Pemberitahuan PQjck Terhutang (SPPT) I)uku DHKP I,11 dan Ill Pajak Bumi dan Bangunen   Perdesaan
dan  Perkotaan  untuk wilayah  Desa/KeluTahan
rincian §ebagdi berikut :
I.     Sektor pert(ctaan :

Kecamatan.........bengan

Surat Pemberitahuan Pajak Temutang (SPPT ) sebanyak
Daftar Himpunan Ketetapan pokok (DHKP) sebanyak = ......... buku
Jumlah kefetapan sebesar Rp

11.    Sektor perdesaan
Surat Pemberitahuan Pajak Terfiutang (SPPT ) sebanyak
Dafter Himpunan Kctetapan pckck (DHKP) sebanyak      =
Jumlah ketetapan sebesar Rp

ODek Pajak

......................  Opiek  Pajak

.....   buku

Adapun  daftar  rincian jumlan  SPPT dan  DHKP  per  Desa/Kelurahan  terlampir  unfuk  masingrmasing
Desa/Kelurchan dengan penjelasan sebagai berikut :
1.   SPPT harus disampaikan kepeda Wajib PaJak selambatJambatriya tanggal ......... ~ ......
2.   Pctongan tanda terima SPPT disampaken kembeli ke Dines.
3.   Pajak terhutang PBB P2 dibayar pada tempat yang telan dftenfukan.
4.  Tonggal jatuh tempo pembayaran PBB P2 adalah tenggal ...„.

Demikian Berita acara ini dll)uat dalam rangkap 3 untuk dipengunakan seperlunya.

PIHAl< KEDUA
KEPAIA DESAA.URAl+  .....

PIHAK KESATU
CANIIT....
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Tanggal Jatuh Tempo:
Tumlah yang harus dibayar (temasukbenda) jiha pembayaran
Dilakuhan pada bulan ke (sctelah tanggal jatuh tempo) :
I
11

"itL!

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XJ]

rm""
XIV
X\,
rvl
rvn
IV'[[
mx
XXun
XXLL

ununmv
Tanggal pen`bayann   :                       L.T :        Tanda Tenma
Junleh yang dibayar   :                        LB :                                                     dan               Rp

PEMEFtlNTAH  KABuPATEl. KUTAI BARAT
IIADAN PENDAPATAN DAEFtAH

SOFLAT SEroFtAN pAJAi{ DAERAH IesEN)I PBB

I:#m:=#¥#ay8mnP;BTTrdari:±
Nana Wajjb Fhjck
Lchk Obick Pajck

Nonor SPPT (Ncm)
SQiundch .Rp

Tanggal Penbayann
Junlch yang dibayar

Tanggal Penbayan n
JumJch yang dibayar

Kceanatz]nKEEffiJthE--1111

Cap BenkA>co

Tonda T®in.
Rp                               dan

Tenda T®rima
Rp                             dan

Cap Bankmo3

Cap Benkfl]es

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 25 April 2025
BUPATI KUTAI BARAT,

F`REDERICK EDWIN
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LAMPIEN X
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN     BANGUNAN     PERDESAAN     DAN
PERKOTAAN    DAN    BEA    PEROLEHAN
IIAK ATAS TANAII DAN BANGUNAN.

SURAT SETORAN PAJAK DAERAII BEA PEROLEHAN HAH ATAS TANAII DAN
BJAVGUNiAV

URAIAN (in,.,  !LbLEA} a.mrfu
Nior foe/ M2idrtlbad-..rfun.qppT PBt)

LUAS Njop  PflB/ M2
hm(unm }Jn. b*o}. dip`iitctl) llh.I.  trfj.ilio). p.n]kh.e  hck I'chun,

T.onl` ( tv4nii ) 7 .m2
I    9    i  R,

I Rp
|n,I, 7 I -I 9

E'mfunm 8 ..-m=
1'0

lRp 13 RO,ul, a  t ,oat,10

Nxr Pen I) XP\I,ol.,,   I  I   -   A,,eta   I  '

A.   Ha.ga t]artyak^.     Nllal  fBHr

-5   jen.i pemlchao bat alas lamb dan .I.u bangur`-a

I 6. Nonpr ScrtW'ix.I

C. rENr,HITUNri^N  Bl`HTB  (ham

Rp   )J  932.OcO

a ditsi  hcrdasarkan
I, N.la. Pe.old`ali Ot]ck  P.jck ( Nrop) .Imp.hdlkan "b. p.di I)  1 ) d4n 814

i  Nit.I  PcT.Wden ObN.I  P.jet Tidrk  Ken. P..I  {NPorTXpl
Nlhi pt.ol.h.n otry.I .i;i= k.nl Pajck (NFofKP) angle I - rty` 2

•  I)ci Pciol.ban hal .Ia. I.nab d.n bd[`gun.A y.ng erul.ng Sty. ` 'ng*. j

flml..~L-. fkL^o r. .Im p.Lh-. I)

I+R1'alun

lt-ap Pcityci-.a r`lchui.I  Pad. fl.  ^n  r.rw  R IM A A r-n^ r+ `T) A  ` ,,.w  k .itni.a    I; I  `  I 4.` i ri I  rT  ril'r)  1.L 1 (./rA F! A  (  J`f` `` I,  `[ `T} ^`v Af!

wAJiB p^.^* / pLN`.POR             pp^T^.oT^R|st         TEfiTiifF#JiLf^HRAl``        ..oA* R>.D.o^i.|x D.urn
l< ui®i Bu.I.                        20                            MLNG ETA Hu I `

K^B. kLjT^i 8^n^T                        BpiiTB                                    in. [L`T^I iAii`T
14n±;t!al                                                       I.pDa zliaibI PBB  a  BPHTe

____ _  __  ___ _  _                   ___ _____._ .,-,,---- T~--I  h`     Tchh`i|`--chfiLin---`---



UR^l^N (r}Ii"or`dn^Saami.u        i    (D8ubad-rfunsfpTma]NJOPPBlgivM2 I.UAS NJol' POB/ M2
hapxu on } .nt h*o} . dip`:nlch} (.hrL I.a.Iha}. |*~thm h*I,hun'

Tanl' I tuni ) 7 ..  ...  mz 9 Rp, '1 Rp.I,n®|,7,ml29

I Banguan 8 •--m2                                   „OI  Rp 12 Rp-a,l,I, J]  , ,ntk,  to

NJor Pf'll , 13 „PmioL-a   11   -   (ii)pl;a   I   '

E]:::::h;'::ays:#8P#R^N(,B^\^usKPDB
KUR^NG B^\`^R T^MB^tl^`'.t                           Nwror

i   l'mguiaTigal) dib.aing *endil I  mcni.LL

a

T.ngffl

juML^l] V^NG DlseTon( dad.in ]ngka)

that...I-poho .. .h p+I-. I)

P,'1','un
Hrap P®vclor.a D.lalukin  P-d.  fll  t`.1  P["` k lM A ^N  fl A Pt. `1) A `unur  a.I cni®g    I) 1  I 14: I (* I  PT   F` in L` `lTWT`RA  C AU 4` ( i  `| `T) AW `fl

Kulal  a,,a' .....,., !0
WAI[B P^J^h. / PENt.Eton

*IEJIGET^HUI
pi.^i`nroT^Rls/

IC^B. kuT^l B^R^T

DITERIMA (lLEH
T[Mp^T p"e^`.^R AI`

BptlTB
T`n6grl

TA,hD,;a.iE
•JID^.`. R *D.u^T L`. DAI R^B

Ei`i I L'T.`] .iunT
x.pal. eid]| PBB a Dp»7B



FI            I   No.tor cx]/cl p.I.I  Daerih  (NOPD Pob)

I. lad.I taech d.n hlngun.a

)  k€lural]u / D€u

5   Kccrmofim

RT'nv|'     ....,

b  X.abupelon/ Xou    A.b  KutLi  Ball(

(rh,oiuL:L^J:daealou {frouNJ°£&B.P's#2TPBB Luas Niop pBrv M2
hri.ul.n } qi bko). a.p`:ruld)) I.hn  ¢rTjulo}. p.a)lch.A hd[I,hun'

7 ....  ,  m2 9iRp '1 Rpanck. 7 I im.. .

UR^l^N

T.wh lbun.I}

Ia-
NJOP Pf'F'

•.  lJ.rga o'arL.alii  .  N.I..  f`a*.r

-5 . Jen.I p-ol.h.i` b.I .u` I.mh dan .I.u t}.n8un.o

i6  Noriior Scn.l`it.(

',Rp
in,I, , I ,nlt, '0

'3
`

I,,i,I.,    I   I      .    .ulnL,I    I   ,

Rp   319J2 000

I). Jumlch setoran hcTdasackan

I   Pcogh-vng.n  Vl'.)ih P.iak

t)  STpt) I)PHTB SKPDKB  kuR ^N(`I B^ ` ^R&PDt)

LURANr, 8^ y Alt T^ MB^H A `` . )

•   Ptng`.rang.o dlb.lung Scadq . mani.d.

a

No,t'o'                                                  T.a(g'l

%  B¢Idrs.rt.a  P.I.luran D.c]ch No.  I  Tihun ]1}!1

JUML^ll YMIG DIS£TOR(d.I un angk.I (dalun huiult

___   _i   R,y,,ah
Etoi..ul--ub-C. Ih a..I- I)

Pc'!ulun
M.coo Pc.`it`cr.. n.I.lulun  P.d3 Ht `m  PrNI  WIM^ ^N fi.Pl'`.li^  `.omi  R.icoi.£   a I I I.?I " I  PT   am K ^1 TIMT^R^  (  `n``(,  `1  `ri`w^k

Kulai  a,,,'.     I  I                     2U
W^Jl. P^.^X / `PEN`'ET0lt

MENG£T^HUI
PP^T"OT^BIS/

k^B. I(LrT^I 8^R^T

l'ITER'M^ ('Lt:t'
TEMP^T ftMB^`.^lt^N

BPHTB
IJn*t;,l1

~ia.iisi:i;Taho~~---
I^n^* n*o„^,^| DAI ft^|

I.`L xL.T^i BunT
Xl.pall 8.daoB PBB A B"n



B^O^N pENi>^p^i`^N Li^m.^q
K^aup^TF:rv I{uT^i  B^R^T

SUR^T Sf:T()RAN PAJAK I)AF,RAll
BEA PER()LEIJ^N llAK ^T^S T^N^11

DAN BANGUN^r`'

(SsllD-BPHTB)

No. P.I.y.,I.,l

\'o. SSPD

11)  Billing

L.d)bar 4
1 niu. fLad nmd.I-o ILEB

r)i.clak  Ranghap 3 (tlp).     ( I ) W'ajih Pajak./:) Pl'^T.'Pr^TS'KPKNL( 1 ) K.n[o. Pcrori.had .| 4) Bad.Ii Pcodap.`.a Dlcr.h,.5) Bae[

A             I. NaTi`a  wa)Ib paiaL

2   N't:

3  Alanat Wajiti Pajak

4. KelurahaD,I)csa

7  Kabupal€n/Kou

5   RTfl}Vl'    .   „             6   Kccamatal`

8   Kodc Pos

fl            I , Nomor obi.k p]i.(  D.crali  (h'OPD PBB)

2, Le(al larch din haiiguhan

3. Kclunban / Dci.

5, Kccun.tan

a    RT/RV ,,... /        .`

6  Kabupat.n r Kota    Kib  Kiini Ba.a(

UR^l^N \rh`s,  iot}L^.i dro .I.u in.,Nt°£.PriB,Els#2TPBB LUASNJOPPF)FyM2     i
I.dfuildi` }.rl8 hak4}'a dipcrolch} I ab`.A  tcTjuliti}..  pcrulchab  hckbhu»'

Tarul` lbuniit 7 ......  mz 9 Rp- '' Rpan.I. 7 t aA4t. 9

a.nquun * _m= '0 Rp 12 Rp1an,I,8,an4t,I0

NJol, PBl' '} r`p`ll,L'L.I)I-,L|'|'|..II?

E];:in#:::ans:;::BpaJ:R^NOBAt^RbKPDB
K|TRANr, B^y^R  T^MB^H^t``.t                            Nutitwr

i.   Pcngiimgan d.biung sendll i  moni..Ji

a

Tangs.I

•4   Bcld's.ikun  Pci.lu(an  D.clili  No`  I  Tabun  2U:4

JUML^II V^tra  DISETOR(d@i.in .ngk-) (dalun huiul)

I   Pup,all

Dml..-I-p.kh- C. .I.A .lil]-I L}

Pc''lalun  .

t{-rao Pciivclor.n  D.I.tulon  Peda  Dl.M)  PINl`PIMA ^N  a^Pt.t`.I)A  `'owtot  R..cnmg    01111!1 W I  PT   Rpn  K  `lTIMT^R A  C ^H^^'G  S[t`'n^W4R

Xu'al  BI,,I ..... I ....  I.20
W^J[B P^J^L. / PE:N`'ETOR

M ENG ETA 11 U I :
PP^T"OT^nls/

K^a. xuT^i B^R^T

DITm.M^ tiLEH
TEMP^T PEMBA`.^R^N

BPHTB
rdnt!gal

Td.bDI`.ontikae.
•^n^* [}'D.Lp^T,|x DAI R^|

(.\LxIT.\IB.+mT
[apala BidrgpBB a BPHTB

~-. I.a:a.rs.qu Di^ To...Top.    Mn`. l<.ftqs-+dti. Tmo t.,~                   }p



i B^D^N  PE:ND^P,`T.+N D^Ef`^u
i     l{^BUP^TF.N KU'T^[  BAR.`T    i

StJ'RAT SF.T{}R.`N PAIAK D.`F.RAl]
BEA PER{)LEllAN LIAK AT.`s TAr`'All

I)Ar`'BANGUN^r`'

(Sspl)-BPWTB)

r`'o. Pel-v.n.n

\'o. SSPI)

11)  Bl'lin8

Lcmha, S
1  nLu* ll.a.n Ttwd.|]a` lha

r)I..ctak  Rangkap 3 ( `ip). ( I t VI Bj.b  P.I.L/ : ) rp^TJT' r'^TS `t:PKNL( 1 ) K ao`t)(  Pc/.an.A.A .( .) Bd.n Peed.pat.a Da.r.h.t5 ) Bank

•\           I   Nana vl'aiib paial

2NIK

J   Ala"l Waiil) Paick
4. Kclurah3t) tJcsa

7  K.tquq:A/KOLa

;  R            I   No.nyob)tl p]i.I D.etch  (NOPD f'BB)
2. I*..I ..n.A d.n b&ogunam

3   KcluTahan / Dc.a

5   Kccarmui`

5   RTmw`                      6  Kccamalar`

x   Kndcpos

1    RT,Rvl'      .    .    '...''

6  K4bup.lcti/ Not.    L:.t.  LLul..  Barlt

UR^I^N (in,..idyl:L^j:dr.lou Dw«~±offrB,y`#2TPB8 Lu^s Niop pf`rv M2
tuntu..a } oi b.hay . I.p..nrdcl.) •.b`n  i.fj.fro}. p.r`ILb.A A.k_IuhunI

Tandi (t`un.I) 7 ``mz 9 R, 11 Rp•n.I. 7 I .nE[4 9a- 8 _mj '0 'Rp- 13 RpI,',I, 8 I ,nlt.  '0

NJCP Pfll) 13 KP•mL,L.I    11      ,     .''`,'L--,     I  \

-.  11..8a tr.a.eks.  ` Nilai paqr

ns   Jem poolch.n hal .t4s I.nab dan .I.u hangunan

I 6  Nomor Set.I.ik.t

Rp   lJ  9J2-OOO

a   P.ngliqungan  Vl.JIB P.iat

b` si.pD BPHTEi sxpDKB  KUR^Nt; t]^\.ARexpDEi

Pengurwig.a dih. (ufiB  i.ndll I  m<.ij.ul

N|,rt.`,r                                                        Taagg.I

•4   B.idrsa/tan PcL.Iurae  D.a.ch No`  I  T.bun Z02.

JUML^l{ V^NG DISETon(dalm .ngh) (daho hu. ul)

Rap,'h
I,a.I..",.I p'ol`o C. ,'1 p,h,,L I,

P1.Ill,Inn

ll.inp P.mcil].i® rhl.lulun  Pnd. flL-in PrN+ RIM` ^N  D^Pl=`'D^  `ormur  a.lcnln8    a I I  I.!m I  PT   apn t` ^lT"T`R A  C ^D``.(.,  `t`.r)^w^k

Kulal  BIral`         .               2(I                             MENGET^lluI                         I)lTERIM^  ()I.Ell
---~~id=h-Di`.mfikii.I

W^JIB I'^J^L. / PE.`t'EToft               pp^T"oT^ttis/           TEMp^T PE-wiB^-tT^i`^N          I.`D^.` n.`Dav^].|x D.uft^b
X^B.  KL;T^l B.`R^T                            Bpl]T8

rdnggal
I.`LXL'T.`]B.1L`T

XlcpiL. Bidan8 PBB d[ I)PHIB



I B^ij^~ p[hlj^r^i ^h u^Lk^M
k,\Bip^Tr`xi;T`i  R`fi^T   )

si'Ft `T SFT(iF`^N I..`J^K D.^F.Ft^ri
8[` I.ERt.I.I:H^N Ii^rt .+T^s T,`N^H

D^r`8.`h'Gur`'^r`'
'S.tp[)-Bl.I,Tf')

N®. Pc',vl„.n

*'o..SSPD

'D Bi"ng

L.hhar 6
(  n(uL M,

rkc{.I  Randrp  3  (`.p).      ( 11 Wajib P./&t /2| PP^T PP^TS'XPKNL( ` ) K.nlot Pcroruh.a  ( .) Bad.o Pcnd-o.tan D]cr.h.(5) a-rik

`           I   N.fT`. waiib piial
3Nlk

.`   ^ljmul Waiib Pa]ak

4  Kclur.hiti ttod
'  K.hquten'Kou

I   Noorw Obicl  l`-I-I  Drtych (Nol`D PElt))

I  I-..I ..a.h a.o l`.ngrm.r`
J   K,'\,I,ban ' D(,,

S   Kccae.lim

.<   RTmw.                     6  Kcc.ri.atal`
x   Kndc pos

RT-1'u        '

6  A.bup.(.o . Xol.    K.b  tut.i Bar..

trhw tor:L^S fho .fro (fro"E°Jxa.tL'#ng I.u,rs Njop pBrv M!
h-I.a-y..[ I.*e} . &p.:njch } •*n lcli..lby. fm}hi.a hLuhunI

7 ~1 ® r. '1 Rpae,,,  7  , ,a(,, y

* _m} '0 Rp 1= A,in,I, 8 t ,nlLI  '0

Uut^N

'J '

|r,uL     I       11        I         LI,Ill_I       I    `

4  H'.a. t']n.i.I., , N`'.I po..'
• i   jc") pot.l.h.n h.I .L .... nab d.a .Liu b.n8un.n
r b  N.mtr  ScT..(`iL.I

a   JJ ®)2 0cO

I"~chl ~(,1~ {.. JL ,LL,I t}

P,,'u'gA
H.r®o~.®m  rh,.lu.~  P.a.  W.  ^.)  PrNl .lu^`t.  f`.P+  `rt^  `u..ui  fir`.nirr    i'      \4``ti  ` i  iiT   iit`ri  i  `i  ri..iT  `H `  c ^ri^`(.  `i  `f```v^u

I. u'a'  a ,,,,.                           2')
V^JI. P^J^k / PEN`.ETOB

WE.`GET`11ul
PP A T "OT A R IS,

k^l), K`jT^l B^ltAT

.t*ii EL\.ri6fr,. -

Tt:rd.A-T.EriB^-`-^jt^r.          .^D^` R*.O^T^x DAlit^|
BPIJTB                                   ..+L X| ,^l |^L\,

Tln£*il                                             I.pg.efoi PBD a EIPH1.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 25 Aprd 2025
BUPATI KUTAI BARAT,

FREDERICK BDWIN
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LAIPIEN RI
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG    TATA    CARA   PEMUNGUTAN
PAJAK        BUMI        DAN        BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN BEA
PEROLEHAN   IIAK   ATAS   TANAII   DAN
BANGUNAN.
==================================

FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD - BPHTB

FOR`iL.LiR PER+IOHor`'^N pEr`'EL[Ti^N sspl) -BPHTB
I-mpi-n               :  I ( S-.u )S.t
Peril.I                    : Ihoy.-ip.i.n sspD I..i.`A dildi ti

B.a.n Pendap..n D.crah r`atL.pacn/Xoii L` u(.i Ba/.(
t.-€ tmnd-ae€ri d. b.vcr iru

N-. W.,,I) P.J'L^'-
NlrvP
No  Tc'cqu

Eb-. v.I .`rLc-Imnip..lun SSPD BP.1TB ui`tuL a.lclll] kG pcrolch.o h.L ace lmch a-I atq bmgld`.o giv.I bcn*ut
NOPD POB^l,|un,-
Dud(rfurutonX-"cn
Tc.Imp.. dBL`mcn -I).8.. btnko

I    Pt;rntbon.n Tcllulls wp
2   l-.n sspD BprlTB
3   Su.ut Kum (.^p.bll. dlLu-.Lm)
•    Fa.o Cop`  h`TP/KL,/Scpenis
S   Fo.a Cop}' ^tt. .vd Bcl.nuLer ^4cm.Lg/Hlbch/ Penlah.ri H.I/tth8®-bolteon Uah.6unt ( Pcngumumm ) Pcmcnmg ll di al /T.nd.

±urr_i':d,£`Lea,nJLAsuYaer;.is='RKuam:#.snur:Onb=yeus::fu¥°BTCT?K?h¥us=rp=Hm*L::)7&::°#£PqffiT(.sLCLeJ=B#,'unndut..¥kq
BPHT8 uneL.I  ^LI. Ju.  Elel.)

6   Fao Cop  ScniriL.I / Lctc. C
7   Sur-Kc.cai`8.n  R.-®-.( T.I`.l`  din Suia.  Xcecran8an  trdA  -n8Lcla >gig dllcl]hu.  I:clunhm  (.^ph.. s`.vl No  6  h.Lm  berup.-rill)
•   Fcto Cop}  SPPT Tch`.n bco.lm dn I.ui..a PBB  I  T.h`.nTcnlhlr
9   Subi UL`r (.^p-b.I. lLias T.nA bcr`bA d.I. A.al pcng`il:ur.a ) S`rat Kelelm8an .IIu Sur.I Pcnrty/8t.n }'-n8 .es`ui

• ) Corel ` -e I.d*: perlu
•.)Dal.mh.ld.*u-.A.n     .

Send.ver.„...„   .       20

W.I .b P-i.I/Ku.s. Welb P&jaL

S.td.h me..[uLao pan-Iha]n d.n p-`cl.t..n Spro a.HT. d.a co.urn-I p.ndu.ur.e a.n W.vt] P.pt4.r`[.n h. I.ml in.ny...I.n b.h`^..-

TEL^H  DlnLiTi  I)
Prop
NJOP Bum./M2

NJOP I).neun~2
PenglMtung.n  BPHTB

P€ngh..ungm BPFITB y.n8 dlgaer

NTPL`I  SSPD S.be.umny. 2)

Sere.*.r ,.,... „  20

T.I.h d.p.rill. ol.h,
(.p.I. Sue a.dan. BPHTB

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 25 April 2025
BUPATI KUTAI BARAT,

F`REDERICK EDVIN
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IAIPIEN HI
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 7 TAIIUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN     BANGUNAN     PERDESAAN     DAN
PERKOTAAN    DAN    BEA    PEROLEHAN
HAK ATAS TANAII DAN BANGUNAN.
=============-===-===-==========

SURAT "GIHAm pAIAI[ DABRAII

P E M E F` I N T A 11   K A 8 u P A T E N   KUTAI BARAT
I:FT a A D A N  P E N D A P A T A N DAIRAI+

-                E:xT!3£?:#a;::ra-nT:,I;.
Perkantoran   111(0545)4043878

SENDAWAR

8uRAT TAGlllAN PAJAI{ DAERAll
PAIAI< BUWII DAN BANGUNAhl

N      ff.                                                                                                                                        Tarrun:
Ta          I    enerbitan   .

Jumlah pajak yang terhutang                                              Rp
Yang masih harms ditrayar
L®t,k objek P.iak Neirra dan Alamet W.iib P.iek
Kabepaten
Kecamatan
KampungA<elurahan:
Alamat

NoP: mm---I , , , ,INOwPO:     111111     I     I      1111     I      I'-F®rineieriDtick~ys-nTterutana

1 Paick yarig terutana menurut SFapT/SKPD.) Tahun Rp
2 Telah dibayar tanmal                                                                                     I  Rp
3 Penouranaan                                                                                                       I  Rp
4 Jumtah yang daDat diperhituTrakan (angka 2 + arqka 3) Fto
5 Ifajak yang kurartl dibayar (ancka 1 -arqka 4) RO

6 Denda atndnjstrasi 2%     bulan x Ro                 (angka 5) RO
7 Paiak Yang terutang berdasaikan putusan BFSP dikurama ancka 1 FtD

8 Fbjak Yang masih harus diba`ar (5 + 6 + 7) Rp

Tangcol iafuh tempo : Tempat Pemba\faran
pEFtiiATrm

Sendawar„..,...1.    Surat Tagihan  Pajak  Bumi dan  Bangunan  (STP  PBB) ini
harus dilumasi paling fambat  1  (satu) bulaln sejak tanggal KEPAIA BADAN PEN DAPATAl\l DAEF`AL1
dite,lma. KABuPATEN KUTAI BARATNIP.

2.    Apabila  setelali  lewat  fanggal  jatuh  tempo  utaLng  pajak
belum     dHunasi,     maka     tindakan     pemaglhan     akan
dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa, pelak.anaan
she dan lefang.

(Pasa'
|'.'T,T,I.I.!FT.TT.F"ITi'?I:|'7miTiri7?I:FT."r?iTiFTir,;_•1:€:1.TTiFTli=TT,1:fT1;:TI:f=Tz='i

NamaWP. Diferina Tanggal . . .. . .

NPWPO                                             I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I
P®penl"N.:.=.=.=n£;5.a.i.a.FE.:.=gan

•-                         I  1111111  11  I
No. STP PBB
Tanggal F'enerbitan         :

Lembar ke 1 untuk Waiib Palak, Lembad. ke 2 untuk Badan PendaDatari Daeiah

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 25 April 2025
BUPATI KUTAI BARAT,

FREDERICK EDWIN
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"PIEN XIII
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN     BANGUNAN     PERDESAAN     DAN
PERKOTAAN     DAN     BEA    PEROLEIIAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

A.    PBRMOHONAN pEMBB'rul,AN spin - PERORANGAN

Nomor
Lempiran        :
penhai           : i;;'ri.6.ho.A.;'n i.;ri.inuLan sppT;sKprsTp.)

PBB tahun pajak  .......

Yth. K®p.I. Eladan P®ndapatan l]aerah
Hal)upeten Kt[tai Bant
di

TEMPAT

Yang bertanda fanga]i di  bewah ini :
Name
No. RIP
AIana' Jln    " .........   No.

k-a-ri.p-ing/Kelurahan.)      . :.::..::.`                 .... „  Kecamafan
Kcta/Kabupaten

NPWPD
Telp.     ."..

Sebagai wajto pajak^(uasa wajib paiak .) PBB atas objek pajak yang terletak di
Alamal                                                  :  Jln .......... „..  No.  „ ....  Telp ......

Karnpung /Kelulahan.)     `  ...........  Keeamafan
Kabupaten

RT.  .."""    .  RW ........

No`SPPT/NOP(lama)       :±-I     I     I     11     I     I     11     I     I     I                        I

DDeng.n inl mongqiukan pormohonan pombchilan ctas SPPT/SKPD/STPD .) P8B taeebut di .fas deng.n alas.n 8ebagai
benkwl `.                                                                                                                                   Beri tanda x Dado kolom yarra dipilih
1.   Kesalahan tulis  : nama wajib pejak (bukan 9anli/batik namavalamat \majib pajak/ alamat dyick

pajak/ No. SPPTrsKPD/SPTPD tahun pajakfanggal jatuh tempo .)
Data yang benar adalah

2,   SPPT/SKPD/SPTPD .) Llntiik  objek  pajak yang  sama ditetbitkan lebih dari  salu  dengan  NOP
yang  berbeda (pengemaan  ganda).  Diterima  agar NOP ................ dihapus.

3.   Kesalahan hitilng .  Penambahan/Pengurangand>erkalran/Pert.bag ran .)
4.   Salah/keliru   dalam   penerapan   perafuran   perundang-undangan   terhadap   fak[a/kenyafaan

objek/subiek   pajak   yang   sudah  jela§   benar   :   SPPT   yang   terbit   alas   objek   paiak   yang
seharusnya  bebas  PBB  (tanah  wakaf,  kuburan.  tempat  ibadal,  kantor  pememtah  dllysalah
penerapan NJKP/saJah penerapan sekter (otyek PBB Sektor Perdesaan/Perkofaan djkenakan
PBB Sekior Perkebunan/Perhufanan/Pertambangan afau sebaliknya .)

Bersama ihi dilamp`rkar\ pula ..     Bori tends XF)ado kolom vana diDIIih
1    Surat Kuasa dart \hpjib pejak (dalam hal irH dikuasakan I(epada orang/pihak laln}
2    Fcto copy KTP atau identhas falnnys dari wajib pajak.
3.   S`mt Pemberitahuan OQjek Pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP yang telah diisl dengan jeLas,

berrar dan lengkap serta ditanda tanganL
4.   Asli SPPTAsl(P/STP .) tahun pejal( yang beckenaan.
5.   Foto copy bukt) pernba)raran PBB (SSPD/STTS .) tahun terakhlr.
6.   Foto  copy  sprat  tanah  dan  atau  bangunan/Surat  Keterangan  dart  kepala  Desa  atau  lurah

mengenal penilikan/penguasaan alas tanah dan atau bangunan.
Demikian alas perhatiannya disarnpaikan terina kasih,

WAJIB PAIAK/I(UASA WAJIB PAJAK *)

•| Covet pq[ tl4al pedn
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8.    pEREolloNAN pEMBB`ruLAN spp'r - KOLEKTlp
PERLhloHONAN  PE}IBETULJLN SPPT - KOLEIC.IIF

NorTroi.
Lanplran
Perihal Permohonan Pembetulan

SPPT FOB tahun pajak   .

Yth.   Kepala B®dbn F'.ndapatan Daorah
Ket)upateri Nut.i Barat
di

TEMPAT

Yang ber(anda tangan di bawah inj :

Kepafa Desa/Lurah .)
Kecamatan
I<abupaten

dalam  hal  ini  I)ertlndak  unfuk  dan  alas  nama  para  wajit}  pajak  PBB  yang  ketetapan  pajakn)a  tidak  melebihi
Rploo.000.-   (selatus   ribu   riiplah)   per   OPM/P   sebagaimana   daftar   terlamrir,   dengan   ini   mengajukan
pembetulan atas SPFJT PBB tahun .... „...„ denqan alasan sebagaLimana tercantum pada daftar terlampir.

Ber§ama ini dilamp.rkan pilla:
1.     Dafter nana waiib pajak yang mengajukan pembe`ulan yang

ditandatongani Kepala Desa /Lurah dan dlkefahui Camat
2.     Lampiran spop Kolektif ( Untuk Bangunan  )
3.    A=li sppT tahun pajak yang berkenaan.
4.    Foto copy sspD/SITS  tahiin terakhir.

Demiklan stag perhatfannya disampaikan terTma kasjh.

MENGETAHul,
CAMAT  . . „ . .

•) Con.I yang tidek p.rlu

Beri tond8 X pads  kolom yang dfy}ilih IIILJ

KEPALAKAMpuNGn.UFIAH.......

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 25 April 2025
BUPATI KUTAI BARAT,

F`REDERICK EDVIN
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I[AMPIEEN AV
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN     BANGUNAN     PERDESAAN     DAN
PERKOTAAN     DAN     BEA    PEROLEIIAN
IIAK ATAS TANAII DAN BANGUNAN.

A.  PEREOHONAII PENGUENGAN / PBMBATAIAN SPPT-PERORANGAN

+:::TOHONANPENGUR+i_eANommTAENsppT/SKPD/STPD-pEROpT€ANL:L|
Norrror
Lanplran
Pert hal              : Pemohonan pengurangan/Pembatalan

SPPTA5KPD/STPD .) PBB tahun pajak  .......
Vth. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kutai Barat
di

TEMPAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :
NarrB
No. KTP
AJamat
Kampung/Kefurahan.)      ; :..::...::                           ..::::..-Kecain-atan
Kota/Kal]upaten

NPWPD

Sebagai wajib pajakckuasa waiib pajak .) PBB atas objek pajak yang terletak di :
Alamat                                                      :  Jln ..............  No .......  Telp ..............   RT ............   RW.
Kampung /Kelijrahan.)     :  „                            ....... Kecamalan
Kabupaten
No.st]FT/NOP(Lama)      .-HI    I    I     11     I    I    11    I    I    I                 H]

Dengan ini mengaiukan pemohonan pengurangan/pembatalan alas SPPT/SKPD/STPD 1 PBB
tersebut di atag dengan alasan sebagai berikut :                                                  Borf laride x aade hofom vara diD"

1.   Salah  luas bumi/bangunan .) luas yang  benar : bumi  ...~.. m2 bangunan  ..... „... m2
2.   Salah NJOP buml/bangunan .), NJOP yang benar : bumi Rp ........ /m2 bangunan Rp ...„.../m2
3.   Objek paiak secara nyata tidak ada.
4.  OQjek  paiak  sebaglaniseluruhnya.)  teckena  pelebaran jalan/erosi  sungai/pembebasan tanah/longsor

•). Sisanya : luas bumi  „..„...„.. ni2. Iuas bangunan ...~ ......  m2.

5.   Tanah/bangunan    tidak    lagi    menipakan    objek    pajak    )ang    dlkenakan    PBB    karena    :    tetah
divakao(an/mer`jadi l«Iburan/digunakan  negara unbl k  penyelenggaraan pemerin€ah/ dlqu nakan u nhl k
melayani kepentingan umum )@ng tidak mencari keurfungan .)

1.   Hak   sut*ck   paiak   terhadap   objek   pajak   dinyatakan  batal  berdasarkan  kepuAisan   pejabat  yang
berwenang atau putusan haklm )ang telah mempun)ai kekuafan liukum yang tetap.

Bersama ini dllampirkan pula.                 Ban brfu x oada /ro^cim lrara alinrm
1.   Surat Kuasa dari waiif) paiak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang/pihak lain).
2.   Fcto copy KTP atau identitas lainnys dar] wajib pqjak.
3.   Surat Pemberitahuan Opiek  Pajak (SPOP) dan  Lampiran  SPOP  yang telah diisi  dengan jelas.  benar

dan lengkap serta ditanda tangani.
(Khusus  untuk  keglahan  luas.  kesalahan  NJOP  atau  obiek  pqjak  yang  bebae  PBB  sebagianwhaslh
ado stianya)

4.  Asli SPPTrsKPD/STPD .) taliun pejak yang berkenaan.
5.   Foto copy bukti pernbayaran PBB (SSPD/STTS .) tahun terakhir.

Demikian ata3 perhatJannya disampaikan terima kasih

'| CoTt.t yang tidAk perlu WAJIB PAIAK/ KUASA WAJIB PAJAl{ .)

IIIII
II
E]
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8.  PERMOHONAN pENGURANaAN/PEHBATALAN sppT-KOL,EKTIF

_                 PERM_O_HONAN PENGURANGANffErmATAI,ap s_p=±:giE_:=Tr   _   _ul
Nomor
Lanpiran
Pethal                          :     PerrTiohoiian pengurangaM'embatalan

SPPT PBB tahun pajak   ......

yth. K®pala Badan Pondapeten Daerah
Kabupaton Kutai Berct
di

TENPAT

Yang bertanda tangan dibewah inl :

Kepala Desa/Lura h
')

Kecamatan
Kabupaten
dalam  hal  ini  berfndak  ilnfuk  dan  alas  nana  para  \ngjb  pajak  PBB  yang  ketetapan  pajaknya  tidak
meleblhi   Rpl00.000,-   (seratus   ribu   rupiah)   per   OPAVP   sebagaimama   daftar  tehampir,   dengan   ini
mengaukan   pemchonan   penguiangan/pembatalan   atag   SPPT   PBB  tahun   ...........   dengan   alasan
sebagaimana tercantum pada daftar tchampir :

Bersama ini difampirkan pula: Bori tande X peda  kotom yang dfo«ih

1.     Daftar nana wajib pajak yang meng3|ukan pengurangan/pembataLan
yang dhandatangani Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat

2.    SPop dan Lampiran spop Kolektif (Untuk Banguman)
3.    Asli sppT taliun paiak ysng berkenaan.
4.    Fcto copy sspD/STTs tahun terakhir.
5.    Khusus unfuk pembatafan dengan a]asan objek pajak lidak ada:

Surat pemyataan dan Kepala Desa/Lurah yang menyatakan bahwa ODek Pajak
yang dibatalkan tersebiit melalui jenis pelayanan Pendaftaran Ob)ek Paiak Baru,
balk atas mama wa|ib pajak semuLa maupun alas nana majib Pajak lain.

Demitian alas perhatiannya disampalfan tchma kasih.

MENGETAHul,
CAMAT

l{EPALAKAMPUNGfl.URAH

III
E

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 25 April 2025
BUPATI KUTAI BARAT,

fa
F`REDBRICK ED`VIN
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I"PIEN rv
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN     BANGUNAN     PERDESAAN     DAN
PERKOTAAN     DAN     BEA    PEROLEIIAN
IIAK ATAS TANAII DAN BAVGUNEN.

SURAT PERMOHONAN PEHBAYARAH ANGSURAN PBB-P2

PEMERINTAH   KABuPATEN   KUTAI   BARAT
a A D A N   P E N D A P A T A N DAIRAll

Komplek Perkantoran Jl.I<omplek Perkantoran Ill
Fax. (0545) 4043879  -Telp. (0545 ) 4043878

SENDAWAR

SuFtAT PERNolloNAN PENBAYARAN ANCSuRAl\I PBB-P2

Yang bertandatangan dibawah ini :
Nana
Alamat
Bert[ndak untuk dan alas nama
Name
NOP                     :               I                 I                  11                  I                 I                       I                 I                                          I                 I                                         I                 I

A'amat

Dengan iri menyatakan, telah menyampaikan permohoman pembayaran angsuran utang paiak pada tanggal
....... sebanyakh ............  kali angsuran, terhadap  surat K®tetapan  Pejak Daerah yang telah

diterina

a.      SKPDNo
b.     sKPDroNo
c.      SKPDKBTNo
d.      STPD No

Pembava ran a ngsu ran

No. Tanggal AI`gsuran Ke AngsuranPokok a,ayaAdmiristrasvDenda
Jumlah Angqaran

a. Tql`.I.... Angsoran
b. 'Tg,....... Angsuran
C.

'Tg'.......
Angsuran

d. Tal....... Anosuran
Jum'ah I

Jika penbayaran tersebut tidak dipenuhi. maka pemagitian akan dilakukan dengan surat paksa, tanpa
peniberitahuan terlebih dahulu.

Sendawar.

ungctahui
Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kafupaten Kutal Barat

Wajib Pajak

Ditetaphan di Sendawar
pada tanggal 25 April 2025
BUPATI KUTAI BARAT,

F`REDERICK EDWIN
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LAMPIEN "
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN     BANGUNAN     PERDESAAN     DAN
PERKOTAAN     DAN    BEA    PEROLEHAN
IIAK ATAS TAI`IAII DAN BANGUNAN.
========-=====-===================

A.  PERMOHONAN KEBERATAN ATAS SPPT - PERORANGAN

Nomor

i:Thpi'iran           ;.i.;in.6.ifeh.;.n..k;6€ratanatas sfpT/SKPD.)
POB tahun  ......

XtahchK#R#a:nB:eaidapatanDaerah
di

TEMPAT

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama

#Oa.m€p                       :  J#    I   I   I"..I...: ....I. h;a_.'=
Kampung /Kelurahan. ):
Kota/Kabupaten
§;5=da-i-wijib pajakckuasa wa|ib pajak .) PBB ata:,9t]ek

NPWPD.

Kecamatan

yang terletakpajak

Kecamafan

RT.........RW.

-.uagr'  "a" r-I-".`i-jTn .'q.-r-'-.`   '    ----- fro. : ........ te|p-.... : ........... RT .......... Few.
Alamat
Kampung /Kelura han. )

K:prsE}i#sKp.,
PBB Terriutang               :   Rp

Tanggal tenma SPPT/SKP *)

Dengan ini mengaiukan permchonan keberatan alas pajak `erhutang peda SPPT .) PBB tersebut di alas dengan
afasan sebagai berikut :

Berifenda X t\adckdom yarn diDlm

;i!§B£#:;ife!:¥Fi*afedfaEa!§a#ijuEjb'§m::P#¥;#:¥n£§Km;?:jbkinig!#3:#V:enadyscangnysno,m2
4.   Objek p®jak seharusnya tidak dikenakan PaB karena

yenBuu::Pemjtung.?.?..t.T.i..i:e:a.Pmam2n!Bgpt:.I:.I.....adalahsebagaibenku`
2.   Bangunan      ;                              ....... m2  X   Rp  ......    :::::::;:2
3.   NJOP               :   (1
4.   NJOPTKP
5.   NJOP setelah dikurangi NJOPTKP (34)
6.   PBB tel.hutang ( ........    X  Rp

=Rp-..-.,

=     Rp...".
=Rp......
=Rp......
=Rp.....

)                                    =     Fip  ...-
)

Bersama ini dilampirkan pufa  : Bori &anda X iaada Aro^c]m `rario din/Wh

i:i#cTapygprfagratatr:=£a!::I::::rya*+:#S::;±nkrepadaorangquwhL

:¥pgii+iELid++#rsffi+Effi!+Esn,#::#n,enckapsehadrtandafangan,
6.#:gr##LE%¥:8##ir##§:#:ndanKepalaDesa/Lurahmengenai
7.   Surat keterangan ukuran masing-masing sisi tanah (unhlk tanah yang belum bersertifikat).

Demjkian alas perhatiannya disampaikan tenmakasin.

'| C®fct y.ft( tL4.be.h WAIIB PAIAK/  KUASA WA`JIB PAJAK -)
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8.  PERMOHONAN RERERATAN ATAs sppr- KOLErmF

Nomor
Lampiran
Perihal Permohonan Keberatan alas SPPT PBB

Tahiin pajak   .....

Yth. K®pala laden P®ndapatan  Daerah
I{.bup.ten Kut]i Barat
di
TEMPAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Kepala Kampung
Kecamatan
Kabupaten

dalam  hal  ini  bertindak  unfuk  dan  alas  nana  para  wajib  pajak  PBB  yang  ketetapan  paiaknya  tidak
melebihi  Rpl00.000.-  (serafus  ribu  rupiah)  per  OP/WP  sebagaimana  tersebut  pada  kolom  2  daftar
tertampir,  dengan  ini  mengajukan  permohonan  keberatan  alas paiak  terhutang  pada  SPPT  EBB fahun

....... dengan  afasan  dan  perhitungan  besamya  pajak  terhitung  menurut  wajib  pajak  sebagaimana
daftar teriampi r

Bersarna `i" diifamp\ckan pula..                                                     Ben tanda x padalkolorn yang dipilih

1.    Daftar   nana   wajib   pajak   yang   mengajukan   keberatan   yang   ditandatangani   Kepala
kampung/Lurah  dan  diketahui  Camat  (Untuk  keberatan  luas tanah/  bangunan  agar  diben
keterangan mengenai sebab-sebab perubahan luas).

2.    Lampiran    SPOP   Kolektif   dan    Lampiran    SPOP   Perorangan   dalam    hal   menyangkut
bangunan

3.    Foto copy sppT tahun pajak yang berkenaan..
4.    Fcto copy sTTstahun teiakhjr.
5.    Fotocopy  surat tanah  dan  atau  bangunan/skct  ukuran  masing-masing  sisi  tanah  dan  atau

bengunan dalamhal safah luas.
6.    Untuk  keberatan  alas  NJOpckelas  bumi  bagi  Desa/Kelurahan  yang  belum  didata  dengan

pofa  SISMIOP  perlu  difampirkan  pufa   :  data  pembandjng  NJOP/kelas  bumi  di  sekitamya
(foto copysppT PBB alas objek pajak disekitamya).

Demikian alas perhatiannya disampajkan terima kasih.

MENGETAHul,
CAMAT

KEPALA KAM PuNGAU RAH

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 25 April 2025
BUPATI KUTAI BARAT,

FREDERICK EDVIN
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IAIPIEN XVII
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN     BANGUNAN     PERDESAAN     DAN
PERKOTAAN     DAN     BEA    PEROLEIIAN
HAK ATAS TAI\IAII DAN BANGUNAN.

BERITA ACARA PERELITIAN KEBERATAN

P E IVI E R I N T A H   K A a U P A T E N   KUTAI BARAT
a A D A N   P E N D A P A T A N DAERAll

Kompl®k Pork8ntoran Jl.Komplek PeTkantoran Ill
Fax. (0545) 4043879  -T®lp. (0545 ) 4043e78

SENDAWAR

BERrTA ACARA pENEUTiAr`I
Nonor:......

Berdasarkan penelitian kantor dan di lapangan. sesuai surat tuqas:
Penelitian di Kantor                       Nomor      :. Tanogal  :  .....
Penelitfan dl Lapangan                Nonor      :.                                                          Tanggal : ,.I..
Tefah dilakukan penelitian di  kantor pada tanggal  ........... sampal  der`gan tanggal .......
Terhadap permohonan Pengajua n Keberatan.

Melalui surat rromor  ............ „  Tanggal  ............  yang dilerima Badan  pendapatan Daerah
Kabupaten  Kutai Barat dengan uraian berikut:

I.  UNUN
1.  NOP
2. AIamat OEUEK Paiak
3. Tahun Fbjak
4. Jenis I(etetapan
5.  PBB Terhutang

:mml     I     I    11     I     I    11     I     I    11     I     I     I     IE

11, DASAR   I+ul{uN
1.    Undangundang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daei.ah dan F`etribiisi Daerah.
2.    Peraturan  Daerah Kabupaten Kufai Barat  Nomor 33 Tahun 2013 ten fang Perubahan  Alas   Peraturan

Daelah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang PaFk Daerah.

Im iiAslL pENERii{sAAN
1.    Pemeriksaan dl Kantor
2.     PemeTiksaan di Lapangan

IV. KESIN PuLAN
1.    Kesinpulan
2.    Saran

Menyefuju
Wan Pajak

(..........."..".""._1

KEPALA   SEl<Sl  .....
DAERAl|

'...................I

P-Penerm'

'............."\

SendawaL...,.

Pefugas Peneliti n

(..".....,.."..\

Mengetahui,

KEPAIA BIDANG.„ .....                       KEPAIA BADAN  PENDAPATAN

'..........._...............\ (....".."..."........I

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 25 April 2025
BUPATI KUTAI BARAT,

FREDERICK EDVIN
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LAMPIEN "11
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN  PAIAK BUMI
DAN     BANGUNAN     PERDESAAN     DAN
PERKOTAAN     DAN     BEA    PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
===========--==-==================

PEREOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIIIAN pEREAyARAN PBB-ra

pEmoHON^)I pENGErmA14AN EBLCBnEIAV FBI(RATARAV PBB

Norrror
Lanplran        :
Perihan            :   Permohonan pengembalian

Kelebihan Pembayaran PBB

Yth.KepaLa Badan Penclapatan Daerah
I(abupaten Kutai Barat
di

TEMPAT

Yang bertandatangan di bawahini :
Name
No. KTP
AIamat
Kampilng /Kel urahan. )
Kota"abupaten

NPWF,D
No.......Telp.......

Kecamatan......,

Sehagai w'ajib pajakrfuasa waiib paiak .) F€B atae tanah dan atau banguman
Alamat                                :   J'n
Kampung n{elurahan.)   :

#o?:#i#NoP

RT........fow......

yang I.rletak
No.  ..„..  Telp .............  RT ........ RW.

rtecamatan

fahunpajak.......

Berdasarkan Akea/Ftigalah Lelang/SK Pen berian Hak Ba rulputusan Pengadifan. )
Nomor
Yang dibuat oleh
Jenis perolehan hak

:    Rp  ............-. tanogal  ......                                  1

pengembalian kelebihan pembayaran PBB sebeaer Rp
......  di  Bank  .......Pembayaran PBB

Dengan ini nrohon

Dengan alasan

Untuk pengembaltan yang kami mohon adalali  :
a.     DibayarTunai
b.     Oipindch  bukukan pada Bank  ............  No.  Rek

Atas Nana
c.    Sumbangkan kepada Negara.
d.    Kompemsasi dengan

Bersama ir"  dilamplrkan pula  :                                                                          Bewhonde xoactahoADm rand dioAVh
1.    Surat Kuasa dart waiib pejak (dalam hal dikuasakan kepada orang/pihak lain).
2.    Fcto copy KTp atau identtas lainnya dan waiib pajal(.
3.    Asli surat setoran PBB (SSPD).
4.    Asli SK KeberatanrsK Pengurangan/ SK Pembctulan/Putusan Banding .)
5.    Foto copy AIctaflisalah Lelang/SK pembewh Hak Baru/Putusan pengadilan.)
6.    Fcto copy SPF'T/PBB taliun terakhir untuk objek pajak yang berkei`aan.
7.    Fcto copy bukti Pembayaran PBB (SSFD/STTS .) tahun terakhir untuk obiek pejak yangtx-.

Demikian alas perhatiannya disampaikan terimakasih.

1 Cart p( tldab.flo
wAjlB pA.Arv KUASA wAjiB piuAK .)

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 25 April 2025
BUPATI KUTAI BARAT,

FEiEE=
FREDERICK EDWIN
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LAA4F~ XIX
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
TATA    CARA    PEMUNGUTAN    PAJAK
BUMI  DAN  BANGur\IAN  PERDESAAN
DAN        PERKOTAAN        DAN        BEA
PEROLEHAN  IIAK ATAS  TANAII  DAN
BANGUNAN
===============================

PERMOHONAN PENUNDAAN TANGGAL 4ATUII TENPO

HEL~         PERMonon.ANPERTro"'TAh.ouLIATUHTEveo              RE
N-L-
P.nh.I              :  F'.rmohon.n penund..rt T.nco.I

Jan.I. Tempo Penoembetian SPOP/
Jlt`ih Tempo Pemtl.y.nn SPPT 1

Vth Kepde 8~
Kabupatco ~ Bed
d' -AT

Y.ng e.rt.ncl. I.ng.n di e.`roh ini '
Name
No. Hrh
Al,mod
Karnprng ,ttedr.h.n .)
Kofottdeup.I.n

NPuro
No ....  Te[p ........  RT    ..,_...`    .  Few ....

Sebaoli vv.jib p.j.k/k`iasa vv.jib p.j.k .) POB .I.i ob.k p.jlk y.ng I.rlet.k di
Afomat                                           : Jln
Kaltquno ,4(of iir.h.n .)
K.bup.ten

No.     ..     Teb .......  RT   „     ...       RW .......

Kecam.ten

N®.SPPT.Nap:                       DDI    I    I    11     I    I    11    I    I     11    I    I     I    hqpk ....
Tanoq.I dberim.ny. SPOP.€PPT
Dengl]n ini menu.iuken p.nund..n :                                                         a.rfford. X md] haAorn rare dfaikh
a   T.nco.I jrfuh tempo p.no.nib.lion spop
b   P.nlind..n Jat`ih T.moo P.mb.y.I.ii SPFT 1 a.ngen al.sln

a.+.rl.in. ini ail.mpir*.a pul. :                                                                 Berf rand. X --A-toleri. rare diarm
1    SL...t K` .... d.ri `.i.iib p|j.* (d.lam h.I ioi diku...lc.A k.p.d. onnctpil.ak I.in)
2    Foto copy KTP eteu denttas lalrmira tlari `Iiqjib pqiak.

D.mik).a .b. p.ill.6.nnye dil.mp. ik. n terim. lc.5ih.

1 Cnd pp[ tidLl peh

WAJIB PAJAK/ KllASA WAJIB F'AJAK .)

Ditetaplran di Sendawar
pada tanggal 25 April 2025
BUPATI KUTAI BARAT,

*£dr
F`REDERICK EDVIN
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